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KONSEP DAN RASIONALISASI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang meng-
ingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban war-
ga negara. Setiap hal yang dikerjakan mestinya sesuai dengan
tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang
diharapkan. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendi-
dikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan
sumber sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif
dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang semu-
anya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir Kkritis,
analitis, bersikap serta bertindak demokratis dalam menjalankan
kehidupan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Munurut para ahli:
1. Samsuri (2011)
Pendidikan kewarganegaraan diartikan sebagai penyiapan ge-
nerasi muda untuk menjadi warga negara yang memiliki pe-
ngetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk
berpartisipasi aktif dalam masyarakat.
2. Godfrey Thomson (1997) o
Pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas 1nd1.v1du uD:tllk
menghasilkan perubahan yang tetap di dalam kebiasaan ting-

kah lakunya, pikirannya, dan perasaannya.
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1. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

a. Program pendidikan herdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai
wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur |
dan moral yang berakar pada budaya bangsa dan diharapkan |
menjadi jati difi yang diwujudkan dalam bentuk perilaku da-
Jam kehidupan sehari-hari.

b. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan
untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia yang memi-
liki rasa kebangsaan dan Tanah Air.

¢. Belajar tentang Indonesia, belajar untuk menjadi manusia
vang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan,
dan mencintai Tanah Air Indonesia

d. Mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri
yang beragam dari segi agama, sosial, budaya, bahasa, usia.
dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas te-
rampil dan berkarakter berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan
Indonesia saat ini telah memasuki era globalisasi, di mana se-
mua aspek yang meliputi politik, sosial, ekonoms, budaya, perta-
hanan dan keamanan menitikberatkan pada kemajuan teknolog:.
Globalisasi tersebut ditandai dengan kuatnya pengaruh lem-
baga-lembaga internasional dan negara maju dalam mengatur Ke-
hidupan politik dan ekonomi dunia, bahkan pada ustem Keamanan
dunia. Kondisi seperti ini telsh menciptakan struktur baru, yaitu
struktur global yang sangat memengaruhi pola pikir dan mentali-
tas bangsa dalam menghadapl situasi dunia yang sepert i,
Maka daripada iy, masalsh integrasi nasional yang sclalu
aktual pada bangsa Indonesia harus menjadi perhatian penting.
Dalam hal ini dibutuhken sarana yang dapal meningkatkan atau
menciptakan rasa cinta kepada negara Indonesia. Oleh karenanya,
semua Kalangan dibarapken bisa membangun negara Indonesia
menjadi lebib solid dan merdela seutuhiya.
Pemerintah, dalam hal inl Deparemen Pendidikan dan Depar-
temen Pertahanan, telah membuat orientasi ke arah sana. Salah
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kan Kewarga'negaraan

_ Hakikat pendidi e et .
1. H i dikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagy;

embangkan dan melestarikan nilai luhyr

kar pada budaya bangsa dan diharapkap,
diwujudkan dalam bentuk perilaky da.

a. Program pend
wahana untuk meng

dan moral yang bera
menjadi jati diri yang
Jam kehidupan sehari-hari. _
b. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkap

untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia yang memi-
liki rasa kebangsaan dan Tanah Air.

c. Belajar tentang Indonesia, belajar untuk menjadi manusia
yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan,
dan mencintai Tanah Air Indonesia

d. Mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri
yang beragam dari segi agama, sosial, budaya, bahasa, usia,
dan spku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas te-
rampil dan berkarakter berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan

Indonesia saat ini telah memasuki era globalisasi, di mana se-

mua aspek yang meliputi politi -
t1 :
hanan dan keamanan o K, sosial, ekonomi, budaya, perta-

struktur glohg] yang Sa!?glatte:ﬁh - enciptakan strukfur baru, yaitt
tas bangsa dalam men emengaruhi pola pikir d tali-
m me{lghadapi situasj cluniap yang sell;er?;? igen
Itu, mas; : '
;ktual Pada bangsa Indop asalah integrasi nasional yang selalu
alam ha] jp dibut esia harus menjadi perhatian penting:

) uhka
mencing dll g

Nciptakan ragy Cinta kepaadril "4 yang dapat meningkatkan atau

a4 negara Indoneci

nesia. Oleh karenanya

Semua ka]
angan (j
Menjadi lebili) S(r(llharaplcan bisa me b 1

lid dap Merdeka g Mbangun negara Indonesia
4 Seutuhnyq

» telah mem epartef“en Pendidikan dan Depar”
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satunya dengan membekalj
rikulum mengenai pendidi
nya ditekankan pentingny

para siswa dan mahasiswa dengan ku-
kan kewarganegaraan, yang di dalam-
a kesadaran berbangsa dan bernegara,

3. Dasar/Landasan Pendidikan Kewarganegaraan
a. UUD 1945,

b. ]f)embukaan UUD 1945, aliena kedua dan keempat (cita-cita, tu-
Juan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya),

c. Pasal 27 (1) kesamaan kedudukan warga negara di dalam hu-
kum dan pemerintahan. .

d. Pasal 27 (3), hak dan kewajiban warga negara dalam upaya
bela negara.

e.

Pasal 30 (1) hak dan kewajiban warga negara dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara.
‘f. Pasal 31 (1), hak dan warga negara mendapatkan pendidikan
g- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasio-
nal.
h. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 ten-
tang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Pengembangan
Kepribadian di Penguruan Tinggi.

4. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan
Ruang lingkup mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan

meliputi aspek-aspek sebagai berikut: -

" a. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam
perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa In-
donesia, Sumpah Pemuda, keutuhan NKRI, partisipasi dalam
pembelaan negara, sikap positif terhadap NKRI.

b. Norma, hukum, dan peraturan, meliputi tertib dalam kehi-
dupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di
masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan per-
adilan nasional, hukum dan peradilan internasional.

¢. Hak asasi manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak
dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan

BAB1 - KONSEP DAN RASIONALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 3
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AM, pengembangan, PengnOTmatan dan e,

internasional H
lindungan HAM: meliputi: gotong royong, hargs g;

a negara, ..
4. Kebutuhan warga & berorganisasi, kemerde

: kat, kebebasan !
sebagai nmsg::ll‘;endapa ¢, menghargai keputusan bersama

kan warga negara,

ersamaan kedudu :

dan Pme liputi proklamasi kemerdekaan dan ko,

a, konstitusi-konstitusi yang pernah digy.
dan hubungan dasar negara dengan kop.

mengeluarka
prestasi diri,
Konstitusi negara,
stitusi yang pertam
nakan di Indonesia,

stitusi. o, 3
Kekuasaan dan politik, meliputi: p entetinahen des: da ke-

f. camatan, pemerintah daerah dan otonomi,' l?emerintah pusat
demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demo.
krasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, dan
pers dalam masyarakat demokrasi.

g. Pancasila, meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara

dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai da-
sar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.

h.  Globalisasi, meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar
negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hu-
bungan internasional dan organisasi internasional, dan meng-
evaluasi globalisasi.

usn i
) Waf a dari segi masyarakat sebagai komponen
&8 negara, dan ilmu-ilmy sosial lainnya-

- K““’a"ganegaraan
il .
atar belakang diselenggarakannya Pe“d"

q l PE
ND
IDIKAN KEWARGANEGARAAN
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' dikan kewarganegaraan.

b. Untuk mengetahuj pengertian d
ganegaraan.

c. Untuk mengetahui tuju
negaraan.

d. Sec.:ara umum, tujuan PKN harus ajeg dan mendukung keber-
hasilan pencapaian pendidikan nasional, yaitu “Mencerdaskan
kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia
seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan betakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, me-
miliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, kesehatan
jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta
rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, serta
mewujudkan kepribadian masyarakat yang demokrasi”.

e. Secara khusus, tujuan PKN adalah membina moral yang di-
harapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari,
yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari
berbagai golongan agama, perilaku yang besifat kemanusiaan
vang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan
yang mengutamakan kepentingan utama di atas kepentingan
perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pexmklmn
pendapat atupun kepentingan diselesaikan melalui musya-
warah-mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

an sejarah pendidikan kewar-

an mempelajari pendidikan kewarga-

7. Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Negara Maju dan Negara Berkembang

a. Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika

Serikat .
Di Amerika Serikat, peranan sekolah sangat penting dalam

menanamkan pendidikan kewarganegaraan. Pada -saat' sistem pent
didikan umum di negara Amerika Serikat, PKN diberikan tempa

utama di kurikulum sekolah. Sejak 1890-an, mata pelajaran inl

EGARAAN | 5
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dinamai “ilmu sosial” untuk menjalankan peran utamanya
mempersiapkan pendidikan kewarganegaraan. i

Pe‘ndidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat memberikap
perhatian pada apa yang perlu dipel

an p ajari anak usia 14-15 tahun
yan-g‘ dibagi menjadi empat bidang, yaitu: (i) demokrasi, lembag;
poh‘tlk, serE':l. hak dan tangggung jawab warga negara, (ii) identitag
nasional, (iii) perbedaan dan kepaduan sosial; dan (iv) hubungan
antara sistem politik dan ekonomi,

Pada tingkat pra-universitas, topik-topik yang dikembangkan
di antaranya landasan dan konsep dasar pemerintahan Amerika
cabang-cabang pemerintahan, proses politik, organisasi dan parl:ii
sipasi ekonomi nasional, kebijaksanaan luar negeri dan pertahan-
an keamanan, wilayah dan saling ketergantunéannya, pemerintah
pusat dan lokal, kajian ilmu pengetahuan politik, hak dan kemer-

dekaan pribadi serta esensi warga negara yang efektif, demokrasi,
dan tanggung jawab. |

b. Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di Inggris

Di negara bagian Wales, mata pelajaran PKN dinamakan “Pen-
didikan Pemahaman Masyarakat,” sedangkan Irlandia Utara dina-
makan “Pendidikan Pemahaman Yang Saling Menguntungkan”
dan Pendidikan Warisan Budaya”.

Di masa lalu, PKN menjalankan berbagai tujuan. Pada zaman
Ratu Victoria, PKN mempromosikan kewajiban-kewajiban yang
berhubungan dengan status sosial; pada 1920-an PKN mempro-
mosikan pentingnya memahami masyarakat daerah nasional; dan
pada 1960-an dan 1970-an, PKN juga dimaksudkan untuk mem-
promosikan pemahaman dalam rangka membantu pendidikan
kewarganegaraan di dunia. Pada akhir 1980-an dan pada awal
1990-an, PKN menitikberatkan pada hak, kewajiban dan kesetiaan
warga negara yang mencerminkan retorika dan kebijakan p(?m(?*
rintah konservatif. Pemerintah konservatif menuntut setiap indi-
vidu untuk secara aktif melaksanakan kewajiban mereka, bukan
menyerahkan pelaksanaannya kepada pemerintah.

6 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
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c. Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di Australia

Di Australia, mata pelajaran PKN terintegrasi dalam mata
pelajaran lainnya sehingga sangat sulit untuk melepaskan mata
pelajaran ini dari komponen pembelajaran lainnya. Baru-baru ini
pemerintah federal mengumumkan bahwa mereka akan melaku-
kan survei dasar dalam mata pelajaran PKN sebagai bagian dari
program “Discovery Democracy.”

Beberapa masalah serius senantiasa dihadapi sekolah-sekolah
di Australia dalam mengimplementasikan pendidikan kewarga-
negaraan. Masalah tersebut meliputi persaingan prioritas dan ku-
rangnya struktur kurikulum.

Pelajaran kewarganegaraan di Australia dikonsepkan sebagai
sekumpulan pengalaman belajar berbasis sekolah yang membantu
menyiapkan para siswa untuk menjadi warga negara yang baik.

Ada beraneka perspektif berkenaan dengan PKN. Ada pihak
vang berpendapat bahwa PKN penting untuk mempersiapkan war-
ga negara melalui pembelajaran tentang sejarah dan pemerintah-
an. Adapun pihak yang lain berpendapat bahwa PKN adalah usaha
untuk mempersiapkan warga negara melalui partisipasi aktif da-
lam bermacam kegiatan sekolah dan kemasyarakatan.

Banyak warga Australia dewasa meyakini pentingnya mem-
pelajari tentang pemerintahan, hak-hak dan tangggung jawab dan
aspek-aspek kewarganegaraan lainnya.

d. Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di Hong Kong

Mata pelajaran yang berhubungan dengan kewarganegaraan
umumnya mengulas struktur pemerintahan Hong Kong, tanpa ba-
nyak membicarakan tentang politik. Hal ini disebabkan oleh iklim
politik di sana dan juga disebabkan oleh peraturan tertulis yang
melarang pembicaraan politik di kelas.

Perubahan-perubahan kurikulum menggambarkan PKN seba-
gai mata pelajaran sekolah yang berbeda dan bagaimana materi
PKN ada dalam beberapa mata pelajaran l]ain selama dekade tera-
khir. Hasilnya adalah bahwa topik yang berkaitan dengan PK.N me-
mang dimasukkan, namun tidak teroganisasi dan terpisah-pisah.
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an menerbitkan buletin bulanan PKN gy,
Departemenp fetter 3 kali setahun. Departemen pendidika,
! rja PKN” untuk melaksanakan pengimp|e._
_Rencana ini diperkenalkan ke sekolap,.
ah pada 1993 dan 1995. Menurut tig,
partemen pendidikan pada 19g¢,
k dari rekomendasi PKN yang diadopsi oleh
(Bray dan Lee, 1993).
A akukan departemen pendidikan pada
Tiga SUr® g aélngmlc(h]lzgngevaluasi pengimplementasian PKN
1986, 1957, o kkan bahwa sekolah mendukung pe.

' _sekolah menunju
ilgzj;;;}gl:s PKN, dan ada kepedulian yang terus tumbuh terha-

i karena:
dap PKN di sekolah-sekolah, ‘ |
lip Meningkatnya masalah perilaku siswa pada beberapa tahun

belakangan yang mengkhawatirkan publik sehingga menuntut

diadakannya pendidikan moral dan PKN. B R

2) Rendahnya partisipasi pemilihan pada pemilihan devtran dis-
trik, dewan kota, dewan regional dan dewan legislatif, yang
merefleksikan apatisme politik.

3) Adanya kepedulian publik tentang bagaimana seharusnya
para siswa diajari menghadapi perubahan sosial dan politik,
karena tahun 1997 semakin mendekat.

4) Adanya kritik dari pejabat-pejabat China tentang kurangnya
unsur-unsur sosialisme dan patriotik dalam kurikulum Hong
Kong :

5) Adanya kebutuhan untuk memperkuat PKN untuk memper
lengkapi siswa dengan pengetahuan tentang hak dan tang
gung jawab mereka, terutama berkaitan dengan penurund’
usia untuk ikut pemilihan umum menjadi usia 18 tahun.

pad:(gzl;: Serr;lkjn dekatnya tanggal penyerahan Hong Kong ke
PKN. seba ; md{a terdapi-lt peningkatan permintaan pUblik akaIl
bera;al dafi a]?al atang dari kelompok oposisi China, sebagian lag!
A BN e Em-bahan pendidikan lain yang menyatakan bah:

ituhkan untuk mempertinggi pendidikan d emokfasl
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dan HAM. Untuk pertama kalinya pemerintahan Hong Kong me-
nerbitkan sebuah dokumen resmi yang mencantumkan nasionalis-
me dan patriotisme

B. HUBUNGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DENGAN ILMU SOSIAL LAIN

Ada beberapa hubungan pendidikan kewarganegaraan de-
ngan ilmu sosial lain, seperti hubungan pendidikan kewarganega-
raan dengan politik, dengan sosiologi, dan hubungan pendidikan
kewarganegaraan dengan ilmu sejarah.

1. Hubungan Pendidikan Kewarganegaraan dengan

Politik |

Checter Van mengemukakan bahwa bagian dari ilmu politik
yang membahas tentang hak dan kewajiban warga negara terdapat
di civics/ilmu kewarganegaraan. Sesuai dengan ilmu pendidikan
kewarganegaraan, maka kita harus memahami tentang demokra-
si politik yang meliputi Konstitusi, partai politik (parpol), pemilu
dan semua hal itu merupakan adopsi dari ilmu politik. Dengan
memahami teori ilmu politik, maka warga negara mempunyai pe-
ngetahuan tentang kenegaraan melalui praktik pendidikan kewar-
ganegaraan dengan melaksanakan kewajibannya dan mengetahui
hak yang harus diterima sebagai warga.

2. Pendidikan Kewarganegaraan dengan Sosiologi

ama-sama mengkaji masyarakat atau
warga negara. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang ma-
syarakat. Yang dibahas tidak hanya keteraturan dalam masyarakat
tetapi juga penyimpangan sosial, yaitu kekurangpahaman masya-
rakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Hubungannya adalah s

3. Pendidikan Kewarganegaraan dengan limu Sejarah
| Di sini kita mempelajari sej arah latar belakang p'er?didikan ke-
warganegaraan, proses dan alasan keberadaan pendidikan kewar-
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|

aan. Kemudian di dalam ilmu Seja.rah membahas mengy,
ganegar ndi-d {lan yang bertujuan menjadikan warga negara Yang
EZ:}:I gzmua itu didasari oleh Peri‘sti?\’a/. Sejafatf yang terjadj g;
wak;u yang lalu. Dengan mempelajari s-e Jarsh it da.pa}t rrlenge"
tahui kekurangan di waktu dulu dan bisa memperbaiki di mgs,

sekarang.

C. KONSEP DAN URGENSI PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan
jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah
atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan
dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana
diharapkan akan menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang ber-
budaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja,
- serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan bahwa profesional
adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber peng-
hasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki
stafldar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan pro-
fesi. {\pfakah profesi yang akan Anda capai setelah menyelesaikan
pendidikan sarjana atau profesional? Perlu Anda ketahui bahwa
Ef;uﬁu;el:li::d“kannyas sarjana atau profesional, dalam konteks

gsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan se-

bagaimana diatur dalam Pe€raturan perundangan, maka Anda ber-
status warga Neégara. Apakah

warga ne i ah warga
negara Indonesia (WNI) jpy? rga negara dan siapakah warg
M _
sl lei;:;rrlllza undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara
an Derund'fma Sl:l:(;u "'égara yang ditetapkan berdasarkan peratur-
ane- angs . ; . -
ni, pedagang, ngan. Mereka dapat meliputi TNI, Polri, petd

an i
X e profesi sertq kelompok masyarakat lainnya ya"8
fuhl syarat menypyt undang-undang
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D. ALASAN PERLUNYA PKN DI PERGURUAN TINGGI

Secara yuridis, keberadaan pendidikan kewarganegaraan di
perguruan tinggi cukup kuat, dan sebagai matakuliah y;;np wajib
diikuti oleh seluruh mahasiswa. Hal ity tampak jelas {lﬂ]al;‘l Pasal
37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat di
era Reformasi, dalam matakuliah pendidikan kewarganegaraan di
perguruan tinggi, telah dilakukan perubahan paradigma menuju

paradigma humanistik yang didasarkan pada asumsi bahwa maha-
siswa adalah manusia yang mempunyai potensi dan karakteristik
vang berbeda-beda. Indikasi ke arah itu tampak dari substansi ka-
jian, strategi, dan evaluasi matakuliah pendidikan kewarganega-
raan yang ditawarkan kepada mahasiswa. Sementara itu, dalam
mengantisipasi tuntutan global, pembelajaran diorientasikan agar
menangkal dampak negatif globalisasi. Globalisasi dan ekspansi
pasar perlu diimbangi kebebasan politik Pancasila sehingga ma-
hasiswa sadar dan mampu memperjuangkan hak-hak politiknya
secara benar, rasional, dan bertanggung jawab. Upaya ke arah itu
dapat dilakukan dengan mengisi dan memantapkan kurikulum
berbasis kompetensi (KBK) di perguruan tinggi dengan memberi
kemampuan kritis kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa secara
sadar dan jujur melakukan kritik dan evaluasi tentang manfaat
globalisasi. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Pasal 37 menyatakan bahwa kurikulum pen-
didikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan yang
bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang
memiliki rasa kebangsaan dan cinta Tanah Air. Dengan telah ditu-
angkannya pendidikan kewarganegaraan dalam Undang-Undang
Sistem Pendidikan Nasional, ini berarti bahwa pendidikan kewar-
ganegaraan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pem-
bentukan bangsa and character building.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya ia sangat rentan
terhadap bias politik praktis penguasa, sehingga cenderung lebih
merupakan instrumen penguasa daripada sebagai wahana pem-
bentukan watak bangsa. Hal yang hampir sama terjadi pada ne-

BAB 1 + KONSEP DAN RASIONALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 1

Dipindai dengan CamScanng



ara yang sedang berkembang seperti dikemukakag,
gara-neg

rdi olep,
' an dalam guryadi dan Soma di, 20( )0) menyatakan:
(Cogan ry

n) has also often reflected the intereg, of
ticular society and thus has been q Matte,
e establishment of ideological he?emony

It (citizenship educatto
those in power in a par
of indoctrination and th
rather than of education.

Sejalan dengan perkembangafl dan pembahan politik darj er,
otoritarian ke era demokratisasi, pfandldlkan kewargan?gaman
telah menggantikan pendidikan kewiraan karenz'x Su'dah tidak re.
Jevan dengan semangat reformasi dan demokratls;'.isl. Matakuliah
pendidikan kewiraan ditinggalkan karena berbagai alasan, antar,
lain:

1. Pola pembelajaran yang indoktrinatif dan monolitik.

2. Muatan materi ajarnya yang sarat dengan kepentingan ideolo-
gi rezim (Orde Baru).

3. Mengabaikan dimensi afeksi dan psikomotor.

Dengan demikian, pendidikan kewiraan telah keluar dari se-
mangat dan hakikat Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendi-
dikan nilai dan pendidikan demokrasi. Menyadari realitas tersebut,
diperlukan upaya rekonstruksi dan reorientasi pendidikan kewar-
gancgaraan melalui matakuliah pendidikan kewarganegaraan (c-
vic education) sebagai substitusinya. Upaya substitusi matakuliah
pendidikan kewiraan menjadi pendidikan kewarganegaraan (¢
ﬁducfllivrf) tidak bisa lepas dari konteks ikhtiar kalangan pergurt-
";Jj‘ 1”“881 untuk menemukan format baru pendidikan demokras!
sl e o g G

ya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakat

an internasion:

lilikg::I]l::lindl’ f€gara-negara maju yang ikut mengatur perpe”

glub-‘ﬂ, i - t:b ;mc;n:mn, sosial budaya, dan pertahanan keamana?

lingkungan llidS * )dvl Seperti demokrasi, hak asasi manusia da?

balisasi Juga diy - llul Ut pula memengaruhi keadaan nasional- Glo-
andai dengan pes Py

. - ¢ es: " , F

tahuan dan teknologi, kin Pesatnya perkembangan ilmu pené®

Isusnya di bidang informasi, komunikash
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pikir, pola sikap, dan tindak
: ' ap, an ma-
syarakat Indonesia. Kehadiran pendidikan kewarganegaraan (civic

educaﬂ?i"l) pada maszil reformasi ini haruslah benar-benar dimaknai
sebag:iu_]alan )‘rang diharapkan akan mampu mengantar bangsa In-
ol eksﬁektasi oo harfls dg. re e\:*an denga.n tuntutan global. Tentu-
Isertai dengan tindakan nyata bangsa ini,
khusu‘snya kalangan perguruan tinggi untuk mengapresiasi dan
mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan dalam dunia
pendidikan. Jadi, hasil pembelajaran pendidikan kewarganegara-
an (civic education) sangat penting artinya bagi penumbuhan bu-
daya demokrasi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan pendidikan
kewarganegaraan seperti tersebut di atas, sangat dibutuhkan mo-
del dan strategi pembelajaran yang humanistik yang mendasarkan
pada asumsi bahwa mahasiswa adalah manusia yang mempunyai
potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Mahasiswa diposisi-
kan sebagai subjek, sementara dosen diposisikan sebagai fasilitator
dan mitra dialog mahasiswa. Materi disusun berdasarkan kebutuh-
an dasar mahasiswa, bersifat fleksibel, dinamis dan fenomenologis
sehingga materi tersebut bersifat kontekstual dan relevan dengan
tuntutan dan perubahan masyarakat lokal, nasional, dan global.

E. SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS, DAN POLITIK

TENTANG PKN DI INDONESIA

Secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan
oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangqun ra.sa
kebangsaaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis,
PKN Indonesia dilakukan pada tatanan sosial)kultura.l olfah para
pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk menct_ntarlll;l.‘m;(ah
Air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKN In-donesm le .frk a-
rena tuntutan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan

pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya.

aan| 13
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(ENTANG DINAMIKA DAN TANTANGAN pyy
- ika perubahan dalam sistem ketatanegaraan
jah memengaruhi PKN. Untuk menge,

. aan dan -

jalam sistem ketatanegar Pemerip.
pahan ¢ idupan yang telah memengaruhi pgy di
lihat kembali perkembangan praktik ketataneg,

dan sistem pemerintaha.n Rl menurut Undang-Undang ol
raan dan Sk

Negara Republik indonesia, yakni:
periode 1 (1945 c.d. 1949);
periode 11 (1949 s.d. 1950);
periode 111 (1950 s.d. 1959);
periode IV (1959 s.d. 1966);
periode V (1966 s.d. 1998);
periode VI (1998 s.d. sekarang).

=R S

Mengapa dinamika dan tantangan PKN mengikuti periodisasi
pelaksanaan UUD (konstitusi)?

pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan paca
konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung paca
tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecen-
derungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelak
sanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negar2

muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan par-
tsipatif terhadap gejala demikian.

G. ESENS
N L_':”' DAN URGENSI PKN UNTUK MASA DEPAN
Naslb § i : '
inkan gan :budh bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, mdl lah.
lnamlcﬂai;;? i:n.lung Pada kemampuan bangsa sendirt. Apas=’
Masa d;—])eu;a Ind Ijayé menjadi negara yang adil dan mx i
* indonesia akan menjadi bangsa yang bermartab®
} bangsa lain? Semu :
;- \wesla.
\ tm?l\mu pula untuk m
lengg Lumlilusi neg

dan dihuuuali olel

pada L-img;-d Indoy danya sangat tergaﬂmﬂg o

eksi X 454 depan PKN sangat ditentukan oleh
ara dan bangsa Indonesia. PKN akan .
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ngat dipengaruhi oleh konstitusi yang berl

mntutan. kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi, akan

sangat c}ltentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku
Berikut adalah mengapa PKN dibutuhkan di masa depan:

1. Karena lliincumya berbagai macam nilai demokrasi pada ma-

syarakat itu sendiri.

Pudarnya nilai-nilai kewarganegaraan dan juga nilai komuni-

tas pada masyarakat.

Kemunduran dari nilai toleransi dalam masyarakat.

Melemahnya nilai-nilai keluarga.

Pudarnya nilai-nilai kejujuran.

Maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam ma-

syarakat dan dalam penyelenggaraan terhadap pemerintahan.

Terjadi kerusakan pada sistem dan juga kehidupan ekonomi.

dan;

8. Terjadinya berbagai macam pelanggaran terhadap nilai ber-
bangsa dan juga bernegara.

aku dan perkembangan

U B N

™

H. CONTOH-CONTOH PRAKTIK KEWARGANEGARAAN

Peranan seorang mahasiswa adalah dengan memper‘tegu].l
penanaman nilai-nilai pancasila di dalam kehidupan sehari-hari.
Oleh karena itu, para generasi muda sekarang harus dapat ber-
satu dan damai walaupun berbeda agama, suku, dan budaya; da-
pat berpikir rasional, demokratis, dal} kritis d‘a!ar‘n menunt?s:li:iz
segala masalah yang ada di negara kita; men}lllkl semana&ilri? e
muda yang dapat membangun negara Indonesia yang ';31': deI;gan
pat mencontoh seperti karakter para Pahlawan.bangsa Ir: dariesias
cara cinta Tanah Air dan rela berkorl:.’an bagi bangsimmﬂn ani
serta menjunjung tinggi nilai nasionalisme clandP'eZ':;‘1 z:gar v
tar-agama, ras atau suku bagi semts s I;)l Onsq I(ndonesia.
terjadi perpecahan ataupun perselisihan antarbangse

i -
' o cita bangsa Indonesia, perts
Dalam rangka mewujudkan m[jlaik.baiknya, iyl

da di at berperan 5€ : unyai
kzn(ciizl;l?;’z](gagag{a?ni generasi muda Indonesia harus mempuny

an| 15
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jati

kebangsaan It
rerdidik dan tet

mendapatkan

pergt
na pemudalah yang

suatu bangsa

ai-nilai luhur bangsa. Masa dep

h ditentukan oleh generas; ey
1atih, apalagi mereka adalah generasi yang -

Jatih, ap tahuan teoretis maupun prakis g
i tentang tema-tema pembangunan bangsa, Kare
dapat mengubah pandangal‘l orang terhada
dan menjadi tumpuan para generasl terdahulu unty,

ai dengan nil
ia sangatla

yruan tingg

\bangkan negara dan bangsa dengar ide-ide yang berlan.
mengen! an yang luas, serta berdasarkan kepada nilaj.
daskan ilmv, WU ku di dalam masyarakat
nilai dan norma yang berlaku di

- PERILAKU, DAMPAK,
PRAKTIK KEWARGANEGARAAN-
DAN UPAYA PENINGKATAN
Gambaran pampak Upaya _]

No. Semangat perilakumu Peningkatan
1. |Toleran Berperilaku Memiliki banyak | Meningkatkan

toleran dibukti- teman. pertemanan tidak

kan dengan tidak hanya di sekolah.

membedakan

teman.

Rela berkorban | Rela berkorban Bangsa dan Belajar lebih rajin l
untuk kepentin- | negara menjadi | agar bisa berbakti
gan bangsadan | lebih maju. kepada bangsa
negara. dannegara. |

E:rsz:tuan dan |Berteman dengan | Timbul persatuan | Mengadakan

Tt teman yang dan kesatuan. pentas seni dari

berbeda suku berbagai suku
bangsa. bangsa yang ber-

M beda di sekolah.

engutamakan | | : . o

kepentingan ::%:pg cs niin Meningkatkan Mengikuti upa-

bangsa dan publikr "‘;" daan Re- | cinta Tanah Air. cara teratur dan
negara anesie. tenang.

Gotong royong | Kerja bakij —
b Sekolah menjadi | Dilakukan setiaP

1 |sekolah bersih dan sehat. | minggu di seko-
6 Koperasi [ lah. I
Memb " :
i sekoli’:ttl kopera- Belajar kerja Membuat kant!®
e S | ; sama dalam koperasi sekot@
———— | ekonomi, i e
16
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1. Perwujudan Normatif Pancasila dalam K

Sehari-hari ehidupan

a. Nilai Ketuhanan

Pengembangan religiositas yang mengangkat harkat dan ke-
manusiaan serta keadilan sosial yang menghargai pluralitas iman
dengan berpijak pada semangat solidaritas nasional.

b. Nilai Kemanusiaan

g tidak terlepas dari KAM (kewajiban

Penegakan HAM yan
asasi manusia) yang dilandasi oleh penghargaan terhadap sesama
an solidaritas sosial,

sebagai makhluk Tuhan melalui pengembang
kultural, dan ekonomi nasional. ' |
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c. Nilai Persatqdn o . | _
Melindungi segenap tumpah darah Indonesia dengan berba-

gai ragam latar belakang historis religips—sosio-kulturalnya dengan
berpegang pada prinsip demokrasi kerakyatarn, kemanusiaan, dan

keadilan sosial.

d. Nilai Kerakyatan A

(it Pengémbahga_ﬁ-deiﬁokfasi dalam berbagai bidang kehidupan
dengan tetap berpijak pada nasionalitas, religiositas dan nilai ke-
manusiaan denfii'. terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.
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Pengembangan sistem ekonomi yang berpijak pada kepenting-
an nasional dan melindungi kekayaan nasional den gan tetap mem-
perhatikan keanekaan sistem ekonomi kerakyatan yang berjang-
kar pada pluralitas identitas kultural dan sistem ekonomi lokal.

2. Aksi Nyata Mahasiswa dalam Melestarikan Pancasila

Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajar-
an agama yang dianut masing-masing. |

b. Menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut ma-
sing-masing.

c. Saling menghormati antar-umat beragama.

Tidak memaksakan suatu agama pada orang lain.

Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama,

warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pehdidikan.

Menyadari bahwa kita d1c1ptakan sama oleh Tuhan

Membela kebenaran dan keadilan. ; ' -

Menyadari bahwa kita mempunyal hak dan kewa_uban yang

Tldak melakukan tindak d.lSkI"lmlnatlf

Cinta pada Tanah Air dan bangsa '

Menjaga nama baik bangsa dan negara _ /

L Tidak membangga—banggakan bangsa lam dan merendahkan

o A

5o

?‘—I'-.—Io ol

bangsa sendiri. B i
m. Ikut serta dalam ketertiban duma ek LR
n. Menjunjung tinggi persatuan bangsa.
0. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepen-
tingan pribadi dan golongan.
P. Selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat
dalam menyelesaikan masalah. |
Tidak memaksakan kehendak pada orang lain
Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Menghormati hasil musyawarah.
Ikut serta dalam pemilihan umum.,
Berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan.
Menghargai hasil karya orang lain.

< g Ty 0o
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w. Tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita.
Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan.
y. Menghormati hak dan kewajiban orang lain

e

Peranan seorang mahasiswa adalah den.gan mernper'teguh
penanaman nilai-nilai pancasila di dalam kehidupan sehari-hari,
Oleh karena itu, para generasi muda sekarang harus dapat bersatu
dan damai walaupun berbeda agama, suku, dan budaya.
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Bab 2

IDENTITAS NASIONAL SERTA
SEJARAH PERJUANGAN DAN
PERGERAKAN BANGSA MENUJU
KEHIDUPAN BERNEGARA

A. PENGERTIAN IDENTITAS NASIONAL

Dalam Karnus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas berarti
ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Identitas nasional meru-
pakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan ber-
kembang sebelum masuknya agama-agama besar di bumi Nusan-
tara ini dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang
kemudian dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebu-
dayaan Nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tung-
gal Ika sebagai dasar dan arah pengembangan dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara.

DENTITAS NASIONAL
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ecara etimologi adalah suatu cir
oleh suatu bangsa yang secara‘ﬁlosoﬁ _membEdakan
at dengan bangsa lain. Identitas nasional bersifat
kunder-. Dikatakan bersifat buatan karena identitag
puat, dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa
otelah mereka bernegard. Bersifat sekunder
nal lahir belakangan bila dibandingkan de-
saan yang telah memiliki identitas pri-

Definisi identitas nasional §

yang dimiliki
bangsa terseb
buatan dan s€
nasional itu di
sebagai jdentitasnya S
karena identitas nasio
ngan identitas kesukubang
mer yang berbeda-beda.
[stilah “identitas nasiona
yang dimiliki oleh suatu bangsa yang
bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Berdasarkan pengertian
tersebut maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas
sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karak-
ter dari bangsa tersebut. Demikian pula dengan hal ini sangat di-
tentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara
Hakikat identitas nasional kita 'se_bagéi;.-ba'n'gSa di dalam hidup

dan kehidupan berbangsa dan bernegara. adalah Pancasila yang
aktualitasnya tecermin dalam -berbagai:'pqnataan kehidupan kita.
Dengan adanya identitas nasional, bangsa Indonesia memiliki pan-
dangan hidup, kepribadian, dan filsafat Pancasila dan ideologi ne-
gara sehingga mempunyai kedudukan 3paling_5-'tinggi- dalam tatanan
kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam tatanaz hu-
kum yang berlaku di Indonesia, untuk mengatur hak dan kewajib-
an warga negara, demokrasi serta hak asasi manusia (HAM) yang
b-erkembang semakin lama semakin dinamis. Berikut adalah iden-
titas nasional bangsa Indonesia; Aol

Bahasa nasional, yaitu bahasa Indonésia.

Bendera negara, yaitu Merah Putih, |

Lagu kebangasaan, Indonesia Raya,

Lambang negara, Burung Garuda,

Semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika.
‘Dasar falsafah negara, Pancasila. -

Konstitusi, UUD 1945.

1” secara terminologis adalah ciri-ciri
secara filosofis membedakan

Nog s
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8. Bentuk negara, kesatuan yang berkedaulatan rakyat

| C y ] aa_rl

1. Fungsi ldentitas Nasional

Men'u.mt Smith (1991) terdapat tiga fungsi dari Identitas Na-
sional, yaitu:

a. Identitas nasional memberikan jawaban yang memuaskan ter-
hadap rasa takut akan kehilangan identitas melalui identifika-
si terhadap bangsa.

b. Identitas nasional menawarkan pembaruan pribadi dan mar-
tabat bagi individu dengan menjadi bagian dari keluarga be-
sar suatu bangsa

c. Identitas nasional memungkinkan adanya realisasi dari pera-
saan persaudaraan, terutama melalui simbol-simbol dan upa-
cara.

2. Jenis-jenis Identitas Nasional

a. Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan, yaitu Bahasa
Indonesia B
Bahasa Indonesia adalah salah satu identitas nasional Indone-
sia yang penting. Sekalipun Indonesia memiliki ribuan bahasa da-
erah, kedudukan bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa
penghubung berbagai kelompok etnis yang mendiami kepulauan
Nusantara memberikan nilai identitas tersendiri bagi bangsa In-

donesia.

b. Bendera Negara, yaitu Sang Merah Putih

Bendera Negara Republik Indonesia, yang secara singkat di-
sebut bendera negara, adalah Sang Saka Merah Putih, Sang Me-
rah Putih, Merah Putih, atau kadang disebut Sang Dwiwarna (dua
warna). Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk empat Per-
segi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua pertiga) dari panjang
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serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawap beryy,

putih yang kedua bagiannya berukuran sama.

c. Lagu Kebangsaan, yaitu Indonesia Raya

Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Republik Indoneg;,
Lagu ini pertama kali diperkenalkan oleh komponisnya, Wage p,
dolf Soepratman, pada 28 Oktober 1928 pada saat Kongreg Pe.
muda II di Batavia. Lagu ini menandakan kelahiran Pergeraka,
nasionalisme seluruh Nusantara di Indonesia yang mendukung i,
satu “Indonesia” sebagai penerus Hindia-Belanda, daripada dipe.
cah menjadi beberapa koloni. '

d. Lambang Negara dan Dasar Falsafah Negara yaitu

Pancasila iy dLh B S H

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama
ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta pafica berarti lima dan
§ila berarti prinsip atau asas. 'Pancasﬂa‘ merupakan rumusan dan
pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat
Indonesia. Tanggal 1 Juni djpéi‘illlgélti'S:ébagaj hari lahirnya Pan-
e. Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal lka

Bhinneka Tunggal Tka adalah moto atau semboyan Indonesia.
Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno dan sering kali diterje-
mahkan dengan kalimat “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Sembo-
yan ini dlgunakan untuk menggambarkan 'pefs'atuan dan kesatuan
bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas
beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agana
dan .kepercayaan. Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah ka-
kawin Jawa Kuno yaitu kakawin Sut,a'sdma, karangan Mpu Tantt
lar semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Kakawin ini

istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu SYi"?
dengan umat Buddha, -

f. Konstftusi (Hukum Dasar) Negarq, jfaitu UUD 1945
Istilah dalam, bahasa Inggris constitution atau dalam Pah®
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sa Belanda constitutie secara harfiah sering diterjemahkan dal

bahasa Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar. Ditinjau dari szn;
kekuasaan, Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai len%—
baga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan
itu dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan. Mengacu konsep

trias politika, kekuasaan dibagi menjadi badan eksekutif, legislatif
dan yudikatif. ’

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu
Berkedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat mengandung arti kekuasaan tertinggi ada
pada rakyat. Dengan demikian, makna kedaulatan rakyat adalah
demokrasi, yang berarti pemerintahan yang kekuasaan tertinggi
terletak/bersumber pada rakyat. Sumber ajaran kedaulatan rak-
yat ialah ajaran demokrasi yang telah dirintis sejak zaman Yuna-
ni oleh Solon. Istilah demokrasi berasal dan kata Yunani, demos
(rakyat) dan kratein (memerintah) atau hqtos (pemerintah). Jadi,
demokrasi mengandung pengertian pemerintahan rakyat, yaitu
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat
merupakan suatu kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu
melalui perjanjian masyarakat. Rakyat sebagai pemegang kekua-
saan tertinggi memberikan haknya untuk kepentingan bersama.
Penguasa dipilih dan ditentukan atas dasar kehendak rakyat me-
lalui perwakilan yang duduk di dalam pemerintahan atau melalui
pemilihan umum. Pemerintah yang berkuasa harus mengembali-
kan hak-hak sipil kepada warganya.

h. Konsepsi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa In-
donesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Panca-
sila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, Wawasan Nusantara
mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan un-

tuk mencapai tujuan nasional.
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3. Faktor yang Memengaruhi Pembentukan Identitas

Nasional
Faktor-faktor yang memengar uhi pembentukan identitas nj,. @

sional bangsa Indonesia, meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhin.
neka Tunggal Ika, konsep sejarah, perkembangan ekonomi, dap

kelembagaan (Surbakti, 1999).

a. Primordial

Ikatan kekerabatan (darah dan keluarga) dan kesamaan suky
bangsa, daerah, bahasa, dan adat-istiadat merupakan faktor-fak-
tor primordial yang dapat membentuk negara-bangsa. Primordi-
alisme tidak hanya menimbulkan pola perilaku yang sama, tetapi
juga melahirkan persepsi yang sama tentang masyarakat negara
yang dicita-citakan. Walaupun ikatan kekerabatan dan kesamaan
budaya itu tidak menjamin terbentuknya suatu bangsa (karena
mungkin ada faktor yang lain yang lebih menon_] jol), namun kema-
jemukan secara budaya mempersuht pembentukan satu nasiona-
litas baru (negara bangsa) karena perbedaan ini akan melahirkan

konflik nilai.

b. Sakral A e

Kesamaan agama yang dianut oleh silatu"maéj.rarakat atau
ikatan ideologi yang kuat dalam masyarakat juga merupakan fak-
tor yang dapat membentuk negara—-bangsa )

¢. Tokoh

Kepemimpinan dari seorang tokoh yang disegani dan dihor-
mati secara luas oleh masyarakat dapat menjadi faktor yang me-
nyatukan suatu bangsa-negara, Pemimpin ini menjadi panutan
sebab warga masyarakat mengidentifikasikan diri kepada sang
p:kn;impin, dan ia dianggap sebagai “penyambung lidah” masya-
rakat. :

d. Sejarah

Persepsi yang sama tentang asal-usul (nenek moyang) dan ten-
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tang pen‘ga'llaman masa lalu, seperti penderitaan yang sama akibat
dari penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas (sependerita-
an dan sepenanggungan), tetapi juga tekad dan tujuan yang sama
antarkelompok suku bangsa. Solidaritas, tekad, dan tujuan yang
sama itu dapat menjadi identitas yang menyatukan mereka seba-
gai bangsa, sebab membentuk konsep ke-kita-an dalam masyara-
kat.

e. Bhinneka Tunggal Ika

Prinsip bersatu dalam perbedaan (unity in diversity) merupa-
kan salah satu faktor yang dapat membentuk bangsa-negara. Ber-
satu dalam perbedaan artinya, kesediaan warga masyarakat untuk
bersama dalam suatu lembaga yang disebut negara, atau pemerin-
tahan walaupun mereka memiliki suku bangsa, adat-istiadat, ras
atau agama yang berbeda. !

f. Perkembangan Ekonomi

Perkembangan ekonomi (industrialisasi) K akan melahirkan
spesialisasi pekerjaan yang beraneka ragam sesuai dengan kebu-
- tuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan semakin bervarariasi
kebutuhan masyarakat, semakin tinggi pula tingkat saling bergan-
tung di antara berbagai jenis pekerjaan. Setiap orang bergantung
pada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.: Semakin
kuat suasana saling bergantung antar-anggota masyarakat karena
perkembangan ekonomi, maka semakin besar pula solidaritas dan

persatuan dalam masyarakat.

g. Kelembagaan . LhE

Proses pembentukan bangsa berupa lembaga-lembaga peme-
rintahan dan politik, seperti birokrasi, angkatan bersenjata, dan
partai politik. Setidak-tidaknya terdapat dua sumbangan birokrasi
pemerintahan (pegawai negeri) bagi proses pembentukan bangj
sa, yakni mempertemukan berbagai kepentingan dalam instansi
pemerintah dengan berbagai kepentingan di kalangan pel.ldllduk
sehingga tersusun suatu kepentingan nasional, watak kerja, dan
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elayanannya yang bersifat impersonal, yakm tidak saling mep,.
bedakan untuk melayani warga negara. Angkatan bersenjata ber.
ideologi nasionalistis karena fungsinya memelihara dan memper.
tahankan keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, personilnya
direkrut dari berbagai etnis dan golongan dalam masyarakat, Se.
lain soal ideologi, mutasi, dan kehadirannya di seluruh wilayah
negara merupakan sumbangan angkatan bersenjata bagi pembj.
naan persatuan bangsa. Keanggotaan partai politik yang bersifat
umum (terbuka bagi warga negara yang | ‘berlainan etnis, agama,
atau golongan), kehadiran cabang- cabangnya di wilayah negara,
dan peranannya dalam menampung dan memadukan berbagai ke-
pentingan masyarakat menjadi suatu alternatif kebljakan umum
merupakan kontribusi partal polmk dalam proses pembentukan

bangsa.

B. KARAKTER IDENTITAS NASIONAI_

Identitas nasional Indones1a adalah Pancasila yang aktuah-
tasnya tecermin dalam berba_gal penataan kehidupan berbangsa |
dan bernegara dalam arti luas. Nilai-nilai:budaya yang tecermin |
sebagai identitas nasional bukanlah barang jadi yang sudah se-
lesai dalam kebekuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu
yang “terbuka”, cenderung terus-menerus berseml sejalan dengan
hasrat menuju kemajuan yang. d1c1ta—c1takan bangsa Indonesia.
Bangsa Indonesia sendiri memiliki dua konsep, yaitu culmr_al utility
(identitas suku bangsa) dan political utility (identitas kebangsaan).

1. Cultural Utility I

Merujuk pada bangsa dan pengertian kebudayaan atau bang-
sa dalam arti sosiologis antropologis, yang disatukan oleh adanya
kesamaan ras, suku, agama, adat dan budaya, keturunan dan da-
erah asal. Identitas yang dimiliki oleh sebuah cultural utility lebih
kurang bersifat askriptif, sudah ada sejak lahir, bersifat alamiah/
bawaan, primer dan etnik, hingga membuat setiap anggotanyd
memiliki kesetiaan atau loyalitas pada identitasnya. Identltas ini
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sering disebut sebagai ‘identitas kelom
dial yang memiliki ikatan emosion
solidaritas erat.

pok atau identitas primor-
yang kuat serta melahirkan

2. Political Utility

N'[erujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu kesama-
an primordial dapat menciptakan negara-bangsa, namun dewasa

ini negara homogen yang hanya terdiri dari satu bangsa tidak ba-
nyak terjadi. | |

C. PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL

Peran Pancasila sebagai identitas nasional, sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai sumber motivasi, inspirasi, pedoman berpe-
rilaku sekaligus standar justifikasi.

2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa harus mampu mendo-
rong bangsa Indonesia secara keseluruhan agar tetap berjalan
dalam koridornya, namun bukan berarti menentang arus glo-
balisasi, akan tetapi lebih cermat dan bijak dalam menjalani
dan menghadapi tantangan dan peluang yang tercipta. =~

3. Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara, pada ha-
kikatnya bersumber dari nilai-nilai budaya dan keagamaan
yang dimiliki oleh bangsa.

4. Pancasila sebagai landasan sistem sosial Indonesia. Memasuk-
kan unsur-unsur Pancasila ke dalam sistem ekonomi, politik,
dan kebudayaan Indonesia. | .

5. Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan
UUD 1945 serta sumber dari segala sumber hukum atau sum-
ber tertib hukum. |

6. Pancasila sebagai pegangan hidup yang merupakan pandang-
an hidup bangsa yang dalam pelaksanaan hidup sehari-hari
tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, norma
sopan santun dan tidak bertentangan dengan norma-norma
hukum yang berlaku.
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D. UNSUR-UNSUR IDENTITAS NASIONAL
Identitas yang melekat pada Indonesia adalah sebutan sebagaj

negara majemuk. Kemajemukan ini merupakan perpaduan ungy.

unsur yang menjadi inti identitas, di antaranya:

1. Sejarah. Sebelum menjadi sebuah negara, Indonesia yang (.
hulunya dikenal dengan Nusantara pernah memiliki dua kera.
jaan besar yaitu Majapahit dan Sriwijaya.

2. Kebudayaan. Aspek hidup yang sangat memengaruhi kualitas
hidup yang meliputi akal budi, peradaban, dan pengetahuan,

3. Suku bangsa. Indonesia mempunyai banyak suku.

4. Agama. Di Indonesia ada enam agama yang diakui, yaitu Is-
lam, Kristen Katolik, Kristen Protesfan, Hindu, Buddha, dan

Konghucu. ¢
5. Bahasa. Secara resmi bahasa Indonesia ditetapkan sebagai ba-
hasa nasional yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia,
menjadi bahasa pemersatu tiép' budaya yang beragam yang

ada di Indonesia. -

1. Suku Bangsa

Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus, yang askrip-
tif (ada sejak kelahiran), yang sama coraknya dengan golongan
umur dan jenis kelamin, Kekhususan dari suku bangsa dari sebuah
golongan sosial ditandai oleh ciri-cirinya, yaitu; diperoleh secara
askriptif atau didapat begitu saja bersama dengan kelahirannya,
muncul dalam interaksi berdasarkan atas adanya pengakuan oleh
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ciri-ciri tersebut melekat seumur hidup bersamaan dengan kebera
daannya sejak lahir (Barth, 1969; 9-38 dan Suparlan 18999) -

Di ].anonesia terdapat banyak sekali suku bangse,l atau I;elom-
pok etnis yang menggunakan tidak kurang dari 300 dialek. Karena
Indonesia dikatakan sebagai negara yang memiliki banyak suku
Eja'kngsa, maka Indonesia dianggap sebagai negara yang rawan kon-

2. Agama : i
Selain isu suku yang disebutkan di atas, ada isu lain dalam
politik Indonesia: yaitu dimensi agama yang dihubungkan dengan
kesukuan. Agama-agama yang diakui di Indonesia adalah Islam,
Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha dan Konghu-
cu. Agama Konghucu pada zaman Orde Baru tidak diakui sebagai
agama resmi di Indonesia, sedangkan kelima agama lainnya diakui
secara resmi oleh pemerintahan Orde Baru. Pada zaman pemerin-
tahan Gus Dur, istilah agama resmi dan tidak resmi dihapuskan.
Menurut Gus Dur yang mengetahui apakah suatu agama dapat di-
katakan sebuah agama atau bukan, bukanlah negara tapi adalah
penganutnya sendiri (Kompas, 18 dan 19 Maret 2000).
Kebijaksanaan integrasi nasional yang baru mulai diterapkan
oleh pemerintah Indonesia ketika hendak mengatur masyaraka-
nya yang plural. Untuk tujuan ini, integrasi nas1onf:11 dldefimsl}fan
dalam rangka menciptakan identitas nasional. Penciptaan 1defmt:ls
kebudayaan Indonesia adalah salah satu tujuan integrasi nasionat.

Salah satu jalan yang dapat mengurangi. risiko konflik atxjata:
agama adalah perlunya diciptakan tradisi saling menghormati an-
(Franz Magniz Suseno, 1995:; 174).

tara-agama-agama yang ada s :
Menghormati berarti mengakui secara positif agama dan keperca

1
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yaan orang lain, dan mampu juga belajar saling memahami sy,

sama lain.

Sikap saling menghormati dan menghargai dapat memungkir,.

kan orang dari agama-agama yang berbeda bersama-sama beriu.
ang demi pembangunan yang sesuai dengan martabat yang dite.
rima manusia dari Tuhan. Solidaritas dengan orang-orang keci|
miskin, lemah dan menderita, keadilan sosial, pembebasan dar;
penindasan, perkosaan dan perwujudan kehidupan yang lebih de-
mokratis, adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh agama-agamj
secara bersama-sama, untuk tujuan pembangunan bangsa.

Yang dipikirkan sekarang adalah bagaimana menciptakan di-
alog antar-agama. Barangkali dapat dikatakan bahwa objek dialog
antara agama bukan langsung menyentuh keyakinan agama. Se-
bab banyak orang beranggapan bahwa perbedaan keyakinan bu-
kanlah objek untuk diperdebatkan. Yang mungkin kita dialogkan
adalah bagaimana memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi
di tengah-tengah masyarakat, membongkar kesalahpahaman yang
selalu terjadi dalam hubungan agama selama ini, serta usaha un-
tuk mewujudkan kehidupan masyarakat dengan cara yang lebih
positif, lebih sesuai dengan kaidah-kaidah moral keagamaan.

3. Kebudayaan

Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk
sosial yang isinya adalah perangkat, berbagai model pengetahuan,
yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya
untuk menginterprestasi dan memahami lingkungan yang diha-
dapi dan digunakan sebagai referensi atau pedoman untuk bertin-
dak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai
dengan lingkungan yang dihadapi (Suparlan, 1986; 1). Kebuda-
yaan adalah milik masyarakat, sedangkan individu-individu yang
menjadi warga masyarakat tersebut mempunyai pengetahuan ke-
budayaan dalam ungkapan sehari-hari.

Di sini perlu dipahami perbedaan antara budaya dengan ke-
budayaan. Menurut E.K.M. Masinambow (1999) yang dimaksud
“budaya” adalah nilai-nilai dan adat kebiasaan, sedangkan kebu-
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dayaan adalah suatu kumpulan gejala termasyr .

adat kebiasaan yang memperlihatkan kesatuqflsu-k mlfu-nilai dan
katakan bahwa di Indonesia terdapat tidak l:ur;mtemnlf. Jika kita
bangsa, maka dapat kita katakan bahwa kebiida n? dari 50{) suku
oleh bangsa Indonesia ity bEl’ll‘laL‘am-macam ckyqadn Yang‘ dimiliki
bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda~b.(’-:dz: r;an; ks ett)'ap suku
yang bermacam-macam. Tenty saja kita tidak iﬁgin mel}}[]dayaan
bedaan tersebut sebagai penghambat untyk kita bersaful at per-
justru dengan adanya perbedaan itu kitq seharusnya ter;nn?‘mm?
untuk menjadi bangsa yang bersatu dan bukan ez v otivasi
cah-pecah akibat adanya pebedaan. i e

4. Bahasa

Kebijakan bahasa nasional sangat penting dalam menciptakan
kesatuan Indonesia dan identitas nasional Indonesia. Di Asia Teng-
gara, mungkin hanya Indonesia Satu-satunya negara yang meng-
gunakan bahasa minoritas yang berasal dari Palembang (Sumatra)
dan Bangka pada abad ke-7. =

Bahasa ini kemudian dipakai sebagai bahasa penghubung bagi
berbagai kelompok etnis di kepulauan tersebut dan menjadi baha-
sa untuk berkomunikasi di pasar-pasar di antara etnis Indonesia
dan orang asing. Bahasa ini diterima "qle'h' kaum Nasionalis Indo-
nesia sebelum kemerdekaan antara lain karena kesederhanaannya.
Bahasa Jawa yang digunakan kelompok etnis terbesar bahkan ti-
dak dipertimbangkan menjadi bahasa nasional, karena bahasa itu
tidak digunakan oleh orang non-Jawa. Selain itu, bahasa Jawa
dianggap sangat rumit dan setiap tingkat sosial yang berbeda me-
makai jenis bahasa yang berbeda pula. | '

Bahasa Indonesia dipopulerkan pertama kali dalam pers kaum
nasionalis ketika munculnya negara kemerdekaan Indonesia, dan
kemudian bahasa tersebut menyebar dan berkembang selam.a pen-
dudukan Jepang. Semua surat kabar terkemuka, siaran ra(illokdaz
siaran TV menggunakan bahasa Indonesia, Setelah kemerde aai
semua sekolah di Indonesia menggunakan bahasa nasional, tetapl -
bahasa etnis tetap dapat diajarkan di sekolah setempat. Seorang

ean | 33
BAB 2 + IDENTITAS NASIONAL SERTA SEJARAH PERJUAN

Dipindai dengan CamScanne



P e

kemuka mengatakan:
a ini secara universal dalam sehyap,

berarti pula ‘menasionalisasikannyay’

kat yan sangat besar |
masya::raii\’;elagnjutnya. Kebudayaan dan bahasa lokal masih ;.
:farglfan tetap kini prosesnya berlangsung dalam kerangka kebuda.

yaan nasional.” (David, 1971: 403)

ahli sejarah ter
“Dengan menggunakan bahas

popularisasi bahasa Indonesia memang dilakukan tetapi tidak-
W - menggantikan bahasa l.em.;s. Men%lrut beberaPa peng-
amat, penggunaan bahasa Indonesia jauh lebih populer di daerah
perkotaan daripada di daerah pedesaan, karena PeﬂdquUk desa
masih banyak menggunakan bahasa daerah. Dalam sebagian besar
kasus, penduduk kota (terutama di daerah non-Jawa) cenderung
menggunakan dua bahasa dengan bahasa Indonesia sebagai baha-
sa yang dominan. Namun di daerah pedesaan, tampaknya bahasa
etnis masih digunakan secara luas. Sebuah penelitian mengenai
pelajar Indonesia dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat me-
nengah menunjukkan bahwa hanya 26 persen pelajar sekolah ini
yang memakai bahasa Indonesia di-rumal:j;-.-_l?gahkan- di beberapa
daerah penggunaan bahasa etnis ker_nbéli:'mélﬁas._. il

5. Kasta dan Kelas | R Rl T el

Kasta adalah pembagian sosial atas dasar agama. Dalam aga-
ma Hindu, para penganutnya dikelompokkan ke dalam beberapa
kasta. Kasta yang tertinggi adalah kasta Brahmana (kelompok ro-
haniawan) dan kasta yang terendah adalah kasta Sudra (orang bi-
asa atau masyarakat biasa). Kasta yang rendah biasanya tidak bisa
kawin dengan kasta yang lebih tinggi dan begitu juga sebaliknya.

K.elas menurut Weber ialah suatu kelompok orang-orang da-
lam situasi yang sama, yaitu memiliki kesempatan untuk memper
lczlelf barang-harang dan untuk dapat menentukan sendiri keadaa®
deh.ldupan dan nasib pribadi, di mana kesempatan ini terganti"s
kz&g;gr;g;a :a:zrmlii;: aya yang dapat dimanfaatkan di pasar

Kekuasaan dan hak milik (properti) adalah komponen-kom"
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ponen .terpenting (L. Laeyendecker, 1991: 331). Dj sam ing kel

berbasis properti yang dibicarakan Weber di atag ju z? t grd -
kelas-kelas berdasarkan pendapatan, Mereka yang, tefma:ukagat
lam kelompok ini adalal kaum pengusaha, kaum pemegan ra-
fesi-profesi bebas dan kaum pekerja, Adapun kelas-ke?as gsopsiZi
mencakup semua situasj kelas di mana baik itu mobilitas pribadi

maupun mobilitas antargenerasi dimungkinkan di antara kelas-
kelas tersebut.

E. MEMPERTAHANKAN IDENTITAS NASIONAL

Implementasi atau penerapan identitas nasional tecermin
pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa men-
dahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan
pribadi dan kelompok atau golongan.

Berikut ini beberapa cara mempertahankan identitas nasional:
1. Mempelajari budaya asli Indonesia;

2. Mencintai produk dalam negeri; dan
3. Memupuk kesadaran untuk mengejar ketertinggalan.

F. LUNTURNYA IDENTITAS NASIONAL

Pada masa ini banyak sekali paham yang masuk ke Indonesia,
seperti liberalisme, komunisme, bahkan Marxisme yang semuanya
mengancam keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa.. .Selairf
paham-paham tersebut, pengaruh dunia yang tidak bisa dlhlnda-rl
dan menyebabkan lunturnya identitas nasiona? bangsa Indonesia
adalah proses globalisasi. Mudahnya budaya asing masuk ke Indo-
nesia akan mengikis budaya nenek moyang yang sudah melekat
dalam diri bangsa. Untuk mencegahnya hfu‘us dilakukan penya-
ringan budaya yang masuk dan harus sesual c.lengar? budaya 10;(111.
Lunturnya tata nilai dan identitas nasicmal' dlfal.ldal oleh .d;a cgi
tor, yaitu: (1) semakin menonjo]nyalsik'ap individualisme; dan (
Semaki iolnva sikap materialistis. .
mill(ll(z ?:?::::égﬁt tidalI: dapat dibendung, maka akan meng-
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hanan nasional di segala aspek kehidupan. Dalam kon-

ganggu keta - :
disi seperti ini, negara nasional akan dikuasai oleh negara transna-

sional yang lazimnya didasari oleh negara-negara dengan prinsip
kapitalisme. | _ _

Dengan adanya globalisasi, intensitas hul?un‘gan ma.sya.rakat
antara negara satu dengan negara lainnya menjadi s.emakm tinggi,
Dengan demikian, munculnya kejahatan yang bersifat transnasio-
nal semakin sering terjadi. Masalah tersebut sangat berpengaruh
terhadap nilai-nilai budaya bangsa yang selama ini dijunjung ting-
gi. Selain globalisasi, dampak yang membahayakan juga adalah
semakin banyak budaya kita yang diklaim oleh negara lain seperti
alat musik gamelan dari Jawa dan batik. Jika hal ini terus-menerus
terjadi, negara akan mengalami krisis identitas nasional dan hi-
langnya rasa cinta Tanah Air. Dan tinggal menunggu waktu “pen-
jajahan” datang kembali akan menguasai negara kita. _

6. SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

Perjuangan merupakan suatu usaha’ untuk meraih sesuatu
yang diharapkan demi kemuliaan dan kebaikan. Pada masa pen-
jajahan, perjuangan adalah segala usaha yang dilakukan dengan
pengorbm, peperangan, dan diplomasi untuk memperoleh atau
mencapai kemerdekaan. Sementara ity pada awal kemerdekaan,
Perjuangan dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Per-
juangan memiliki arti luas, sehingga apa yang dilaksanakan oleh

36 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

PRI 4
Dipindai dengan CamScanne



pahlawan-pahlawan di Nusantara merupakan peristiwa dalam
perjuangan nasional Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara RI sebelum disahkan pada 8
Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah ada pada bangsa In-
donesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia men-
dirikan negara, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan
serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut telah ada dan melekat
serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandang-
an hidup, sehingga materi nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain
adalah dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga dapat dikatakan
bahwa bangsa Indonesia sendirilah yang merupakan kausa mate-
rialis dari Pancasila.

Sejarah perjuangan dan berdirinya bangsa Indonesia dalam
mencapai kemerdekaannya berjalan sejak beberapa abad yang
lalu, dengan berbagai cara dan bertahap. Sejarah perjuangan
bangsa Indonesia mempunyai hubungan dengan sejarah lahirnya
Pancasila. Karena sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak ber-
abad-abad yang lalu itu panjang sekali, maka perlulah ditetapkan
tonggak-tonggak sejarah tersebut, yakni peristiwa-peristiwa yang
menonjol, terutama dalam .hubungannya dengan Pancasila.

H. CONTOH PENYIMPANGAN IDENTITAS NASIONAL
SERTA SEJARAH PERJUANGAN DAN PERGERAKAN
BANGSA MENUJU KEHIDUPAN BERNEGARA

1. Budaya Asli Nasional Semakin Tenggelam

Budaya dan adat yang menjadi ciri khas nasional kita semakin
ditinggalkan. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini kebuda-
yaan Barat yang masuk ke Indonesia semakin berkembang pesa.t.
Hal inj dapat kita lihat dari semakin banyaknya rakyat Indonesia
yang bergaya hidup kebarat-baratan seperti mabuk-mabukan. dan
clubbing seperti sudah biasa di Indonesia. Meskipun gaya hlflup
tersebut tidak semuanya dinilai jelek, tetapi dengan menerima
dan mengaplikasikan gaya hidup barat tersebut lambat laun akan
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menggeser kebudayaan asli yang ada di negara kita, Situas; b, d
ya Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Pasalnya, Semak-&
In

banyak kebudayaan Indonesia yang diklaim oleh negara tetang
kita sendiri seperti tari reog Ponorogo dan tari pendet Yang cslgia
klaim oleh Malaysia. _

Hak paten atas kebudayaan dalam hal ini sangat berpera,
penting. Pemerintah baru menyadari akan perlunya hak patep, ter.
sebut setelah adaaya klaim Malaysia terhadap kebudayaap Indo.

nesia.

2. Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat tentang

Pancasila

Di era globalisasi seperti ini, pengaruh globalisasi sangat ber-
pengaruh pada pemahaman seseorang terhadap Pancasila. Mereka
lebih suka menonton televisi atau beiﬁ;ain gawai dibanding de-
ngan belajar tentang Pancasila dan kebudayaan Indonesia. Lagi-
lagi hal yang menjadikan identitas nasional semakin tidak dikenal
adalah globalisasi. Sebenarnya globalisasi itu tidak bisa kita hin-
dari, tetapi kita harus pandai memilah mana yang baik dan mana
yang buruk. Jangan sampai semua yang baru menjadikan kita lupa
akan identitas nasional kita sendiri. Contohnya tawuran pelajar
menjadi bukti bahwa rendahnya pemahaman nilai terhadap Pan-
casila. Pendidikan tentang kebangsaan untuk memberikan pema-
haman yang kuat mengenai identitas nasional sangatlah penting.
Rasa nasionalisme sebisanya ditanamkan dalam diri tiap masyara-
kat sedini mungkin. o '

Nilai-nilai luhur dan budaya nasional diperkenalkan dengan
baik dan meluas ke seluruh lapisan masyarakat agar mereka sema-
kin menjunjung tinggi dan bangga akan identitas nasional. Men
bangun kebudayaan nasional Indonesia merupakan aset yang Pe“f
ting sebagai identitas nasional, Negara Indonesia yang terdiri dart
banyak pulau dengan banyak suku bangsa tentunya juga mempt’
nyai ragam budaya dan kesenian daerah, Kebudayaan—kebuda_)’ ﬂf“;
daerah tersebut merupakan pembentuk identitas budaya nasiond

kita, sehingga harus dijaga dan dikembangkan.
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3. Lunturnya Nasionalisme Bangsa

Seiring perkembangan zaman r

] 1| I -

agai hal penting bagi negar: i

8 o D et ndonei, oy
memaknai arti upacara tersebut, U o yat yang tidak
untuk mfenghormati dan menghargai para pahlawan yan
telah berjuang keras untuk mengambi kemerdekaan dari tj
ngan penjajah. Para pemuda seakan sibuk dengan pikirannya
sendiri tanpa mengikuti upacara dengan Khidmat.

b. Pada peringatan hari-hari besar nasional seperti Sumpah Pe-
muda hanya dimaknai dengan seremonial dan hiburan saja
tanpa menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme da-
lam benak mereka. 0 ;

c. Lebih tertariknya masyarakat terhadap produk impor diban-
dingkan dengan produk buatan dalam negeri, lebih banyak
mencampurkan bahasa asing dengan bahasa Indonesia untuk
meningkatkan gengsi dan lain-lain. |

d. Kurangnya kesadaran masyarakat walau sekadar untuk me-
masang bendera di depan rumah, kantor atau pertokoan. Dan
bagi yang tidak mengibarkannya mereka punya berbagai ma-
cam alasan entah benderanya sudah robek atau tidak punya
tiang bendera, malas, cuaca buruk, dan sebagainya.

pacara merupakan wadah

4. Rendahnya Rasa Penghargaan Masyarakat Terhadap
- Perjuangan Para Pahlawan |
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa
para pahlawannya. Dengan menghargai jasa para pahlawan akan
memberikan semangat untuk terus melanjutkan Pembangt'man-
Nilai-nilai luhur dari pahlawan inilah yang harus kita hayafl f:("m
selanjutnya mengambil semangat juang mereka dalam mengisi K€
merdekaan dan melanjutkan pembangunan. .
Kewajiban kita adalah menjaga keutuhan NKRI ierif;t:l "‘SI:;‘
yang telah diperjuangkan pahlawan yang telah rela be[: Oi ‘en:lim-
tiap orang harus berjuang untuk menjadi pahlawan. Bagl P
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pin, perjuangannya adalah bagaim@a berupaya‘l membfmgun dap
menyejahterakan masyarakat. Kita juga harus !"33 menJadl.Warga
negara yang baik dan meningkatkan prestasi dalam kehidupay,
masing-masing, sebab pahlawan bagi bangsa dan negara saat ini
tidak lagi harus bertempur di medan perang. Namun banyak juga
mereka yang layak disebut pahlawan karena telah mengharumka,
nama bangsa, mulai dari atlet, budayawan dan lainnya. Ada bebe.
rapa alasan mengapa kita harus menghargai jasa pahlawan:
a. Mereka telah bertaruh nyawa untuk kemerdekaan Indonesia
b. Memerdekakan rakyat dari penjajah; sebelum merdeka rakyat
Indonesia telah sengsara karena ulah para penjajah. Mereka
dijadikan budak, harus membayar upeti berupa beras dan ke-
butuhan pokok lainnya. Dengan gagah berani para pahlawan
melawan penjajah supaya rakyat bisa hidup _damai,.-_ tenteram
dan dapat menikmati hasil alam Indonesia. =

5. Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Semakin Hari
Semakin Memprihatinkan, Baik dari Aspek Sosial,
Politik, Ekonomi Maupun Budaya
Dari segi ekonomi yang semakin kapitalistik, kita melihat se-

makin lebar kesenjangan antara si kaya dan miskin, antara rakyat
dan pejabat, antara penguasa dan yang dikuasai. Dari Segi politik
misalnya, situasinya sudah sangat liberal. Dari segi sosial 'budaya,
masyarakat semakin tidak berdaya menghadapi gempuran politik
liberal dan ekonomi kapitalistik yang berakibat kekuatan sosial
budaya tercabut dari akar-akar historisnya. Pemimpin-pemimpin
organisasi keagamaan saat ini tidak mampu menjaga nilai-nilai
dan segi sosial budaya dalam menjaga moralitas, keteladanan, ke-
jujuran, maupun kebersamaan dan sebagainya. Justru yang kita
amati saat ini pemimpin keagamaan menjadi agen-agen kekuasa-
an dan politik. Karena itu, untuk mengembalikan jati diri kita per-
lu waktu yang tidak singkat,
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I. INTEGRASI NASIONAL

' Integrasi nasional harus diterapkan dengan baik di Indone-
sia untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan
bernegara. Selain itu juga, menjaga nilai persatuan juga kesatuan
bangsa melalui empat pilar, yaitu Pancasila, NKRI, Bhinneka Tung-
gal Tka, dan UUD 1945, .. . et o

1. Pengertian Integrasi Nasional =~ w

Secara etimologi, integrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu in-
tegrate yang artinya memberi tempat bagi unsur tertentu demi me-
wujudkan suatu keseluruhan. Sementara itu, kata nasional berasal
dari bahasa Inggris, yaitu nation yang artinya bangsa. Jadi istilah
“nasional” ini mengandung beberapa pengertian, yaitu kebangsa-
an dan bersifat bangsa sendiri. Secara umum, integrasi nasional
secara politis adalah penyatuan berbagai kelompok sosial dan
budaya dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu
identitas nasional. - | U

2. Alasan Perlunya Integrasi Nasional

Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatu-
kan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia, di mana salah satu
contohnya, yaitu antara pemerintah dan wilayahr}ya. Integrasi itu
sendiri dapat dikatakan sebagai langkah yang baik untuk menya-
tukan sesuatu yang semula terpisah menjadi suatu kesa{;uan .yang
baik bagi bangsa Indonesia; misalnya, menyatukan berbagai ma-
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cam suku dan budaya yang ada serta mengharmoniskan berbaga;
agama di Indonesia. o

3. Sumber Historis, Sosiologi, Politik dari Integrasi
Nasional

a. Sumber historis seperti proklamasi. Seperti yang dipertegas
dalam pembukaan UUD.

b. Sumber sosiologi seperti proklamasi yang mengubah bangs,
yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka dan bebas,

c. Politik integritas dan aspek kerja sama antara beberapa nega-

ra.

4. Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Integritas

Nasional R

Sejak tercapainya kemerdekaan 17 Agustus 1945, peringatan
kebangkitan nasional yang didasarkan pada peristiwa Sumpah Pe-
muda 1928 memiliki makna simbolis. Ia merupakan simbol penting
dari perjalanan bangsa menuju kehidupan yang lebih berharkat
dan bermartabat. Simbolisme ini jelas diperlukan dalam kehidup-
an berbangsa dan bernegara dalam usaha mewujudkan kehidupan
yang lebih baik pada hari ini dan di masa depan. Perjalanan nega-
ra bangsa ini, jelas masih jauh dari kata selesai bahkan, boleh jadi
tidak akan pernah selesai. Negara/bangsa Indonesia tampaknya
masih harus kembali dengan hal-hal yang dasar dalam kehidupan
kebangsaan. Dalam konteks ini, salah satu tantangan berat bangS§
di hari kini dan masa depan adalah memperkuat kembali integrasl
yang mulai bangkit sejak kebangkitan nasional yang menemukan
bentuknya pada peristiwa Sumpah Pemuda dan mengalami Krista-
lisasi dengan tercapainya kemerdekaan.
Adapun tantangan dalam membangun integrasi,
Integrasi vertikal (antara elite dan kelompok bia
hambat karena banyak kelompok yang tidak sepaham. . 3
b. Integrasi horizontal yang terjadi di kalangan masyaral;zlt iiu-

diri juga bisa melemah akibat adanya kesenjangan S0S 1; Jat
isu primordial, dan kurangnya pendidikan bagi masy:

antara lain:
sa) dapat ter-
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itu sendiri sehingga mudah diady d i
¢ ombe
berita hoaks). a oleh isu palsu (atau

5. Esensi dan Urgensi Integrasi Nasional

Apa pun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan sesuaty
yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan
negara sehingga perlu senantiasa diupayakan, Kegagalan dalam
mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk mem-
bangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsung-
an hidup berbangsa dan negara yang bersangkutan.

Faktor Pendorong Integrasi Nasional
Rasa senasib seperjuangan,

Pemaknaan ideologi nasional.

Keinginan bersatu.

Antisipasi ancaman luar.

O TP

Faktor Penghambat Integrasi Nasional
Kurangnya penghargaan terhadap kelmaj'emukan.
Kuatnya paham etnosentrisme. A |
Ketimpangan pembangunan.

I S SN
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KONSEP BANGSA, NEGARA, warga
NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN

A. KONSEP BANGSA

Bangsa adalah sekumpulan manusia yang bersatu pada saty
wilayah dan mempunyai keterikatan dengan wilayah tersebut. Ke-
inginan membentuk nation bersama muncul karena adanya persa-
maan nasib dan sejarah sehingga menimbulkan persatuan dalam
suatu komunitas masyarakat membentuk kesadaran berbangsa.

Kesamaan itu meliputi aspek budaya, bahasa, agama, dan tra-
disi. Inilah proses yang mendasari terbentuknya sebuah kesadaran
bersatu, bergabung dan berbangsa di mana pun di seluruh dunia.
Tidak ada rumusan ilmiah yang bisa dirancang untuk mendefini-
sikan istilah bangsa secara objektif, tetapi fenomena kebangsaan
tetap aktual hingga saat ini.

Dalam kamus ilmu politik dijumpai istilah bangsa, yaitu “na-
tie” dan “nation”, artinya masyarakat yang bentuknya diwujudkan
oleh sejarah yang memiliki unsur sebagai berikut:

Satu kesatuan bahasa;

Satu kesatuan daerah;

Satu kesatuan ekonomi;

Satu Kesatuan hubungan ekonomi; bud
Satu kesatuan jiwa yang terlukis dalam kesatuan bt
| komunitas etnik yang
liki wilayah terten-

FI R e -

aya.

Menurut para ahli, bangsa adalah suatu X0
Memiliki ciri-ciri berupa; memiliki nama, mem!
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tu, memiliki mitos leluhur bangsa, kenangan bersamg, sat

beberapa budaya yang sama, dan solidaritas tertenty, Berill,: at

pendapat pakar kenegaraan mengenai bangsa; !

1. Menurut Hans Kohn (Jerman), bangsa adalah buah hasj]
atau daya hidup manusia. Pada umumnya, bangsa M
faktor-faktor objektif tertentu yang mem‘bedakannya i
bangsa lain, di antaranya persamaan keturunan, wij,
hasa, adat-istiadat, kesamaan politik, perasaan, dap k
(agama).

2. Menurut F. Ratzel (Jerman), bangsa terbentuk karena adan,
hasrat tertentu atau adanya keinginan yang sama. Hagrat t;:
sebut timbul karena adanya rasa kesatuan antara sesama ma:
nusia dan tempat tinggal. .

3. Menurut Otto Bauer (Jerman), bangsa adalah kelompok m,.
nusia yang mempunyai persamaan karakter. Karakter tersebyt
tumbuh karena adanya pc:rsamaan senasib sepenanggungan,

i
tiny

dEngan
yahj ba_
eyakinan

Faktor objektif terpenting terbentuknya suatu bangsa adalah
adanya kehendak atau k'em;:_utan be_fsaina atau “nasionalisme”,

Freidrich Hertz dalam bukunya Natibnality in History and Politic

mengemukakan bahwa ada empat unsur yang berpengaruh dalam

terbentuknya suatu bangsa, yaitu: . .

1. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas
kesatuan sosial, politik, ,ekononii, 'agama, kebudayaan, komu-
nikasi, dan solidaritas. |

2. Keinginan untuk mencapai kefnerdekaan dan kebebasan na-
sional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur ta-
ngan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya.

3. Keinginan akan kemandirian, keunggulan, individualitas, dan
keaslian atau kekhasan. Contohnya menjunjung tinggi bahasa
nasional yang mandiri atau keinginan untuk menonjol (0§
gul) di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormata

pengaruh, dan prestise.

| .
 Identitas nasional berkaitan dengan konsep bangsa. Pen.gsee'
tian bangsa (nation) dalam konsep modern, tidak terlepas darl
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orang cendekiawan Perancis, Ernest Renan (1823-1892), seoran
filsuf, f?jafﬂwall"dﬂn pm.nuka agama dalam esainya ya;lg telrkeg-
nal Qu .e.ct-cc quune nation? yang disampaikan dalam kuliah di
U'nivermtas Sorbonne pada tahun 1882. Dalam esainya tersebut
dia n?(?n:varakan bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang
memiliki kehendak bersatu sehingga merasa dirinya adalah satu.
Menurut Renan, faktor utama yang menimbulkan suatu bangsa
adalah kehendak bersama dari masing-masing warga untuk mem-
bentuk suatu bangsa (Soeprapto, 1994: 115),

Dalam pandangan Tilaar (2007: 29), bangsa adalah suatu
prinsip spiritual sebagai hasil dari banyak hal yang terjadi dalam
sejarah manusia. Bangsa adalah keluarga spiritual dan tidak di-
tentukan oleh bentuk bumi misalnya. Apa yang disebut prinsip
spiritual atau jiwa dari bangsa? Terdapat dua hal dalam prinsip
spiritual tersebut: (1) terletak pada masa lalu; dan (2) terletak
pada masa kini.

Pada masa lalu suatu komunitas mempunyai sejarah atau me-
mori yang sama. Pada masa kini, komunitas tersebut mempunyai
keinginan untuk hidup bersama atau suatu keinginan untuk mem-
pertahankan nilai-nilai yang telah diperoleh oleh seorang dari
upaya-upaya pengorbanan-pengorbanan dan pengabdian di masa
lalu. Masa lalu merupakan modal sosial (social capital) di mana di
atasnya dibangun cita-cita nasional. Jadi, suatu bangsa mempu-
nyai pengalaman kejayaan di masa lalu dan mempunyai keinginan
yang sama di masa kini. Berdasarkan spirit tersebut itulah, manu-
sia bersepakat untuk berbuat sesuatu yang besar. Rasa kejayaan
atau penderitaan masa lalu adalah lebih penting dari perbedaan
ras dan budaya. Dengan demikian, suatu bangsa adalah suatu ma-
syarakat solidaritas dalam skala besar. Solidaritas tersebut dise-
babkan oleh pengorbanan yang telah diberikan pada masa lalu

dan bersedia berkorban untuk masa depan (Tilaar, 2007: 29).
Dari definisi tersebut, tampak bahwa bangsa adalah sekelom-

Pok manusia yang: i
L. Memiliki cita-cita bersama yang mengikat mereka menjadi

satu kesatuan.
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o Memiliki sejarah hidup bersama, sehingga tercipta r
sib sepenanggungan.

3. Memiliki adat, budaya, kebiasaan yang sama sebagy; aki
pengalaman hidup bersama. at

4. Memiliki karakter, perangal yang sama yang menjadj pribag
dan jati dirinya.

5. Menempati suatu wilayah tertentu yang merupakan Kesatuz,
wilayah. _

6. Terorganisasi dalam suatu pemerintahan yang berdaulat, g
hingga mereka terikat dalam suatu masyarakat hukum.

Identitas Bangsa Indonesia

Apa yang diterangkan di atas barulah hal-hal yang berkait.
an dengan kebudayaan yang dilatari oleh perjalanan sejarah yang
panjang. Dilihat dari segi agama, keyakinan, budaya, dan suku
bangsa, Indonesia adalah satu contoh negara yang paling bera-
gam. Bahkan Geertz (1996) sebagaimana dikemukakan F. Budi
Hardiman (2005: viii) dalam pengéntarny&_untuk buku Kewarge-
negaraan Multikultural karya Will Kymlicka, menyatakan:

“Indonesia ini sedemikian kompleksnya sehingga rumit untuk me-
nentukan anatominya secara persis.'Negara ini bukan saja multi
etnis (Dayak, Kutai, Makasar, Bugis, Jawa, Sunda, Batak, Aceh, Flo-
res, Bali, dan seterusnya), tetapi juga menjadi medan pertarungan
pengaruh multi mental dan ideologi (India, Cina, Belanda, Portugis
Hinduisme, Buddhisme, Konfusianisme, Islam, Kristen, Kapitalisme,
dan seterusnya). ‘Indonesia’ demikian tulisnya, adalah sejumlah
bangsa dengan ukuran, makna dan karakter yang berl:»eda-th‘-"?a
yang melalui sebuah narasi agung yang bersifat historis, ideologls:
religius atau semacam itu disambung-sambung menjadi sebuah
struktur ekonomis dan politis bersama.”

Memperkuat pernyataan Geertz di atas, Kusumohamidjol
(2000: 16) melukiskan kebinekaan Indonesia—yang kenyataanny?
sudah diketahui dan ditandai ketika para penjelajah mancan€g™”
mulai mendarat di pantai-pantai kepulauan Nusantara—ke dala™
dua dimensi, yakni geografis dan etnografis.
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» Merupakan hasil pengamatan dari

yang kemudian dikuyk hk
sebagai i uhkan dalam ge-
ografi ga1 garis Wallace yang membentang dari Laut Sulu di

e mt;alalul Selat Makassar hingga ke Selat Lombok di selatan
deg Enrs VShet ying membentang dari pantai barat pul :
mahera di Utara melalui Laut Seram hi iy ?-Ial-
latan, Garis Wallace dan Wi 1ngga ke Laut Timor di se-
kan Dangkalan Suntla of sehelsh Bargs o S Mettbeds.

) ah Barat (yang meliputi pulau-pulau
SN, Kallman'tan,‘JaWa, dan Bali) dari Dangkalan Indonesia
Tengah (yang meliputi pulau-pulau Sulawesi dan sebagian pulau-
pulau Nus',a Tenggara sebelah Barat), dan dari Dangkalan Sahul di
sebelah Timur (yang meliputi kepulauan Halmahera, Aru, dan Pa-
pua). Keberadaan itu merupakan akibat dari proses perkembangan
fisiko-geografis yang ditinggalkan oleh akhir zaman es. Kebedaan
geografis itu menentukan perbedaan dunia flora dan fauna dari
masing-masing kelompok kepulauan itu. '

Dimensi kedua adalah dimensi yang' 'eltilografis, yang meru-
pakan perpaduan konsekuensi dari dimensi fisiko-geografis dan
proses migrasi bangsa-bangsa purba. Dalam kerangka dimensi et-
nografis itu kita dapat melihat perbedaan etnis pada penduduk
yang mendiami berbagai pulau-pulau Nusantara. Dari hasil pene-
litian yang dilakukan antropolog Junus Melalatoa (1995), yang
kemudian hasil penelitian ini diterbitkan sebagai Ensiklopedi Suku
Bangsa di Indonesia (Depdikbud, 1995), diketahui ada tidak kurang
dari 500 suku bangsa yang mendiami wilayah negara yang kita
sepakati bersama-sama bernama Indonesia ini, mereka n}endimni
sekitar 17.000 pulau besar dan kecil, berpenghuni atau tidak ber-

penghuni. '
Uraian di atas sebenarnya menunjukkan bahwa betapa sulit-
nya merumuskan apakah bangsa Indonesia itu ‘sebenarnya. Tentu
saja akan banyak pengertian yang muncul. Presiden Soekar.no, me-
nyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah sel}lnlh manusmbyra;g-
menurut wilayahnya telah ditentukan untuk tinggal secara ﬁm:
ma di wilayah Nusantara dari ujung Barat (Sabang) sampal wjung

Timur (Merauke) yang memiliki “Le desir d’etre ensemble” (kehen-
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d
(;;‘r:ae;f::l;;fiidapat Ernest Renan) dan “Characte
Winars ‘ €r, menurut Otto Bauer) yang te]
0, 2007: 42),
(wm};i-kn?jgg;?; é)e_nting l’)agi-‘ pembentukan bangs, Indone,
) : 42) sebagai berikut: - Esia
& Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersam. .
wah penjajahan bangsa asing lebih kurang 350 tah(una Ui by
b. Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepasi< i
dari belenggu penjajahan. i
C. Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusaps
yang membentang dari Sabang sampai Merauke, "
d. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan

keadilan sebagai suatu bangsa.

a e Lo

Keanggotaan seseorang sebagai bangsa Indonesia bukan ber.
arti ia melepaskan keanggotaan dari suatu kesatuan sosial lain.
nya seperti keanggotaannya sebagai suku Jawa, atau sebagai umat
penganut dari suatu agama. Menl_uru_t. Til_a:ar.(2007: 32), seseorang
termasuk bangsa Indonesia adalah seseorang yang memiliki perila-
ku tertentu yang merupakan perilaku Indonesia, perasaan-perasa-
an tertentu yang merupakan jati diri (identitas) bangsa Indonesia.

B. KONSEP NEGARA _

Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permu-
kaan bumi yang di dalamnya terdapét suatu pémerintahan yang
mengatur ekonomi, politik, sosial, bljdaya, pertahanan keamanan,
dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat un-
sur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdau-
Jat serta pengakuan dari negara lain, Seperti itulah gambaran atau

pengertian negara secara umum.
Tujuan sebuah negara dapat bermacam-macam, antara lain:

1. Bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata.

2. Bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum.
3. Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum.
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Dalam konteks negara Indonesia, tujuan negara (sesuai de-
ngan Pembukaan UUD 1945) adalah untuk memajukan kesejahte-
raan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksana-
kan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial. Selain itu, dalam penjelasan UUD 1945
ditetapkan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum
(rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat).

1. Pengertian dan Asal Mula Terjadinya Negara

a. Pengertian Negara

Secara etimologis “negara” berasal dari bahasa asing, yaitu
staat (Belanda) atau state (Inggris) dan etat (bahasa Perancis). Kata
staat, state dan etat itu diambil dari kata bahasa Latin status atau
statun, yang berarti keadaan yang tegak dari kata tetap atau se-
suatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Adapun kata
negara dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, ya-
itu nagari atau negara yang berarti wilayah, kota, atau penguasa.

Secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi ter-
tinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-
cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai
pemerintahan yang berdaulat. Dapat dipahami secara sederhana
bahwa yang dimaksud dengan negara adalah sd_atu daerah terito-
rial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat
yang berhak menuntut dari warga negaranya untuk taat pada per-
aturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) mono-
polistis dari kekuasaan yang sah. '

Pengertian negara ditinjau dari segi:
1. Organisasi kekuasaan:

a. Teori teokrasi
* Teori teokrasi terbagi dua, yaitu teori teokrasi langsung

dan tidak langsung. Teori teokrasi langsung adalah teo-
ri yang menyatakan bahwa yang berkuasa di suatu ne-
gara adalah langsung Tuhan dan negara terbentuk atas
kehendak Tuhan. Teori teokrasi tidak langsung mengata-
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kan bahwa yang memerintah di suatu negara secar ;
langsung adalah raja atas nama Tuhan. Raja Memer;j
atas kehendak Tuhan sebagai karunia,

b. Teori kekuasaan
Kekuasaan itu ada setelah terbentuknya suatuy negara (.

ngan tujuan untuk mempertahankan dan MEWUjudky),
cita-cita suatu negara.

c. Teori yuridis
Teori yuridis dapat dikaitkan dengan teori patriarkal, te,,
ri patrimonial, dan teori perjanjian. Teori patriarkal, yaity
didasarkan pada hukum keluarga. Teori patri monial, y,.
itu raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya, ma,
semua penduduk di daerahnya harus tunduk kepadanya,
Adapun teori perjanjian merupakan dasar hukum bagi ke.
kuasaan negara. Teori perjanjian tersebut dikemukakan
oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau.
Menurut Thomas Hobbes, manusia selalu hidup dalam ke-
takutan, yaitu takut akan diserang oleh manusia lain yang
lebih kuat keadaan jasmaninya. Oleh karena itu, perlu
adanya perjanjian. Menurut John Locke, perlu diadakan
perjanjian antara raja dengan rakyat dan atas dasar per-
janjian tersebut raja berkuasa untuk melindungi hak-hak
rakyat. Adapun menurut J.J. Rousseau, kedaulatan rakyat
ini tidak pernah diserahkan kepada raja, bahkan kalau
ada raja yang memerintah, maka raja itu harus bertindak
sebagai mandataris dari rakyat.

Organisasi politik.

Secara sederhana, politik dapat diartikan suatu cara untuK

mencapai tujuan. Dengan kata lain, politik adalah aneka ra-

gam kegiatan masyarakat dalam suatu sistem kenegaraan

yang menyangkut tujuan-tujuan dari sistem tersebut.

Organisasi kesusilaan,

Menurut Hegel negara adalah suatu organisasi kesusilaan yans
timbul sebagai sintesis dari kemerdekaan universal dan ke-
merdekaan individu. Negara adalah suatu organisasi di mana

dak
Nta
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setiap individu menjelmakan dirinya. Oleh karena merupakan
penjelmaan keseluruhan individu, maka negara rn<-wn;.itil<ri ke-
kuasaan tertinggi. Kekuasaan yang dimiliki oleh ne}nm tichi{
dimiliki oleh organisasi-organisasi lain. | (

Adapun pengertian negara menurut pendapat para ahli, seba.
_ , sel

gai berikut:

L.

[

W

Roger F. Soltaw: Negara adalah alat atau wewenang yang

mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama

masyarakat.

Prof. R. Djokosoetono: Negara adalah suatu organisasi ma-

nusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu

pemerintahan yang sama.

John Locke: Negara merupakan sebuah badan atau organisasi

hasil dari perjanjian yang diputuskan masyarakat.

Max Weber: Negara merupakan suatu masyarakat yang mem-

punyai sebuah monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik

yang berlaku dalam wilayah tertentu.

Roger F. Soleau: Negara merupakan sebuat sarana, atau da-
pat disebut juga wewenang, yang mengendalikan dan meng-
atur masalah-masalah yang bersifat umum dalam kehidupan
masyarakat.

Prof. Mr. Soenarko: Negara merupakan sebuah organisasi
masyarakat yang memiliki wilayah tertentu di mana kekuasa-
an negara tersebut berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedau-
latan.

Prof. Miriam Budjiardjo: Negara adalah sebuah organisasi
dalam sebuah wilayah tertentuk yang dapat memaksakan ke-
kuasaan secara sah kepada seluruh golongan kekuasaan yang
lain yang dapat menerapkan tujuan dari kehidupan masyara-
kat bersama. Dapat disimpulkan negara adalah sekelompok
manusia yang tinggal dalam sebuah wilayah tertentu serta
diorganisasikan oleh pemerintah negara yang berlaku dan

umumnya mempunyai kedaulatan.
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b. Asal Mula Terjadinya Negara
Berikut beberapa pendapat mengenal asal mula terja ding, :
¢ Q\

1) Teori ketuhanan
Teori ini berpendapat bahwa timbulnya suatu negar terses,
Sehy

atas dasar kehendak Tuhan. Pelopor teori ini adalah Agust
nus, Julius Stahll, dan Thomas Aquinas. o
9. Teori perjanjian masyarakat
Teori ini berpendapat bahwa negara muncul karena adany,
perjanjian masyarakat di mana seluruh warga mengikat dirj
dalam perjanjian bersama guna mendirikan organisasi yang
bisa melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama,
3) Teori kekuasaan
Negara terbentuk atas dasar kekuasaan, dan kekuasaan adaah
ciptaan mereka yang paling kuat dan berkuasa.
4) Teori kedaulatan i |
Kedaulatan mempunyai empat sifat, yaitu:
a) Permanen, bahwa kedaulatan tetap ada selama negara te-
tap berdiri. S
b) Asli, bahwa kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain
yang lebih tinggi. TRl
c) Bulat, bahwa kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi, kedau-
latan merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi
dalam negara. R S
d) Tidak terbatas, bahwa kedaulatan itu tidak dibatasi oleh
siapa pun. R e
5) Teori hukum alam o
Hukum alam bukan buatan negara, melainkan kekuasaan

alam yang berlaku setiap waktu dan tempat, serta bersifat
universal dan tidak berubah,

2. Unsur-unsur Pembentukan Negara

Ada beberapa syarat minimal yang harus dipenuhi agar SU&
tu wilayah dapat disebut sebagai negara, Syarat tersebut berlaku
- umum dan merupakan unsur penting, Syarat-syarat tersebut digo
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longkan menijadi ; '
g enjadi dua, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif,

;Jsxzugal:l;s;tuuf merul?akan unsur pembentuk negara yang ber-

am ?ebagal Syarat pembentuk ketatanegaraan suatu
nf:gara yang terdiri dari: (a) rakyat; (b) wilayah (udara, darat dan
air); dan (c) pemerintahan yang berdaulat. Adapun uns;r deklara-
tif adalah pengakuan dari negara lain.

a. Rakyat

Rakyat merupakan unsur terpenting dalam negara, karena
rakyatlah yang pertama kali berkehendak membentuk negara.
Rakyatlah yang mulai merencanakan, merintis, mengendalikan,
dan menyelenggarakan pemerintahan negara rakyat suatu negara
adalah semua orang yang secara nyata berada dalam wilayah su-
atu negara yang tunduk dan patuh pada peraturan dalam negara
tersebut. Rakyat suatu negara dibedakan menjadi:

1) Penduduk, yaitu orang-orang yang berdomisili secara tetap
dalam wilayah suatu negara untuk jangka waktu yang lama.
Penduduk suatu negara dapat dibedakan_ lagi menjadi warga
negara dan bukan warga negara.

2) Bukan penduduk, yaitu mereka yang ada dalam suatu nega-
ra tidak secara menetap atau tinggal di suatu wilayah negara
hanya untuk sementara waktu. Status Iké'warganegaraan yang
dimiliki, yaitu warga negara as_ing. |

b. Wilayah _ e

Wilayah merupakan unsur mutlak suatu negara. J'ika warga
negara merupakan dasar personal suatu negara, maka wilayah me-
rupakan landasan materiel atau landasan fisik negara. Suatu bang:
sa nomaden (selalu berpindah-pindah) tidak mungkin mempunyal

mereka memiliki warga negara dan penguasa

un '
negara, walaup pakan tempat berlindung bagi

sendiri. Wilayah atau daerah meru g
rakyat sekaligus tempat bagi pemerintahan untuk mengorganisa

si atau menyelenggarakan pemerintahan wilayah negara secar.a
umum dapat dibedakan atas wilayah daratan, wilayah lautan, wi-

layah udara, dan wilayah ckstrateritori al.
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1) Dataran (wilayah darat)
Wilayah dataran adalah wilayah permukaan bumi dengan b,.
tas-batas tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Batag
wilayah tersebut ditentukan oleh perjanjian dalam negara te.
tangga. Perjanjian internasional yang dibuat antara dua nega-
ra disebut perjanjian bilateral (bi=dua) dan perjanjian yang
dibuat antara banyak negara disebut perjanjian multilatera]

(multi=banyak). Perbatasan antara dua negara dapat berupa:

a) Perbatasan alam, seperti sungal danau, pegunungan atay
lembabh; | :

b) Perbatasan buatan, sepertl pagar tembok, pagar kawat, ti-
ang tembok;

¢) Perbatasan menurut ilmu pasti, yakni dengan mengguna-
kan ukuran garis lintang atau bujur pada peta bumi.

2) Perairan (wilayah laut/perairan) |

Wilayah laut suatu negara ialah semua perairan, lautan, da-

nau, dan sungai yang berada dalam batas-batas negara itu

(laut teritorial). Adapun batas dari perairan teritorial itu pada

umumnya 3 mil laut (5,555 km) yang dlhltung darl pantai

ketika air surut. '
3) Udara (wilayah udara) i

Wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah

darat dan laut. Kekuasaan atas wilayah udara suatu negara

diatur dalam Perjanjian Paris tahun 1919 dengan ketentuan
sebagai berikut:

a) Negara yang merdeka dan berdaulat berhak untuk meng-
adakan eksplorasi dan eksploitasi dalam wilayah udara-
nya, misalnya unmk',kepentingén radio, telekomunikasi, |
penerbangan, satelit, dan lain-lain. |

b) Suatu negara mempunyai kedaulatan penuh atas ruang

‘udara di atas wilayah daratan dan lautan teritorial sampai
dengan ketinggian tidak terbatas,

c. Pemerintahan yang Berdaulat
Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas me-
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mimpin organisasi negara unty

. 1k mencapai
suatu pemerintahan yang ber bai tujuan negara. Adanya

segenap rakyatnya mos kuasa atas seluruh wilayahnya dan
MEerupakan syarat mutlak keberadaan negara

erinta C ai ¥ i i
Pem ; han l:un atau negara lain tidak berkuasa di wilayah dan
rakyat negara itu, Pemerintahan dapat dibedakan menjadi dua
]

e » merupakan gabungan dari se-

mua ©mbaga atau badan kenegaraan yang meliputi badan le-
gislatif, eksekutif, dan yudikatif,

2) Pen?enntahan dalam arti sempit, suatu badan yang mempu-
nyai weufe.nang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif)
yang terdiri atas presiden, wakil presiden, dan kabinetnya.

Adapun kedaulatan yang dapat dimiliki pemerintah, yaitu:

1) Kedaulatan ke dalam, artinya pemerintahan memiliki kewe-
nangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi
negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. |

2) Kedaulatan ke luar, artinya pemerintah berkuasa bebas, tidak
terikat, dan tidak tunduk kepada kekuatan lain, serta harus
saling menghormati kedaulatan negara masing-masing.

d. Pengakuan dari Negara Lain

Pengakuan dari negara lain merupakan unsur penguat terben-
tuknya sebuah negara. Pengakuan dari negara lain merupakan un-
sur yang menerangkan bahwa suatu negara telah berdiri, sehingga
negara tersebut dikenal oleh negara-negara lain, Pengakuan dari

negara lain terbagi menjadi dua macam, yaitu:
1) Pengakuan de facto, adalah pengakuan berdasarkan kenyata-
an yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang

berdirinya suatu negara.
2) Pengakuan de jure, adalah pengakuan berdasarkan pernyataan

resmi menurut hukum internasional.
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3. Bentuk-bentuk Negara

Bentuk negara dalam konsep dan teori modern saat ini ter,
ke dalam dua bentuk negara, yakni negara kesatuan (unitaris s
dan negara serikat (federasi). >me)

a. Negara Kesatuan

Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang merdek,
dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dap
mengatur seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya, negara kesatu.
an ini terbagi ke dalam dua macam, yaitu:

1) Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yakni sistem pe.
merintahan yang seluruh persoalan yang berkaitan dengan
negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, se-
mentara daerah-daerah tinggal melaksanakannya.

2) Negara kesatuan dengan sistem._l.désentrali'sa"si, yakni kepala
daerah (sebagai pémeriﬁ"_cah!. dae'rah)' '.diberi'kan kesempatan
dan kekuasaan untuk mengurus i_'urnah tangganya sendiri atau
dikenal dengan otonomi daerah atau swatantra. |

/UD 1945 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa negara Indo-
nesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

b. Negara Serikat (Federasi)’, i b

Negara serikat (federasi).mémpakan'behttlk' negara gabungan
beberapa negara bagian dari negara serikat. Artinya, suatu negard
yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri kemudian meng-
gabungkan diri dalam suatu negara serikat menj adi negara bagian

yang melepaskan sebagian kekuasaannya kepada negara serikat

itu. !
rikat ter
a kekud-

yang

Penyerahan kekuasaan dari negara bagian negara ¢
sebut, disebut limitative (sebuah demi sebuah), serta hany
saan yang disebut oleh negara bagian saja (delegated powers)
menjadi kekuasaan negara serikat,

Kekuasaan asli dalam negara federasi merup
gara bagian, karena ia berhubungan langsung denga

Dipindai dengan EamScanne
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8as untuk menjalankan hubungan
» keuangan, dan urusan pos.

c. Negara Konfederasj
Yakni negara yang memiliki ne

nuh sesuai dengan perjanjian inte
dimaksud adalah Swiss,

gara-negara yang berdaulat pe-
masional. Adapun negara yang

4. Jenis Negara Berdasarkan Tingkat Perkembangan
a. Negara Maju

Negara maju adalah suatu negara yang rakyatnya mempunyai
kualitas hidup dan kesejahteraan tingkat tinggi. Adapun ciri-ciri-
nya antara lain:

1) Angka pengangguran rendah. o At
Salah satu ciri-ciri negara maju adalah rendahnya tingkat
pengangguran di negara tersebut. Tingkat pengangguran yang
rendah adalah ciri-ciri negara maju yang paling spesifik. Per-
ekonomian suatu negara tidak akan ,biSa._berjalan secara mak-
simal jika lapangan kerja dan jumlah ;wir'_ausaha masih terhi-
tung rendah. Satu-satunya jenis.pepgangguran yang umumnya
ada di negara maju adalah pengangguran friksional. Pengang-
guran friksional terjadi dikarenakan adanya peralihan tenaga

kerja dari satu pekerjaan ke lainnya. Para pengangguran di

negara maju biasanya justru mendapatkanz jaminan sosial dar.i

pemerintah. Meskipun begitu, jaminan ini tidak mereka jadi-

kan sebagai sebuah sarana untuk bermalas-malasan. Mayori-

tas warga di negara maju akan merasa malu jika mendapaﬂ(?fﬂ

jaminan ini, sehingga mereka akan berusaha sekuat mungkin

untuk segera mendapatkan pekerjaan bart.,

2) Pendapatan per kapita tinggi. iy :

: di tolok ukur yang di-

Pendapatan per kapita umumn}'aenmlzjfﬂ:n il sl

ilai tingkat k
gunakan untuk menilai ting ! _
tor pendapatan per kapita dapat menunjukkan berapa penda

patan yang berhasil dicapai oleh rata-rata penduduk selama
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3)

4)

S)

6)

setahun di negara maju. Berdasarkan data dari Bank
negara maju harus memilki kriteria pendapatan per |
atas 10,726 US$ per tahun.

Laju pertumbuhan penduduk rendah.

Angka kelahiran merupakan salah satu faktor pen(lukung ™
tuk menilai apakah sebuah negara dapat dikatakan sebag,
negara maju. Negara maju umumnya memiliki tingkat per
tambahan jiwa yang rendah, yakni di bawah 1 persen pery,,,
buhan penduduk per tahun. Rendahnya tingkat Pertumbuyp,,
penduduk ini didukung oleh tingginya tingkat kesadaran g,
tang keluarga berencana, penundaan usia nikah dan kemajyay
teknologi fasilitas kesehatan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin ce
pesat. e ;

Di negara maju, para ilmuwan didukung oleh pemerintah de-
ngan memberikan berbagai fasilitas terbaik guna menunjang
proses observasi yang mereka lakukan. Fasilitas laboratoriyn,
yang lengkap dan gaji berstandar tinggi merupakan salah saty
penunjang semangat bagi para ilmuwan yang membuat mere-
ka bisa melakukan inovasi 'dengan:"_baik.“l Observasi dan inova-
si para ilmuwan pun tidak hanya berhenti pada titik laporan
atau presentasi saja, namun hasil dari inovasi tersebut akan
diaplikasikan di berbagai bidang, seperti militer, kedokteran,
produksi, pengembangan ilmu Ipeh'g'etahuan bahkan teknologi
ruang angkasa. e S e L e

Industri dan jasa menjadi sektor perekonomian utama.
Industri di negara maju rata-rata memproduksi suatu barang
yang bernilai jual tinggi, seperti pesawat terbang, mobil, elek-
tronik hingga alat-alat berat lainnya. Sementara itu, profesi
yang banyak digeluti oleh masyarakat di bidang jasa antara
lain pendidikan, hiburan, konsultan, dan jasa keuangan,
Menghargai waktu dan kesetaraan gender dijunjung tinggi.
Disiplin, jujur, bertanggung jawab serta profesional dalam
menyelesaikan pekerjaan merupakan sekelumit sikap positif
yang ada di dalam masyarakat negara maju. Dengan adanya

Dllni

Pat dap
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sikap tersebut, mayoritas warga di negara maju dapat meng-

optimalkan sumber daya secara maksimal dalam menjalankan
pembangunan.

7) Sistem pendidikan yang baik.

Se.lurul} penduduk di negara maju rata-rata sudah melek huruf
alias bisa membaca dan menulis dengan lancar. Pemerintah
di negara maju memberikan jaminan berupa pendidikan da-
sar kepada seluruh rakyatnya. Umumnya pendidikan di ne-
gara maju memiliki fasilitas lengkap serta ruang belajar yang
nyaman di kelasnya. Tak heran jika kecakapan sosial dan ke-
mandirian peserta didik dalam mengembangkan potensinya
merupakan salah satu sistem pendidikan sering digunakan di
negara maju. -

b. Negara Berkembang

Negara berkembang biasanya memiliki pendapatan yang le-
bih rendah dibandingkan dengan negara maju. Selain itu, kualitas
hidupnya masih rendah, serta indeks pembangunan manusia yang
masih berada pada tingkat menengah ke bawah. '

Sebuah negara digolongkan sebagai negara berkembang apa-
bila memiliki ciri-ciri berikut:

1) Pendapatan nasional bruto per kapita masih rendah. Contoh-
nya, pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita Bangladesh
sebesar 1.080 (Amerika Serikat $).

2) Kehidupan perekonomian bergantung pada ekspor hasil perta-
nian dan impor hasil industri negara lain.

3) Negara berkembang umumnya memiliki tingkat kesehatan
rendah. Hal ini ditandai dengan tingginya angka kelahiran dan
kematian, serta angka harapan hidup yang rendah. Contohnya,
angka harapan hidup di Nepal adalah 65 tahun dengan angka
kematian bayinya sebesar 39,14 per seribu kelahiran. _

4) Masih dominannya produksi barang-barang primer, seperti
pertanian dan perkebunan.

5) Untuk mengembangkan perekonomian, negara berkembang
masih kekurangan modal dan membutuhkan bantuan modal
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produksi bahan mentah dan pangan, namun sebagian lain 5
yang juga mengkhususkan diri pada produksi primer, Sepertai
barang tambang. Selain itu, ada juga negara terbelakang (.
ngan sektor sekunder industri barang-barang konsumen see,.
hana, ringan, dan kecil serta sektor tersier berupa transport,.
si, perdagangan, perbankan, dan jasa asuransi.
3) Ekonomi dualistis |
Hampir semua negara miskin mempunyai perekonomian yang
dualistis. Di satu pihak berekonomi pasar dan di pihak laip
berekonomi pertanian; yang pertama berpusat di dekat kot
sedang yang lain di daerah pedesaan. Dengan berpusat diko-
ta, ekonomi pasar berciri modern. Adapun ekonomi pertanian
sangat terbelakang dan berorientasi pada pertanian. Di bebe-
rapa negara terbelakang, terdapat sema_t?am. kantong-kantong
yang dikendalikan luar negeri (yang sangat bersifat kapitalis)
sehingga tercipta suatu wajah perekonomian'yang tiga muka.
Sifat dua muka atau tiga muka perekonomian tadi tidak men-
datangkan atau tidak mendorong kemajuan ekonomi yang se-
4) Sumber alam kurang terolah RN
Pada biasanya negara terbelakang tidak kekurangan tanah,
air, hutan, dan kaya akan barang'taiﬁba'ng.- Tetapi itu semua
belum atau kurang dimanfaatkan atau salah penggunaan se-
bab langkanya pengetahuan teknik serta tidak tersedianya
modal dan kecilnya pasar. (s '

Ciri-ciri Demografi Negara Terbelakang . |

Negara terbelakang juga menunjukkan posisi demografi dan
kecenderungan yang disebabkan oleh luas wilayah, kepadatan
struktur usia, dan laju pertumbuhan penduduk yang beragam- Na-
mun ada satu kesamaan ciri, yaitu pertambahan penduduk ya"s
cepat. Hampir semua negara terbelakang mempunyai potensi P'Ef "
tumbuhan penduduk tinggi serta dibarengi oleh tingkat kematiat
yang cenderung menurun. Penurunan tingkat kematian dar pe
ningkatan tingkat kelahiran memperhebat tingkat pertumbuha®
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penduduk. Dan rata-rata laju pertumbuhan tahunan penduduk di
negara sedang berkembang adalah 2,5 persen dibandingkan 0,8
persen di negara maju. Peningkatan jumlah penduduk yang ce-
pat ini semakin memperberat persoalan kelangkaan modal sebab
untuk menampung pertumbuhan tenaga kerja perlu dilakukan
investasi secara besar-besaran walaupun dengan peralatan kuno.
Kemungkinannya sangat kecil untuk dapat melakukan investasi
dengan peralatan baik yang dapat meningkatkan produktivitas
buruh. Terakhir, di sebagian besar negara terbelakang, kepadatan
penduduk di daerah pertanian begitu tinggi dibandingkan dengan
luas tanah yang dapat ditanami. Ciri demografis lainnya antara

lain:

1) Pengangguran dan pengangguran tersembunyi.
Pengangguran di kota membengkak seiring dengan urbanisa-
si dan meningkatnya pendidikan. Akan tetapi sektor industri
tidak berkembang sejalan dengan pertumbuhan tenaga kerja,
sehingga memperbesar pengangguran. Di samping itu, ada
pula pengangguran yang berpendidikan. Mereka gagal men-
dapatkan pekerjaan sebab kakunya struktur dan tiadanya pe-
rencanaan tenaga kerja. Pengangguran tersembunyi ini adalah
ciri utama sebagian besar negara terbelakang. Pengangguran
seperti itu ada sebab secara terpaksa. Setiap orang bersedia
kerja tetapi mereka tidak mendapatkan kerja sebab tiadanya
faktor pendukung. Ada pula jenis penganggur tersembunyi
lain seperti apabila seseorang sebab menganggur terpaksa me-
lakukan pekerjaan yang menurutnya tidak sesuai dengan ke-
inginannya, atau tidak sepadan dengan pendidikannya. Atau

lebih jauh ada pula yang bekerja sehari penuh tetapi den gan

imbalan yang sedikit—hanya cukup untuk bangkit dari batas

kemiskinan.
2) Keterbelakangan ekonomi.
Di semua negara terbelakang dicirikan secara khusus oleh

keterbelakangan ekonomi berupa efisiensi tenaga kerja yang
rendah, berbagai faktor produksi yang tidak tersedia dan tidak

berjalan dengan semestinya.
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3) Ketiadaan insiatif dan usaha.
Ciri khas lain negara terbelakang adalah tiadanya kemamm
)«

an wiraswasta. Kewiraswastaan terhalang oleh sistap, ol
al yang menutup daya cipta. “Kekuatan adat istiadat, er;:;
yang kaku, dan kecurigaan pada gagasan baru dan kecyy; S’,a:n;
pada keinginan intelektual, kesemuanya itu menciptakan j,
lim yang tidak menunjang eksperimen dan inovagi”. Nﬂgar;,
yang seperti ini hanya akan mempunyai sekelompok kecij De.
dagang yang sebagian besar berdagang barang konsumg; dan
bertindak sebagai penyedia uang serta wakil-wakil real estate,
Betapa pun kecilnya kewiraswastaan itu dia cenderung menja.
di monopolistis atau quasi-monopolistik. Para wiraswastawap
membangun hubungan pribadi dan politik dengan pejabat
pemerintah, menikmati kedudukan istimewa dan menerim;
perlakuan khusus di bidang keuangan, pajak, dan hal-hal |a.
innya. Tetapi para wiraswastawan di luar (asing) memainkan
peranan lebih penting di dalam pembangunan ekonomi di ne-
geri-negeri seperti itu. Pembangunan ekonomi tidak pernah
menjadi motif utamanya. Mereka semata didorong oleh motif
mencari untung. Pembangunan apa pun yang terjadi tujuan
pokoknya adalah untuk menggarap daerah koloni itu demi ke-
pentingan sendiri dan kepentingan pemerintah imperialis. Ti-
dak mengherankan kalau akhirnya negara terbelakang meng-
alami kekurangan kewiraswastaan, yang menurut Schumpeter
adalah faktor penting di dalam pembangunan ekonomi.

4) Kelangkaan alat modal. | _
Kelangkaan pada hal ini adalah ciri umum lain negara ms
kin atau terbelakang. Negara terbelakang diartikan sebagal
perekonomian yang “miskin modal” atau dengan “tabu¥
an dan investasi rendah”. Investasi bruto hanya berkisar ‘56
persen dari pendapatan nasional bruto sedangkan di “egﬂffl
industri adalah kira-kira sebesar 15-20 persen. Sebab 1“"‘"::
kurangnya modal adalah kecilnya tabungan, atau leblh‘ tcfPI;g
dikatakan kurangnya investasi di dalam sarana produks! ¥ dna
mampu menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kar¢
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pendapatan per kapita rendah, penduduk tidak dapat mena-
e s A o ek e
Hidak meninglkat Scjalaﬁ den%: pi T:Tsm tabungan masyarakat
; ; . lengan naiknya tingkat pendapatan
jangka QallJallg diterangkan oleh Nurkse dengan istilah “de-
monstration effects.” Ada kecenderungan pada masyarakat di
negara-negara terbelakang untuk menyamai kebutuhan hidup
yang berkiblat kepada negara-negara maju. Sebagai akibat
demonstration effects itu, peningkatan pendapatan digunakan
untuk pengeluaran konsumsi mewah. Dengan demikian, ta-
bungan menjadi statis atau tidak berarti. Demonstration effects
biasanya ditularkan oleh film, majalah asing, atau kunjungan
ke luar negeri. Bagi negara terbelakang, kekurangan modal
dengan demikian bersifat kronis dan faktor yang menyebab-
kannya bukan hanya ekonomi tetapi juga bersifat sosiopolitik.
5) Keterbelakangan teknologi.
Keterbelakangan teknologi ini disebabkan oleh adanya dua-
lisme teknologi, yaitu penggunaan berbagai fungsi produksi
sekaligus dalam sektor ekonomi yang maju dan sektor eko-
nomi yang tradisional. Keberadaan dualisme seperti itu mem-
perberat persoalan pengangguran struktural dan teknologis
di sektor industri dan peengangguran tersembunyi di sektor
pedesaan. Negara terbelakang juga ditandai oleh adanya keti-
dakseimbangan struktural pada tingkat faktor-faktor produk-
si. Ketidakseimbangan ini membawa kepada pengangguran
teknologis. Pengangguran teknologis timbul sebab kekeliruan
alokasi sumber daya, struktur permintaan, dan kendala-ken-

dala teknologis.

4. Tipe Pemerintahan: Teori Siklus Polybius
Polybios terkenal dengan teorinya yang disebut cyclus theory,

yang sebenarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari ajar-
an Aristoteles dengan sedikit perubahan, yaitu mengganti bentuk

pemerintahan politea dengan demokrasi.
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okhlokrasi

Demokraéi

Aristokrasi

Keterangan gambar di atas, sebagai berikut:

2. Monarki atau kerajaan, adalah pemerintahan oleh saty orang
(seorang raja) guna kepentingan seluruh rakyat. Cita-cita akan
keadilan dan kesusilaan telah menyebabkan orang pada my.
lanya sangat menghargai bentuk monarki. Dalam monark,
kekuasaan negara dipegang oleh satu orang tunggal yang ber- |
kuasa, berbakat dan mempunyai sifat-sifat yang lebih unggul. |
Contoh yang sudah terjadi Indonesia yang berpegangan pada
bentuk negara Monarki yaitu pada zaman kerajaan, seperti
zaman kerajaan Majapahit. .. .
Lama-kelamaan keturunan raja itu tidak lagi menjalankan pe-
merintahan untuk kepentingan umum, melainkan hanya ur-
tuk kepentingan pribadi, dan mulai memerintah dengan s&
wenang-wenang, kepentingan rakyatnya tidak mendapatka?
perhatian sama sekali. Maka, lambat laun menjadi pemeri®
tahan tunggal yang sifatnya jelek dan melahirkan bentuk ¢
gara tirani.

b. Tirani, adalah pemerintahan oleh satu orang untuk kepenti’$
annya sendiri dan bersifat sewenang-wenang. Contoh yA™
sudah terjadi di Indonesia yang berpegangan pada siste™ pe
merintahan tirani yaitu pada masa keruntuhan kerajaan M3
pahit setelah kekuasaan Hayam Wuruk, di mana keruﬂﬂ'hﬂi{l
tersebut diakibatkan karena perebutan tahta kekuasaan l"““‘
kepentingan pribadi, bukan untuk rakyat, Maka munci
beberapa orang yang berani dan mempunyai sifat-sifat bat
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dan kaum cendekiawan. Setelah mempercﬂeh atau merebut
kekuasaan, mereka menjalankan pemerintahan dengan sangat
memperhatikan kepentingan umum, dan ini menyebabkan
bentuk negara berubah dari tirani menjadi aristokrasi.

Aristokrasi, adalah pemerintahan oleh sekelompok orang ya-

- itu para cendekiawan guna kepentingan seluruh rakyat. Con-

toh yang sudah terjadi di Indonesia yang berpegangan pada
sistem pemerintahan aristokrasi, yaitu pada masa penjajahan
Jepang. _

Pada awalnya baik-baik saja, tapi lama kelamaan penguasa
tidak lagi menjalankan pemerintahan yang berkeadilan dan
bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan demi kepenting-
an pribadi. Pemerintahan kemudian dipegang oleh beberapa
orang yang sifat pemerintahannya sangat buruk, ini menye-
babkan bentuk negara yang berubah dari bentuk aristokrasi
menjadi oligarki. SRR R ;
Oligarki, adalah pemerintahan oleh sekelompok orang guna
kepentingan kelompoknya sendiri. Contoh kasus yang sudah
terjadi Indonesia yaitu pada masa pemerintahan Soeharto.
Pada masa kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami
berbagai kemajuan di berbagai bidang, khususnya ekonomi.
Tetapi seiring berjalannya waktu, perekonomian Indonesia
semakin terpuruk. Soeharto mencari keuntungan dari perusa-
haan yang ia pegang, dan ia mengharapkan tidak ada yang da-
pat menyaingi kekayaan dan kejayaannya selain keluarganya
sendiri. Hal ini menimbulkan kontra bagi masyarakat yang
miskin, Orang miskin akan semakin menderita, dan orang
kaya semakin berkuasa. Akhirnya, rakyat memberontak dan

negara di mana pemerintahannya dijalankan oleh

muncullah
tingan rakyat, maka ter-

rakyat yang tujuannya untuk kepen

bentuklah negara demokrasi. :
Demokrasi, adalah pemerintahan dari orang-orang (rakyat)

yang tidak tahu sama sekali tentang soal-soal peme'rintahan.
Contoh kasus yang sudah terjadi di Indonesia pada sistem pe-
merintahan demokrasi, yaitu demokrasi yang sudah melewati
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batas, di mana rakyat cenderung tidak me
menyuarakan pendapatnya, seperti demo
hasiswa untuk menurunkan pemerintah §
awalnya, pemerintahan yang dilaksanak
mang baik, karena sangat memperhatik
yat, dan sangat menghargai persamaan Serta kebebaggy, -
tapi kemudian lama kelamaan, kebebagan itu tidak el
karena menganggap bahwa kebebasan itu merupakap Suat
hal yang biasa, justru mereka ingin bebas samga sekali da;
peraturan-peraturan yang ada. Akibatnya, laly timbu] kekaj
cauan, kebobrokan, korupsi marajela di mana-mana, sehing.
ga peraturan hukum tidak menjadi ke

kuatan yang mengikat
bahkan mereka bebas berbuat sesuka hatinya, masing-masing
orang ingin mengatur dan memerintah. Maka bentuk]

ra yang demokrasi tadi menjadi okhlokrasi.
Okhlokrasi, adalah pemerintahan sesuka hati/sewenang-
wenang oleh orang-orang (rakyat) yang tidak tahu sama seka-
li tentang pemerintahan dan mementingkan kepentingan go-
longannya saja. Karena adanya.kék_a_cauan yang ada, korupsi
merajalela, dan sebagainya, maka muncullah seseorang berta-
ngan besi untuk memimpin negara te_r_sebut_. Oleh karena ity,
bentuk negara kembali lagi ke m_Onarki. _

miliki etjj, dai

NStrasi Massa] r;m
BY-BOedionO. pa;.
dn oleh rakyat . |
an kepenting,, rali

dihargai

ah nega-

Kelemahan Teori Polybius

Kelemahan dari teori Polybius adalah sifatnya yang determij
nistik; artinya, perubahan bentuk pemerintahan akan mengikut
siklus yang berurutan dari pemerintahan seorang yang baik, ke-
mudian digantikan oleh pemerintahan seorang yang buruk, k&
mudian diganti pemerintahan sekelompok orang yang baik,q dag
seterusnya. Padahal, dalam praktik bisa saja pemerintahan urz_lﬁf
ditumbangkan oleh rakyat, yang kemudian membang}ln Peu-leille-
tahan demokrasi. Jadi, perubahan pemerintahan tiram' menu)itil ol
mokrasi tidak perlu melewati pemerintahan aristokrasi clan' ;ftai .
ki terlebih dahulu. Dalam sejarah, banyak contf;-h pem?rili o
tirani dijatuhkan oleh penguasa lain yang kemudian menja
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monarki yang baik. Jadi, perubahan tirani menjadi monarki tidak
harus melalui jalur pemerintahan aristokrasi, oligarki, demokrasi,
dan okhlokrasi.

C. KONSEP WARGA NEGARA INDONESIA

1. Pengertian

Dalam peraturan negara Indonesia, kewarganegaraan telah di-
atur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 mengenai kewar-
ganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU tersebut, seseorang
vang dapat memiliki status sebagai warga negara Indonesia antara
lain:

a. Setiap orang yang sebelum disahkannya Undang-Undang No.
12 Tahun 2006 ini telah menjadi warga negara Indonesia.

b. Seorang anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dari
ayah dan ibu warga negara Indonesia.

¢. Seorang anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dari
ayah WNI serta ibu WNA, ataupun sebaliknya.

d. Seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari
ibu seorang WNI serta ayah seorang yang tidak mempunyai
status kewarganegaraan atau hukum negara asal dari ayah ti-
dak memberikan kewarganegaraan terhadap anak tersebut.

e. Seorang anak yang lahir dalam masa tenggang waktu hingga
300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari suatu perka-
winan yang sah, serta ayahnya tersebut WNI.

f. Seorang anak yang lahir di luar suatu perkawinan yang sah
dari ibu warga negara Indonesia.

g. Seorang anak yang lahir di luar suatu perkawinan yang sah
dari seorang ibu WNA yang sudah diakui oleh sang ayah WNI
sebagai anaknya sendiri dan pengakuan tersebut telah dila-
kukan sebelum anaknya menginjak usia 18 tahun atau belum

kawin.
h. Seorang anak yang lahir di wilayal
tu lahir tidak jelas status kewarganegaraan s

ibunya,

1 NKRI yang pada saat wak-
eorang ayah dan
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i.  Seorang anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayap 1
donesia selama ayah dan ibunya belum diketahui, )

J-  Seorang anak yang lahir di wilayah Indonesia jika ayap Serty
ibunya tidak memiliki status kewarganegaraan atau tida) di.
ketahui keberadaan mereka. .

k. Seorang anak yang dilahirkan di luar wilayah Indonegi dari
ayah dan ibu warga negara Indonesia, disebabkan o]ep ke.
tentuan negara tempat anak tersebut dilahirkan memberik,;,
status kewarganegaraan kepada anak tersebut yang bersang.
kutan. : _

l.  Seorang anak ayah atau ibu yang permohonan kewarganeg,.
raannya telah diterima, lalu seorang ayah atau ibunya me.
ninggal sebelum menyatakan janji setia serta mengucapkan
sumpah. sk | '

Selain 12 poin tersebut, seseorang warga juga dapat diakui
pula sebagai WNI apabila dalam kondisi berikut:

a. Seseorang anak warga negara Indonesia yang lahir di luar su-
atu perkawinan yang sah dan belum berusia 18 tahun dan
belum kawin, diakui sah oleh ayahhya yang mempunyai ke-
warganegaraan asing. A

b. Seorang anak warga _neg_ara Indonesia yang belum menginjak
usia 5 tahun, yang kemudian diangkat sah sebagai anak WNA
dengan berdasarkan penetapan pengadilan.

c. Seorang anak yang belum menginjak usia 18 tahun atau be-
lum kawin, berada dan juga tempat tinggalnya di wilayah In-
donesia, yang ayah atau ibunya mendapatkan status kewarga-
negaraan Indonesia. |

d. Seorang anak warga negara asing belum berusia 5 tahun ke-
mudian diangkat menjadi seorang anak secara sah yang meé
nurut ketetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara

 Beberapa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indo-
nesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa hak
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yang dapat diambil contgh seba

a. Berhak mendapat perlind
1945 Pasal 27 ayat (1).

b. Berhak mendapatkan Pekerjaan dan penghidy
tercantum pada UUD 1945 Pasal 27 ayat (2).

c. Berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum

dan dalam pemerintahan tercanty
m pada UUD
o p 1945 Pasa]

gai berikyt:

ungan hukum tercantum pada UUD

pan yang layak

‘ ‘ uk dan menjalankan agama yang
dipercayai tercantum Pada UUD 1945 pasa] 29 ayat (2).

e. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

an sesuai undang-undang yang berlaku pada UUD 1945 paga]
28.

Adapun beberapa contoh kewajiban warga negara di antara-
nya:

2. Wajib berperan serta dalam membela, mempertahankan ke-
daulatan negara Indonesia dari serangan musuh tercantum
pada UUD 1945 Pasal 30 ayat (1).

b.  Wajib membayar pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan
oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tercantum
pada UUD 1945.

C. Wajib menaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum
dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan
sebaik-baiknya. '

d. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain tercantum
pada UUD 1945 Pasal 28J ayat (1).

€. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan un-
dang-undang tercantum pada UUD 1945 Pasal 28J ayat l52)

£ Tiap negara wajib turut serta dalam pe.embangunan untlu UT;
majukan bangsa ke arah yang lebih baik tercantum pada

1945 Pasa] 28.
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D. KONSEP KEWARGANEGARAAN

1. Pengertian

Istilah kewarganegaraan dapat dibedakan dalam penger;
secara yuridis dan sosiologis. W
a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan aqy;,

ikatan hukum antara orang-orang dengan negara, Adan?a
ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tem;;a_
tu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan “egc;ra
yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum tersebn.t
antara lain akta kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewx;.
ganegaraan.

b. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan
ikatan hukum. Akan tetapi, ditandai dengan ikatan emosional,
seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan
sejarah, dan ikatan Tanah Air. Dengan kata lain, ikatan ini
lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan.

2. Asas Kewarganegaraan

Pengertian asas kewarganegaraan adalah dasar hukum bagi
kewarganegaraan untuk penduduk (warga) sebuah negara. Orang
yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasa-
an atau wewenang negara lain. Negara lain tidak berhak memper-
lakukan kaidah-kaidah hukum kepada orang yang bukan wargd
negaranya.

Penduduk suatu negara juga dibedakan menjadi warga nega
dan warga negara asing. Warga negara adalah mereka yang seca
hukum merupakan anggota suatu negara, Adapun warga nega
asing adalah mereka yang belum menjadi warga negara. Jika
reka ingin menjadi warga negara, mereka harus melalui prose?
yang disebut naturalisasi. Secara umum, ada dua asas kewarg
garaan yang diterapkan oleh suatu negara, yaitu:

a. Ius sanguinis
Asas ius sanguinis atau asas keturunan yang me
warganegaraan Seseorang menurut keturunan atau P

ane-

netapkan k‘?‘
ertall”
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an darah. Ar tinyat kewarganegaraan anak bergantung pada
orangtuanya meskipun anak tersebut lahir di negara lain (bu-
k.an lfewarga.negaraan orangtuanya). Misalkan, seorang anak
dilahirkan di negara B yang menganut asas ius sanguinis, se-
dangkan orangtuanya warga negara A, maka anak tersebut
tetap menjadi warga negara A. Contoh negara dengan sistem
asas kewarganegaraan ius sanguinis, yaitu Belanda, Belgia, dan
Bulgaria.
b. Ius soli

Asas ius soli atau asas tempat kelahiran yang menetapkan ke-
warganegaraan seseorang menurut tempat kelahirannya. Arti-
nya kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak tersebut
lahir di negara yang menganut asas ius soli. Misalnya, seorang
anak harus menjadi warga negara B karena lahir di negara
B, meskipun orangtuanya warga negara A. Contoh negara de-
ngan sistem asas kewarganegaraan ius soh ya1tu Argentina

dan Amerika Serikat.

Keberadaan kedua asas kewarganegaraan tersebut kerap kali
menimbulkan masalah. Hal ini karena ada negara yang menga-

nut asas fus sanguinis dan ada pula negara yang menganut asas ius
soli. Sehingga kerap muncul masalah blpamde, multipatride bahkan

apatride.
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INDONESIA ADALAH
NEGARA HUKUM

A. KONSEP NEGARA HUKUM “RECHTSTAAT”

Konsep negara hukum “rechtstaat” lahir dari perjuangan me-
nentang absolutisme para raja sehingga sifatnya revolusioner dan
bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental atau civil law atau
modern Roman law. Konsep rechtsstaat sejalan dengan lahirnya pa-
ham liberalisme yang menyebabkan berkembang pula pengerfi-
an “negara hukum liberal” atau negara hukum dalam arti sempxtT
seperti yang diajarkan oleh Immanuel Kant (1724.-1804), yal.<n1
Nachtwakerstaat (negara penjaga malam). Kemudian Fred.ench
Julius Stahl, seorang sarjana Jerman pada }878 mengoreksi dan
menyempurnakan paham negara hukum liberal dengan .konsep
negara hukum dalam arti luas, yaitu “negara hukum kesejahtera-

an” (welfarestaat), dengan unsur-unsur utam:jt: . |
L Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. ;
|

Dipindai dengan CamScanne



e = _

2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara y,
menjamin perlindungan hak asasi manusia.

3. Pemerintahan berdasarkan peraturan.

4. Adanya peradilan administrasi,

tuk

B. KONSEP NEGARA HUKUM “RULE OF LAW”

Konsep “rule of law” lahir dan berkembang secara evolusione,
dan bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon (Common Lay 4;
Inggris). Dalam bahasa Inggris sesungguhnya tidak mengenal jst;.
lah “negara hukum”. Namun demikian, tidak berarti Inggris tidak
mengenal negara hukum. Friedmann dalam bukunya Legal Theory
(1967), mengatakan Inggris menggunakan istilah lain untuk nega-
ra hukum, yakni pembatasan kekuasaan negara dengan rule of law.
Jadi, negara hukum adalah negara yang kekuasaannya dibatasi
oleh rule of law. Istilah rule of law mulai populer dengan terbitnya
buku Albert Venn Dicey berjudul Introduction to the Study of Law of
the Constitution pada 1885. Dicey memperkenalkan tiga unsur rule
of law, yaitu: | '
1. Supremacy of law (supremasi hukum), kekuasaan tertinggi di
dalam negara adalah hukum.
2. Equality before the law, persamaan dalam kedudukan hukum
bagi setiap orang.
3. Human rights, hak-hak asasi manusia.

C. KONSEP NEGARA HUKUM “RELIGY LEGALITY” DAN
“NOMOKRASI ISLAM”

Seperti yang ditulis oleh Bahder Johan Nasution (2011: 40
ide dasar konsep negara agama (religy legality) bersumbe.r (‘wil
pemikiran pada masa abad pertengahan, terutama dimulal dj:;g,
atau ditandai dengan, lahirnya tulisan-tulisan filsuf Kristen y‘liS'
dipelopori oleh Thomas Aquinas (1225-1274). Pandangan Ttll:::(aﬂ
tik dari Thomas Aquinas mengenai hukum alam mempostt

an yang
bahwa hukum alam merupakan bagian dari hukum Tuhan ¥

L 78 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Dipindai dengan CamScanne




i a.t .dlketahm melalui penggunaan nalar manusia. Meluasnya

pemikiran keagamaan pada masy itu menyebabkan terjadin

pembahan terhadap konsep-konsep yang mendasari panjdan :2

negara. Dalam filsafatnya tentang hukum, Thomas Aquinas mei -

adakan perbedaan hukum dalam empat golongan, yaitu le;x detei

na, lex naturalis, lex divina, dan lex humania, Hukum abadi (lex ae-

terna) ialah hukum dari keseluruhan yang bersumber dari Tuhan

berkenaan dengan penciptaan alam semesta dengan segala isinyaj

Segala sesuatu yang berada di alam semesta ini tunduk dan harus

berjalan sesuai dengan apa yang digariskan oleh hukum abadi.
Konsep “nomokrasi Islam” menurut M. Tahir Azhary (2003:

83), dengan mengutip Malcolur H. Kerr, adalah negara hukum

yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah. Kata nomorcracy, ber-

asal dari kata nomos yang berarti hukum atau norma, dan cra-

tein yang berarti memerintah. Maka, kata nomocracy berarti pe-

nyelenggaraan kekuasaan berdasarkan hukum atau norma, dan

nomocracy Islam berarti penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan

Islam (Qur'an dan Sunnah). Menurut M. Tahir Ashary (2003: 85,

100), nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki

prinsip-prinsip umum, sebagai berikut:

Prinsip kekuasaan sebagai amanah.

Prinsip musyawarah.

Prinsip keadilan.

Prinsip persamaan.

Prinsip pengakuan dan perlin

nusia.

Prinsip peradilan bebas.

Perdamaian.

Kesejahteraan.

Ketaatan rakyat.,

- o

dungan setiap hak-hak asasi ma-

i SR B

o T LEGALITY”
D. HUKUM SOCIALIS
- KONSEP NEGARA 91) socialist legality adalah

i 3.
Menurut M. Tahir Ashary (200 plalbst BRE X
konSEp yang dianut di negara-negara komums/sosmlls yang

9
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dapat diketahllj mEL':'lll.Ii penggun

aan nalar manusia
sia. Me]
amaan pada 1y, Pl

asa ity menyebabkan terjadinya
ang mendasari pandangan
hukum, Thomas Aquinas meng-

am empat golongan yai
: . i an, yaitu lex geter-
na, lex naturalis, Jey: divina, dan lex humaniq, Hukum abadi (lex ge.

terna) ialah hukum darj keseluruhap yang bersumber dari Tuhan
berkenaan dengan penciptaan alam S€mesta dengan segala isinyaf
Segala sesuatu yang berada di alam Semesta ini tunduk dan harys
berjalan sesuai dengan apa yang digariskan oleh hukum abadj.

Konsep “nomokrasj Islam” menuryt M, Tahir Azhary (2003:
83), dengan mengutip Malcoly

r H. Kerr, adalah negara hukum
yvang bersumber darj Al-Qur’an

dan Sunnah. Kata nomorcracy, ber-
asal dari kata nomos yang berarti

negara. Dalam ﬁlsafatnya tentang
adakan perbedaap hukum da)

nyelenggaraan kekuasaan ber

dasarkan hukum atau norma, dan
nomocracy Islam berarti peny

elenggaraan kekuasaan berdasarkan
Islam (Qur’an dan Sunnah). Menurut M. Tahir Ashary (2003: 85,

100), nomokrasi Islam adalah suaty negara hukum yang memiliki
Prinsip-prinsip umum, sebagai berikut:

Prinsip kekuasaan sebagai amanah.

Prinsip musyawarah.

Prinsip keadilan.

Prinsip persamaan. .
Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi ma-
nusia.

Prinsip peradilan bebas.

Perdamaian.

Kesejahteraan.

Ketaatan rakyat.

ur b w N

O B N

D. KONSEP NEGARA HUKUM “SOCIALIST LEGALITY”

Menurut M. Tahir Ashary (2003: 91) socialist'le{gality adalah
konsep yang dia;nut di negara-negara komunis/sosialis yang tam-
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A

paknya hendak mengimbangi konsep rule of law yang dipe

oleh negara-negara Anglo Saxon. Konsep socialist legality 1,

ber dari rasio manusia, komunis, ateis, totaliter, kebebag

agama yang semu, dan kebebasan propaganda anti-agam

unsur utama konsep socialist legality, yaitu:

1. Perwujudan sosialisme.

2. Hukum adalah alat di bawah sosialisme.

3. Penekanan pada sosialisme, realisasi sosialisme ketimbang
hak-hak perorangan.

IODOﬁ
€rsum,.

an he,
a. UnSlir-

E. KONSEP NEGARA HUKUM YANG BERDASARKAN
PANCASILA

Negara Kesatuan Republik. Indonesia (NKRI) adalah negara
hukum. Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indone-
sia berdasarkan atas hukum (rechtstaat) bukan negara kekuasaan
(machtstaat). Pernyataan tersebut kemudian dalam UUD 1945 ha-
sil amendemen (1999-2002) diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang
menetapkan, bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum.” '

Dengan memperhatikan konsep-konsep negara hukum sepert!
diuraikan dalam pembahasan butir 1, 2, 3, dan 4 di atas, -1113::
Indonesia tidak menganut konsep rechtstaat, rule of law, religy
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gality, nomocracy Islam dan sociqlist
konsep negara hukum yang berdas
hukum Pancasila”,

Konsep negara hukum Pancasila bersumber (
sial budaya Indonesia yang Kkristalis

gai dasar negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD

1945 yang merupakan “status fundamental norma” Negara Kesa-
tuan Republik Indonesia,

]
ari nilai-nilai so-
asinya adalah Pancasila seba-

status fundamental nortnanya masing-

filsafat, filsafat hidup, weltanscaung, id

sar negara, cita hukum, dan lain-lain.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah “negara

hukum Pancasila” atau negara hukum yang berdasarkan Pancasi-

la, dengan ciri-ciri: | ' | i

1. NKRI yang berbineka bukan negara sekuler, bukan negara
agama dan bukan negara ateis, melainkan negara 'yimg ber-
dasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang bersifat universal
menurut macam-macam agama dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa; | SET

2. NKRI adalah negara yang menjunjung tinggi persamaan hak
dan menghormati perbedaan, serta cinta perdamaian atas da-
sar kemanusiaan yang adil dan beradab; T

3. NKRI berdasarkan persatuan Indonesia yang ber-Bhinneka
Tunggal Ika dan melindungi seluruh bangsa Indonesia serta
tumpah darah Indonesia; '

4 NKRI adalah negara demokratis yang selalu mengutamakan
musyawarah mufakat atas dasar kerakyatan yang dipimpin
oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwa-
kilan dan tidak menganut demokrasi liberal yang mengutama-
kan pemungutan suara (voting) dalam pengambilan keputusan;

5. NKRI ingin mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, c!a-
mai, adil, makmur, dan sejahtera atas dasar keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.

masing, apakah itu disebut
eologi, cita-cita negara, da-
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F. NEGARA HUKUM PANCASILA BERDASARKAN Njp4)
PANCASILA

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Dijelaskan bahwa negara hukum harus berdasarkan hukup,
sebagai panglima yang terdepan, namun tentu saja yang menjag;
inti/jiwa dari hukum tersebut haruslah terdapat nilai ketuhanap g;
dalamnya. Nilai ketuhanan tersebut janganlah dipandang sempit
hanya berpatokan pada suatu agama tertentu saja, namun haryg
dipandang sebagai nilai ketuhlanan yang bersifat universal, yajg,
memiliki sifat keadilan, memiliki sifat kebenaran, memiliki sy
kebaikan, memiliki sifat welas asih atau pemurah, memiliki sify;
pengampunan, memiliki sifat kesetaraan, memiliki sifat kebebas.
an, memiliki sifat menghorrnan memiliki sifat penghukuman
memiliki sifat tidak egois, dan lain-lain. Hukum yang ada di In-
donesia sebagai pengayom dan pelindung bangsa Indonesia dan
masyarakat Indonesia haruslah memiliki nilai dan sifat ketuhanan
di dalamnya, yang tidakl memihak terhadap salah satu golongan
tertentu, individu tertentu, agama tertentu, atau keegoisan dari
individu dalam membuat, menerapkan, dan menjalankan hukum
di Indonesia. =~ '

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab merupakan sila me-
ngenai kemanusiaan. Sebagal negara hukum, setiap hukum yang
dibuat, diterapkan dan dilaksanakan di Indonesia harus menghor-
mati setiap bentuk-bentuk dari nilai-nilai kemanusiaan. Seperti
halnya prinsip dasar dari negara hukum yang sangat menjunjung
pengakuan terhadap manusia dan kemanusiaan, kebebasan persa
maan terhadap manusia, serta hak-hak asasi manusia.

Dalam pembentukan, penerapan dan pelaksanaan hukum di
negara hukum Indonesia di dalamnya haruslah berisikan tentang
nilai-nilai yang berisikan kemanusiaan, yaitu nilai saling men¢
hormati manusia satu sama lain, memberikan pengakuan terha-
dap manusia satu dengan lainnya, menganggap seluruh manusi?
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jdalah keluarga yang dilindungi, serta mencj
antara manusia dalam melaksanakap, kehid
pegara, dan bermasyarakat. Karena

serta penyelenggaraan dan pelaksan

ptakan keharmonisan
: Upan berbangsa, per.
1tu tujuan darj Pembentukan
aan hukum (i Indonesia ham;

1a dalam arti luag be
: y s DETmM
untuk kehidupan manusia, bangsa dan negara, dan perlindZI;gZ:

terhadap hak hakiki dari manusia sertq memberikan kecerdas
bagi manusia, dan bukan berdasarkan atzs keegoisan ke@:kuaszar;lIl
dan pengejaran yang bersifat materiel, yang bertujuz;n untuk l(ej
pentingan pribadi, kelompok atau golongan semata.

3. Sila Persatuan Indonesia

Sila Persatuan Indonesia, yang berintikan kata satu, menghen-
daki bangsa dan masyarakat Indonesia memiliki rasa, jiwa, dan
kehendak yang satu untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa.
Para founding father bangsa Indonesia memahami bahwa di dalam
negara Indonesia terdapat berbagai macam ragam bangsa, suku,
ras dan bahasa, sehingga para pendiri bangsa menghendaki nilai
satu dari kesatuan di Indonesia dijalankan dan dilaksanakan da-
lam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai
dari kesatuan ini dapat diterapkan-dengan*me'mpe'rtebal rasa to-
leransi, rasa gotong royong, dan rasa saling memiliki sebagai fat“
kesatuan keluarga. Selain dalam kehidupan' sosial, nilai dan jiwa
kesatuan ini juga hendaknya ada dalam pembentqkan,- pelaksa-
naan dan penerapan hukum di Indonesia, sehiflgga h}lk}ml dﬁpat
dijadikan sebagai alat untuk mempersatukan tujuan, nilai fiaﬂ J:lwa
masyarakat Indonesia, agar tidak diterapkan secara berpihak dan
berbeda-beda, (e

L. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Khidmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perw

' ilaksa-
Di dalam negara hukum Indonesia, hukum dlbenml;e(iirllginan
"akan dan diterapkan harus dengan kehendak segenap

i nsck ; Kah
" Kebaikan masyarakat, bukan atas kemgln'an-dia;:l l;;ﬁ:‘:saan
! dan rasa egois dari sebuah kelompok atau indiv

um | 83
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yang mengatasnamakan demokrasi. Hasil dari demokragj Pan
sila yang mufakat bukan berasal dari hitungan suara atay vo;_la‘
yang berisikan kalah dan menang, namun hasil tersebut hamSn”IE
berisikan kemenangan seluruh bangsa dan masyarakat Indoneg; a
yang artinya bukan suatu kemenangan politik dari suaty ke, r:l
pok yang ada di Indonesia, namun kemenangan dari segala b; dan-
kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia yang berisikan keba.
ikan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Di dalam neg,,,
hukum Pancasila, segenap hasil dari permusyawaratan pembe,
tukan hukum dan penerapan dan pelaksanaan hukum di Indonegj,
dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan se]y,.

ruh bangsa serta masyarakat Indonesia.

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Sila kelima Pancasila berintikan kata adil, yaitu adil yang me-
miliki sifat universal, atau adil yang sebenarnya yaitu adil yang
tidak memihak, dan nilai adil yang ada dan dapat dirasakan oleh
semua maéyarakat dan bangsa Indonesia. Nilai dalam sila ini ada-
lah tujuan dari bangsa Indonesia, yaitu menciptakan keadilan
yang sama untuk seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia, bu-
kan merupakan keadilan yang dibeda-bedakan. Selain itu keadilan
yang diharapkan adalah keadilan yang berisikan kedaulatan dari
manusia, pengakuan, serta kebebasan yang mendasar untuk dibe-
rikan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam pemben-
tukan undang-undang, dan kebijakan yang dilakukan pemerintah,
diharapkan memuat rasa keadilan dan kesetaraan dalam pelak-
sanaannya. Badan peradilan diharapkan juga menjunjung prinsip
keadilan ini dalam penerapan tugas dan kewajibannya. -

G. MENELUSURI KONSEP DAN URGENSI KONSTITUSI
DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA-NEGARA
Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misaln}s‘ l‘:i
and”

lam bahasa Perancis dikenal dengan istilah constituer, dalam y
sa Latin/Italia digunakan istilah constitutio, dalam bahasa Ingg’
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jodikoro, 1970), pembentukan suaty negara atau menyusun dan

menyatakan suatu negara (Lubis, 1976), dan sebagai peraturan

dasar mengenal pembentukan negara (Mahfud MD, 2001). Fungsi
konstitusi bagl kehidupan berbangsa dan bernegara:

1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme.
Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan
konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitu-
si dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi Un-
dang-Undang Dasar, undang-Undang Organik, peraturan per-
undang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti
sempit berupa Undang-Undang Dasar (Astim Riyanto, 2009).

2. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah
sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak
bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak
warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan
konstitusionalisme, yang oleh Carl Joachim Friedrich dijelas-
kan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu
kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama
rakyat, tetapi dikenakan beberapa pembatasan yang diharap-
kan akan menjamin agar kekuasaan yang diperlukan untuk
pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mel.'elfa yang
mendapat tugas untuk memerintah (Thaib dan Hamidi, 1999).

3. Konstitusi berfungsi:

a. Membatasi atau mengendalikan kekua'saan penguasa agar
dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-we-
n ada amya.

b. Maelﬁ;;Psuat’ilmra]ilygka dasar hukum b:agi perubahan ma-
syarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya.
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‘

c. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menury 5, |
atu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tingg; |
oleh semua warga negaranya. ’

d. Menjamin hak-hak asasi warga negara.

H. PERLUNYA KONSTITUSI DALAM KEHIDUPAN
BERBANGSA-NEGARA INDONESIA

Setiap negara harus memiliki konstitusi karena konstitys;
merupakan tonggak awal terbentuknya suatu negara. Konstitysi
menjadi landasan penyelenggaraan bernegara. Oleh karena jty,
konstitusi menempati posisi penting dan strategis dalam kehidup.
an ketatanegaraan suatu negara. Negara konstitusional tidak cu.
kup hanya memiliki konstitusi, tetapi juga negara tersebut harus
menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme
merupakan gagasan bahwa Kkonstitusi suatu negara harus mam-
pu memberi pembatasan kekuasaan pemerintahan, serta memberi
perlindungan dan jaminan pada hak-hak dasar warga negara. Sua- |
tu negara yang memiliki konstitusi, tetapi isinya mengabaikan dua |
hal di atas, maka ia bukan negara konstitusional. | i

Konstitusi dianggap sebagai jaminan yang efektif bahwa keku- !
asaan pemerintahan tidak akan disalahgunakan dan hak-hak war-
ga negara tidak dilanggar. Oleh karena itu, satu negara demokrasi
harus memiliki dan berdasar pada konstitusi, apakah itu tertulis
maupun tidak tertulis, namun tidak semua negara yang memiliki
konstitusi itu bersifat konstitusionalisme.

Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam
kehidupan ketatanegaraan suatu negara karena konstitusi menjadi
barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat denga
bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Meskipun konstitus!
yang ada di dunia ini berbeda-beda, baik dalam hal tujuan, bentuk
dan isinya, tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukan fif'f'
mal yang sama, yaitu sebagai hukum dasar dan hukum tertingg!
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. MENGGALI SUMBER HISTORIS, S0S10L0G1S. pAN

POLITIK TENTANG KONSTITUSI DALAM
KE
BERBANGSA-NEGARA INDONESIA HIDUPAN

s perlu memulainya dari penelusuran historis dengan me-
maha:tl‘ll .pandangan Thomas Hobbes (1588-1879). Dari pandang-
an ini, kita akan dapat memahami, meng
negara membutuhkan konstitusi.

Menur'ut Hob.bes, manusia pada “status naturalis” bagaikan
serigala. Hingga tmlbul.adagium homo homini lupus (man is a wolf
to [his fellow] man), artinya yang kuat mengalahkan yang lemah.
Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes (perang se-
mua lawan semua). Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya
menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama
manusia, yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya,
timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada pe-
nguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan isti-
lah factum subjectionis. | |

Dalam bukunya yang berjudul Leviathan (1651) ia mengaju-
kan argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak
sosial, yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada pri-
mus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak (absolut).
Primus inter pares adalah yang utama di antara sekawanan (kum-
pulan) atau orang terpenting dan menonjol di antara orang yang
derajatnya sama. Negara dalam pandangan Hobbes cenderung se-
perti monster Leviathan. ‘

Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya
(zeitgeist-nya) sehingga ia cenderung membela monarki absolut
(kerajaan mutlak) dengan konsep divine right yang men.yataka.n
bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan sehingga ia
memiliki otoritas tidak tertandingi. Pandangan inilah yang men-
dorong munculnya raja-raja tirani. Dengan mengatasnamakz::
Primus interpares dan wakil Tuhan di bumi mereka berkuasa sew

Nang-wenang dan menindas rakyat.
Salah satu contoh raja yang ber
Louis XIV, raja Perancis yang dinobatk

apa manusia dalam ber-

kuasa secara mutlak adalah
an pada 14 Mei 1643 da-
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Jam usia lima tahun. Ja baru mulai berkuasa penuh sejak Wafa;.
nya menteri utamanya, Jules Cardinal Mazarin pada 1661. Ly
XIV dijuluki sebagai Raja Matahari (Le Roi Soleil) atau Louis Yang
Agung (Louis le Grand, atau Le Grand Monarque). la memerintg},
Perancis selama 72 tahun, masa kekuasaan terlama monark; di
Perancis dan bahkan di Eropa.

Louis XIV meningkatkan kekuasaan Perancis di Eropa melaly;
tiga peperangan besar: Perang Pe:ancis-Belanda, Perang Aljang
Besar, dan Perang Suksesi Spanyol antara 1701-1714. Louis X1y
berhasil menerapkan absolutisme dan negara terpusat. Ungkapan
“L’Etat, c’est moi” (Negara adalah saya) seting dianggap berasa]
dari dirinya, walaupun ahli sejarah berpendapat hal ini tak tepat
dan kemungkinan besar ditiupkan oleh lawan politiknya sebagai
perwujudan stereotipe absolutisme yang dianut. Seorang penulis Pe-
rancis, Louis de Rouvroy, bahkan mengaku bahwa ia mendengar
Louis XIV berkata sebelum ajalnya: “Je m’en vais, mais UEtat demeu-
rera toujours” (Saya akan pergi, tapi negara akan tetap ada). Akibat
pemerintahannya yang absolut, Louis XIV berkuasa dengan sewe-
nang-wenang, hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan
yang luar biasa pada rakyat. Sepeninggal dirinya, kekuasaannya
yang mutlak dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya hingga Louis
XVI. Kekuasaan Louis XVI akhirnya dihentikan dan dia ditangkap
pada Revolusi 10 Agustus, dan akhirnya dihukum dengan guillotine
untuk dakwaan pengkhianatan pada 21 Januari 1793, di hadapan
para penonton yang menyoraki hukumannya. _

Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal de
ngan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa pe
nguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya
harus diperinci secara tegas, sebenarnya sudah muncul sebelum
Louis XVI dihukum dengan guillotine. Dapatkah Anda menjelaskan
peristiwa mana yang mengawali tonggak sejarah tersebut? Cob?
arahkan ingatan Anda pada sejarah perjuangan dalam menegak”
kan hak asasi manusia (HAM). Dalam rentetan sejarah penegaka!
HAM, Anda akan menemukan beberapa peristiwa yang melahl’”
kan berbagai dokumen HAM. Apakah Anda masih ingat denga”
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Magna Charta di Inggris, p; )
dence dalam sejarah . il of Rights day, p .
Ameriky Serikat, eclaration of Indepen.

L'homme et du Citoyen dj Perancigy | Ceclaration des Droits de

Seorang ahli konstitys; berkel,

Contoh dalam Bab 11 tentang
Kekuasaan :
ra memuat aturan-aturan dasar e beﬁ}ﬂf’temenntahan Nega-

1. Pedoman bag1 presiden dalam - i
meme kekuasaan :

tahan (Pasal 4, ayat 1). _ gang i PEPE-

2. Syarat-s?rarat yang harus dipenuhi oleh _ca'lbn' presiden dan ca-
lon wakil presiden (Pasal 6 ayat 1). ik

3. ;)embatasan masa jabatan presiden dan wak11 presiden (Pasal

4. Pemberhentian presiden dan wakil _présideh dalam masa ja-
batannya (Pasal 7A dan 7B). ML e

5. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan
DPR (Pasal 7C). T |

6. Pernyataan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian de-
ngan negara lain (Pasal 11 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3).

7. Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)

8. Mengangkat dan menerima duta negara lain (Pasal 13 ayat 1,
ayat 2, dan ayat 3).

9. Pemberian grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 ayat 1)

10. Pemberian amnesti dan abolisi (Pasal 14 ayat 2).

11. Pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan
(Pasal 15).

12. Pembentukan dewan pertimbangan (Pasal 16)- .
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Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau UUD, antarg lain,

1. Organisasi negara; misalnya, pembagian kekuasaan antar, ba
dan legislatif, eksekutif, dan yudikatif: Pada negara federal
pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan Peme.
rintah negara-negara bagian, dan tentang prosedur menyej,
saikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah saty badan
pemerintahan.

2. Hak-hak asasi manusia. Dalam UUD NRI Tahun 1945, mjg,).
nya diatur secara khusus dalam BAB XA, Pasal 28A sampy;
Pasal 28 J. |

3. Prosedur mengubah UUD. Dalam UUD NRI Tahun 1945, ;.
salnya, diatur secara khusus dalam BAB XVI, Pasal 37 tentang
Perubahan Undang-Undang Dasar..

4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu
dari UUD. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun UUD
ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja
diatasi, seperti misalnya: munculnya seorang diktator atau
kembalinya suatu monarki. UUD Federal Jerman melarang
untuk mengubah sifat federalisme dari UUD oleh karena di-
khawatirkan bahwa sifat umtansme dapat melicinkan jalan
untuk munculnya kembali seorang diktator seperti Hitler.
Dalam UUD NRI 1945; misalnya diatur mengenai ketetapan
bangsa Indonesia untuk tidak akan mengubah bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Pasa] 37, ayat 53 .

5. Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara Ung-
kapan ini mencerminkan semangat (spirit) yang oleh penyt-
sun UUD ingin diabadikan dalam UUD sehingga mewarnai
seluruh naskah UUD itu, Mlsalnya UUD Amerika Serikat me-
nonjolkan keinginan untuk memperkokoh penggabungan 13
koloni dalam suatu Uni, menegaskan dalam permulaan UUD:

“Kami, rakyat Amerika Serikat, dalam keinginan untuk men

bentuk suatu Uni yang lebih sempurna .. menerima UUD in!
untuk Amerika Serikat”,

Begitu pula UUD India menegaskan:
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1a sebagai suaty republik yang berdaulat dan de-

?et;kc;ﬁ:s dan‘ ulnluk menjamin kepada semua warga negara;
N sosial, ekonomi, dan itik; “ |

@ , politik; Kebehasan berpikir
[nengungkapkan diri, beragama dan beribadah; Kesamaan ria-’
am s:atus dan kesempatan: dan untuk memperkembangkan
mereka persaudaraan Yang menjunjung tinggi martabat sese.
orang dan persatuan negara.”

Dalam kaitan dengan inj Pembukaan

UUD NRI 1945 menyata-
kan:

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala
bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia ha-

rus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan
dan perikeadilan.

Dan pgrjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah
sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sen-
tausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang

kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, ber-
daulat, adil, dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan dido-
rongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebang-
saan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan
ini kemerdekaannya.”

Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim di-
sebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak
semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang
Dasar. Kerajaan Inggris misalnya, sebagai negara konstitusional
tetapi tidak memiliki suatu naskah Undang-Undang Das:fur. Atas
dasar kenyataan demikian, maka konstitusi. lebih tepat diartikan
sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang ber-
tujuan membangun kewajiban-kewajiban, keku.asaamkekuas;anf
dan fungsi-fungsi dari pelbagal institusi .pf:menntah, mereg as;
hubungan antara mereka, dan mendefinisikan hubungan antar
negara warga negara (individu). .

: Ber(:IZarkaﬁ uraigan di atas, maka kita mefllp‘l‘m)’;l du:rl::as‘;ﬁ:ln‘f
pengertian tentang konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam
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pit dan konstitusi dalam arti luas.

1. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumenp, atay
seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untyk
menyelenggarakan negara.

2. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertyljg
maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lemp, g3
negara dibentuk dan dijalankan. |
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Sebagai warga negara, bentuk keterikatan kita terhadap ne-
gara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik (re-
siprokalitas). Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap
negara, dan sebaliknya negara memiliki hak dan kewajiban terha-
dap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan
isi konstitusi negara perihal hubungan antarwarga negara dengan
negara. Di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara
diatur dalam UUD RI 1945. Antara hak dan kewajiban warga ne-
gara di Indonesia yang berdasar pada ide kedaulatan rakyat yang
bersumber pada sila IV Pancasila.

L Pengertian Hak

Menurut Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima
atau melakukan suatu yang semestinya diterima fttau di}akukan
melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana
Pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh-
Nya.
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Adapun menurut Soerjono Soekanto, hak dibedakan Menjog
1

dua, yaitu: :
1. Hak searah atau relatif, muncul dalam hukum perikaty;, atay

perjanjian. Misalnya: hak menagih atau melunasi Prestas;
2. Hak jamak arah atau absolut.

2. Pengertian Kewajiban
Menurut Prof. Dr. Notonegoro, kewajiban berasal dar; kata

wajib. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang se.

mestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapa
oleh pihak lain mana pun, yang pada prinsipnya dapat ditungy
secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuaty
yang harus dilakukan. el

Adapun menurut Curzon, kewajiban dikelompokkan menjad;

lima, yaitu: ' P e

1. Kewajiban mutlak, tertuju kepada diri sendiri maka tidak ber-
pasangan dengan hak dan nisbi melibatkan hak di lain pihak:

2. Kewajiban publik, dalam hukum publik yang berkorelasi de-
ngan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik dan kewa-
jiban perdata t_imbﬁll_daripeljanjiaﬁ ‘berkorelasi dengan hak
perdata; R R

3. Kewajiban positif, menghendaki dilakukan sesuatu, dan kewa-
jiban negatif, dan tidak melakukan sesuatu;

4. Kewajiban universal atau umum, ditujukan kepada semua
warga negara atau secara umum, ditujukan kepada golongan
tertentu dan kewajiban khusus, timbul dari bidang hukum ter-
tentu, seperti perjanjian; -

9. Kewajiban primer, tidak timbul darj pe'rbu"atan'melawan hu-
k@; misalnya, kewajiban untuk tidak mencemarkan nama
baﬂ'{ dan kewajiban yang bersifat memberi sanksi yang timbul
dari perbuatan melawan hukum; misalnya, membayar kerugi-
an dalam hukum perdata,

3. Pengertian Warga Negara .
Pengertian warga negara menurut KBBI (2002) adalah per-
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dquduk sebuah negara e.ltau bangsa berdasark
elahiran, d@ sebagainya, yang mempuny
enuh sebagai seorang warga dari negara
Atmanto (2006) warga negara adalah angg
punyai hubungan hak dan kewajiban yan
rerhadap negaranya. Jadi warga negara adalah orang-orang yan
menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota resmiydaﬁ
quatu negara tertentu, atau dengan kata lain warga negara adalah
warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan per-
undang-undangan. bt o '

aTn keturunan, tempat
ai kewajiban dap hak
itu. Menurut Koern;.
Ota negara dan mem.
8 bersifat timbal bajjk

A. KONSEP, URGENSI HAK, DAN KEWAJIBAN NEGARA
SERTA WARGA NEGARA i
Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu
yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan
tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya
dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk
memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan
oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang
pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepen-
tingan. Kewajiban dehgan :der_nikilan.n;erupakan? sesuatu yang ha-
rus dilakukan (Notonagoro, 1975). el Wb B
Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dl
pisahkan. Menurut “teori korelasi” yang dianut oleh pengikut uti-
litarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajib-
an. Setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak;crang lz?,
dan begitu pula sebaliknya. Atas dasar pemikiran itulah, pkﬁb a
hanya menekankan pada hak dan mengabaikan pada kewajiban
maka akan timbul berbagai macam persoalan. . L iak mas
Mengakui hak manusia lain tidak.!;f;“.na denganalzlll Jumpulan
*yarakat atau mengganti masyarakat 1tu dengan sul k adalah to-
individu tanpa hubungan satu sama lain. Yang ditola ai‘ B i
‘aliterisme, yakni pandangan bahwa negara I.nempiﬁyakuan hak-
absolyt terhadap warganya. Dengan demikian, peng
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hak manusia menjamin agar negara tidak sampai menggi], ing
vidu-individu. “

Yang perlu kita usung adalah menyeimbangkan anty,, in
nuntut hak dan menunaikan kewajiban yang melekat Padanh‘
Yang menjadi persoalan adalah rumusan aturan dalam uup Ri
1945 yang menjamin hak-hak dasar warga negara sebagija,, be.

-sar tidak dibarengi dengan aturan dasar yang menuntut kEWajjban
yang harus dipenuhi.

Sebagai contoh hak dan kewajiban warga negara yang bersify
timbal balik adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan
penghidupan yang layak dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 Atag
dasar hak ini, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan peng.
hidupan bagi warga negara. Untuk merealisasikan pemenuhan haj
warga negara tersebut, pemerintah tiap tahun membuka lowongap
pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat.
Guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengelu-
arkan berbagai kebijakan dan pengaturan yang mengikat warga
negara dan menjadi kewajiban warga negara untuk memenuhi-
nya. Misalnya, kewajiban membayar pajak yang terdapat dalam
Pasal 23A UUD 1945. Hal ini dikarenakan saat ini pajak merupa-
kan sumber penerimaan negara terbesar dalam membiayai penge-
luaran negara dan pembangunan. Dengan masuknya pendapatan
pajak dari warga negara maka pemerintah juga mampu memenuhi
hak warga negara yakni hak mendapatkan penghidupan yang la-

Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk di
dapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih
berada dalam kandungan. Hak pada umumnya didapat denga®
cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban-

Contoh hak warga negara Indonesia, yaitu:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan ht
kum. |

2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidup®”
yang layak.

3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mat? -
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hukum dan di dalam pemerintahan.
4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan men-
jalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang diper-

cayai.

5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan
pengajaran.

6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara
kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh.

7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan
berserikat, berkumpul ‘mengeluarkan pendapat secara lisan
dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.

Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur hak-hak warga
negara, yaitu dalam: _

1. Pasal 27: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2. Pasal 28A: Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan
kehidupannya. -

3. Pasal 28B: Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah. -

4. Pasal 28C: Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuh-
an kebutuhan dasarnya, hak untuk mendapatkan pendidikan
dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknolo-
gi, seni, dan budaya.

5. Pasal 28D: Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan
kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan
hukum.

6. Pasal 28F: Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beriba-
dah menurut agamanya, memilih pekerjaannya, kewarganega-
raan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan mening-
galkannya, serta berhak untuk kembali.

Adapun kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap seba-

gai suatu keharusan/kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu

sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas
untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu
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keharusan/kewajiban bagi individu dalam melaksanaky,,

sebagai anggota warga negara guna mendapat pengaku;mp:an

hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban terseby;. i
Contoh kewajiban warga negara Indonesia, yaitu:

1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan 5
dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Inq%t
sia dari serangan musubh.

2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribyg; Van
telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintap, die.
rah (pemda).

3. Setiap warga negara wajib menaati serta men_]un_]ung tingy;
dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, ser.
ta dijalankan dengan sebaik-baiknya.

4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh
terhadap segala hukum yang berlaku d1 wﬂayah negara In.
donesia.

5. Setiap warga negara Wajlb turut serta dalam pembangunan
untuk membangun bangsa agar bangsa kita blsa berkembang
dan maju ke arah yang leblh baJk Lt

Kewajiban warga nega.ra menurut UUD 1945 sebagal berikut:

1. Pasal 27: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemenntahan dan wajib menjunjung hu-
kum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2. Pasal 28): Setiap orang wajib menghonnau hak asasi manu-
sia orang lain dalam tertib kehidupan.

3. Pasal 31: Setiap warga negara wajib menglkutl pendidikan
dasar dan pemerintah wajib memblayamya

1. Bentuk Pelanggaran Hak Wa_rga Negara
Terdapat berbagai macam bentuk pelanggaran menurut uu,

yaitu: -

a. Penangkapan dan penahanan ses_eo_rang demi menjaga stabill
tas, tanpa berdasarkan hukum .

b. Penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga masy®
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rakat yang dianggap ekstrem yang dinilaj
mengganggu stabilitas keamanan yang qlfl o
kelangsungan o
pembungkaman kebebasan pers dengan ca
s[UP, khususnya terhadap pers yang dinihi(:: Pﬁ‘n?a.h.utan
bijakan pemerintah, dengan dalih meng(gan engkm,sl ‘ke-
keamanan. Menimbulkan rasa ketakutan maig: Sktabllltas
terhadap pemerintah, karena takut dicurigai sega;:if:krfﬁas
. m

pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah (ekstrem), hi
Jangnya rasa aman. o

h pemerintah
an membahayakan

2. Kasus Pelanggaran Hak yang Terjadi di Indonesia

BE:I"ikL'lt ini adalah beberapa Kasus pelanggaran ataupun kon-
troversi HAM dan hak warga negara khususnya yang terjadi di

negara Kita.

a Hukuman Mati

Kontroversi hukuman mati sudah sejak lama ada di hampir.
seluruh masyarakat dan negara di dunia. Indonesia pun tak lu-
put dari kontroversi ini. Sampai hari ini pihak yang pro hukuman
mati dan yang kontra hukuman mati masih bersilang sengketa.
Masing-masing datang dengan rasional dan tumpukan bukti yang
berseberangan, dan dalam banyak hal seperti mewakili kebenaran
itu sendiri.

Seharusnya kontroversi i
alami serangkaian perubahan. Da
sesungguhnya bicara tentang hak-
UUD 1945 setelah perubahan masuk dala
dengan eksplisit mengatakan: “Setiap oran
serta berhak mempertahankan hidup dan keh

Jadi, hak untuk hidup atau the right (0 l
gzlning o 'UUD ke un'n:i{uk dari semua hak

cak hak asasi manusia yang merupakan in
asasi lain,

tu berakhir ketika UUD 1945 meng-
]am konteks hukuman mati kita
hak asasi manusia yang dalam
m Bab XA, Pasal 28A
g berhak untuk hidup
idupannya.”

ife adalah hak yang
hidup ini adalah
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b. Penggusuran Rumah

Penggusuran terhadap rumah warga selalu terjadi setiap .
hun. Tatewsang kota selalu menjadi alasan bagi pemerintah unty)
melakukan kebijakan yang merugikan bagi sebagian wargy kot
itu. Kebijakan pemerintah melakukan penggusuran ini dinj]a; se.
bagai bentuk pelanggaran hak warga negara.

3. Contoh Pengingkaran Kewajiban di Indonesia

Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekalj bentyk.
nya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat, di antaranya; ,
a. Membuang sampah sembarangan. |
b. Melanggar aturan lalu lintas; misalnya, tidak memakaj helm,

tidak mempunyai SIM, tidak mematuhi rambu-rambuy lalu lin-

tas, tidak membawa STNK dan sebagainya.

C. Merusak fasilitas negara, misalnya, mencorat-coret bangunan
milik umum, merusak jaringan telepon, dan sebagainya,
Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan

negara; misalnya, mangkir dari kegiatan.
€. Membayar pajak dan menaati hukum lalu lintas.

B. SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS, POLITIK

TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA SERTA
WARGA NEGARA

1. Sumber Historis

Secara historis, salah saty tokoh

asasi manusia di dunia Barat (Eropa) adalah John Locke, seorang

filsuf Inggris abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya
hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas
hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangannya ditandai
dengan tiga peristiwa penting di dunia, yaity Magna Charta, Revo-
lusi Amerika, dan Revolusi Perancis,
Pemahaman mengenai HAM sem

akin meluas sejak permulaan
abad ke-20. Konsep HAM ini pertama kali diperkenalkan oleh Pre-

pél:iuanga.ﬁ menegakkan hak
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¢ ;i
o i b St yang isinya tentang
a. Kebebasan“ﬂmkbﬂasT W,

b. Kebebasan untuk berbicata dan berpendapat.

c. Kebebasan dari kemelaratan.

d. Kebebasan dari ketakutan.

Hak asasi manusia kini sudah diakui di seluruh dunia dan ber-
sifat universal meliputi bidang kehidupan manusia dan tidak lagi
menjadi milik negara Barat. Sekarang ini, hak asasi manusia telah
menjadi isu kontemporer di dunia.

Jika hak asasi manusia mendapat perjuangan yang luar biasa
dari para pendukungnya misalnya dengan munculnya Decralation
Universal of Human Rights 1948, maka pemikiran tentang kewajib-
an dasar manusia tidak sebesar itu. -

Tahun 1997, Interaction Council mencanangkan suatu naskah
berjudul Universal Declaration of Human Responsibilities (Deklara-
si Tanggung Jawab Manusia). Prinsip dasar dgklarasi ini adalah
tercapainya kebebasan sebanyak mungkin, tetapi pada saat yang
sama berkembang rasa tanggung jawab penuh yang memungkin-
kan kebebasan itu tumbuh. Untuk mencari keseimbangan'antara
hak dan kewajiban, ada suatu kaidah emas yang perit glpl_ffhfi-
tikan, yakni “Berbuatlah terhadap orang lain seperti An : alll:gm
mereka berbuat terhadap Anda”. Terlalu mengutamakan se
cara ckeldusif dapat menimbulkan konflik, perpecahan, dan per

' e 3 1ot baikan tanggung jawab

tengkaran tanpa akhir, di lain pihak mengabars: « < but

i i an. Dari uraian tersebut,

manusia dapat m bulkan ketimpang arah pemikiran ten-
dapat dilihat bahwa ternyata munculnya 5€J

tang hak mendahului pemikiran tentang kewajiban.

2. Sumber Sosiologis . ot

D ini banyak terjadi berbagai gejolak dalam;]‘:? . sl

yan esangwasa . an}t"ihatinkan, yakni munculnya 1::“ . lfit'l oy

Yani ditanzgaim;eipan Londisi kehidupan sosia! b“anaysebelumnya

bembah - dg f: aﬂtaStiS Bangsa Indonesia yang \
r S dan .
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~ dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandaj |,

erbaSa

basi sekoyong-koyong menjadi pemarah, suka memakj pend
’ €n.

dam, perang antar kampung dan perbuatan buruk lainnya,

‘ Suatu masyarakat sipil demokratis harus mampu meng.ha
nikan kewajiban dan hak negara dan warga negara, Entitas,r mO‘
gara persatuan dari bangsa multikultur seperti Indonesia p, ne.
bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas pengelolaan penya
rintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenr::
an prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, yang ber]a) -
bagi segenap warga dan elemen kelbangsaa'n. Tuntutan bukan ha[f
nya tentang pemenuhan hak-hak individu dan kelompok masyar,.
kat, melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas
sosial (gotong royong) dalam rangka kemaslahatan dan kebahagi.
aan hidup bangsa secara keseluruhan (Latif, 2011).

3. Sumber Politik =

Sumber politik yang mén'dasaﬁ"'_'diﬁ'éﬁiika kewajiban dan hak
negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil peru-
bahan UUD NRI 1945 yang te_rjzidi' pa'idé_il'ei'é.i Reformasi. Pada awal
era Reformasi muncul, berbagai tuntutan reformasi di masyarakat
yang disampaikan oleh berbagai komponen bangsa terutama oleh
mahasiswa dan pemuda.;’ 00T RS

Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa
UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan
yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM.
Sehingga pada akhirnya UUD NRI 1945 mengalami amendemen
sebanyak empat kali agar dapat mementhi tuntutan-tuntutan ma-

syarakat.

C. ESENSI DAN URGENSI HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA
DAN WARGA NEGARA | i
o al sebagai bangsa yang religius. Ke-

angsa Indonesia diken e
rc:yaagn bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah a
pe

DIKAN KEWARGANEGARAAN
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semenjak zaman prasejarah, sebelum dat
ruh agama besar ke Tan it ‘
ah Air. Karena it dalam perkembangan.

sa ki ima a ma ma hess
nya bangsa kita mudah menerimg Penyebaran aga b
yel agama-agama besar

tersebut. Ra‘lkyat Bangsa Indonesia menganut berbagai
dasarkan kitab suci yang diyakini | A T i

angnya pengar
J : uh-penga.
aren PR

NRI 1945 Pasal 29.

Sﬂf‘ Ketflhanan Yang Maha Esa merupakan basis dari sila-sila
Pancasila lainnya. Menjadi pandangan dasar dan bcrsifat. prir:ne‘r
vang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegara-
an bangsa Indonesia. Pasal 29 ayat (1) UUD NKRI 1945 menegas-
kan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, mak-
nanya adalah bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa harus diwujudkan
dalam kerangka kehidupan bernegara.

2. Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan nasional merupakan perwujudan amanat UUD
NRI 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Penye-
lenggaraan tersebut harus melahirkan manusia yang beriman dan
bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulai, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang de-
mokratis serta bertanggung jawab. _

Kecerdasan yang diciptakan nantinya bukan hanya cerdas in-
telektual, tetapi cerdas spiritua], emosional, sosial, bahkan kineste-
tis. Bersamaan dengan dimilikinya kecerdasan secara komprehen-
sif, insan Indonesia juga harus kompetitif.

3. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat

ko-
Sesusi dengan Pasal 33 ayat (1) UUD NRL 1948 82000
nomian nasional adalah kekeluargaan. A.nmyd, o gng berasas
nomian nasional adalah sistem ekononlup kerzl;z;itag ;1 S i ik
k an, bermora anc — s
k:ielumgaan, berl;ead:;:(l;tgmi rakyat. Sistem ekonoml kerakzji[::sl
mihakan pa , atan ma
" dalz T elI:onomi yang bertumpu pada kekuatan may

3
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an, sistem ini tidak dapat dipisahkan darj

sektor ekonomi rakyat, yakni sektor ckonomi baik produksi, 4;,
tribusi, maupun konsumsi melibatkan rakyat banyak, memberik,,

manfaat bagi rakyat banyak, pemilikan dan kepemilikannya o}q,
rakyat banyak.

rakyat. Dengan demiki

4. Pertahanan dan Keamanan
Adanya pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi TNI dap,
Polri baik dalam UUD NRI 1945 maupun dalam undang-undang

diharapkan akan mampu meningkatkan profesionalisme

terkait,
am bidang pertahanan dan ke-

kedua lembaga yang bergerak dal
amanan negara. Mengenai adanya ketentuan dalam Pasal 30 ayat

(5) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan dan su-
sunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan undang-undang,
merupakan dasar hukum bagi DPR dan presiden untuk memben-
tuk undang-undang. Pengaturan dengan undang-undang mengenai
pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis
dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan

sebagai kepentingan rakyat.
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HAK ASASI MANUSIA

A. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang di-
miliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha
Esa. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha
Esa sejak lahir, maka tidak seorang pun dapat mengambilnya atau
melanggarnya. Kita harus menghargai anugerah ini dengan tidak
membedakan manusia berdasarkan latar belakang ras, etnik, aga-
ma, warna kulit, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, dan lain-lain.
Namun perlu diingat bahwa dengan hak asasi manusia bukan
berarti dapat berbuat semena-mena, karena manusia juga harus
menghormati hak asasi manusia lainnya.

Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai hak asasi
manusia menurut para ahli, antara lain:

1. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ten-
tang HAM disebutkan: “Hak asasi manusia adalah seperangkat
hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia seba-
gai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-
Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi
oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, dem_i. ke-
hormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

2. Menurut (Kaelan, 2002), HAM adalah hak-hak dasar yang di-
miliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya.

3. Menurut John Locke, HAM merupakan suatu hak yang dibe-
rikan langsung oleh Tuhan yang bersifat kodrati. Artinya, hak

. i
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yang dimiliki oleh _s_etiap manusia menurut kodratnya 4, .
_ dak bisa dipisahkan hakikatnya, sehingga sifatnya adalaha:l t]

4. Menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak .,
harus dimiliki pada setiap orang yang dibawa sejak lahiﬂﬁg
dunia dan menurut Miriam Budiarjo hak tersebut memilik; S.e
fat yang universal, karena dimiliki tanpa adanya PETbEdaa:
ras suku, budaya, agama, kelamin, dan sebagainya,

5. Menurut Oemar Seno Adji, hak asasi manusia adalah hak yan
melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dar; ci;f
taan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki sifat tidak bojep,
dilanggar oleh siapa pun itu. ki

6. Menurut Komnas HAM; HAM ,a'dalah.hak,asasi manusia yang
mencakup berbagai bidang kehidupan manusia, baik ity s;.
pil, politik, sosial dan kebudayaan, ataupﬁ;i ekonomi. Bidang-
bidang tersebut tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya,

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak
paling dasar dan pokok yang dimiliki oleh manusia sejak ia lahir
tanpa membedakan bangsa, ras, suku, agama, dan jenis kelamin
tidak dapat direnggut oleh orang lain. AR

B. CIRI POKOK HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA
' Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik ke-
simpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM, yaitu:

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM
adalah bagian dari manusia secara otomatis.

2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis ke
lamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul s0-
sial dan bangsa. e |

3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak

" untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap
mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hllk‘}l‘]“
yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih,

1 2003).
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C. JENIS-JENIS HAK ASASI MANUSIA

Ada _tiga hak asasi manusia yang fundamental, yaitu:' (1) hak
hidup (life); _(2) hak kebebasan (liberty); dan (3) hak memiliki
(property)-

Adapun jenis hak asasi manusia dapat digolongkan sebagai
berikut:

1. Hak asasi pribadi, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan

kehidupan pribadi manusia. Contohnya: hak beragama, hak
menentukan jalan hidup, dan hak bicara.

2. Hak asasi politik, yaitu yang berhubungan dengan kehidup-
an politik. Contohnya: hak mengeluarkan pendapat, ikut serta
dalam pemilu, dan berorganisasi. e

3. Hak asasi ekonomi, yaitu hak yang berhubungan dengan ke-
giatan perekonomian. Contohnya: hak memiliki barang, men-
jual barang, mendirikan perusahaan/berdagang, dan lain-lain.

4. Hak asasi budaya, yaitu hak yang berhubungan dengan kehi-
dupan bermasyarakat. Contohnya: hak mendapat pendidikan,
hak mendapat pekerjaan, hak mengembangkan seni budaya,

5 Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan,

~ yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pe-
merintahan. Contohnya: hak mendapat perlindungan hukum,
ek o i oSt Hilans njjdi fejallja-t pemenntah, hak

i secara adil, dan lain-lain..

6. u;atﬁkuiltﬁiﬂgi,uiifkukan sama dalam tata cara penagladilaz

Contohnya: dalam penyelidikan, dalam penahanan, Galamp

nyitaan, dan lain-lain. | g gl

D. INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

i i tara lain termuat da-
i instru HAM di Indonesia antar: :
hm&mlgimbﬁan yuUD 1945. Hak asasl manusia tercan
' p i

tum d; an UUD 1945 hak se-
1 dalam pe“mbuka ngguhnya kemerdekaan itu izflah b i
. Alinea I: “Bahwa sesung maka penjaj ahan di atas}

gala bangsa dan oleh sebab itu,
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harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaﬁ

an dan perikeadilan”.
2. Alinea IV: “pemerintah Negara Republik Indonesia yan
hndfmgl segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dafah
Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, me;,_
cerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertp,.
an dunia, yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abag;

dan keadilan sosial ...”

Kedua, Batang Tubuh UUD 1945. Secara garis besar, hak-haj
asasi manusia tercantum dalam Pasal 27 sampai 34 dapat dikelom.
pokkan menjadi: :

1. Hak dalam bidang politik (Pasal 27 [1] dan 28).

2. Hak dalam bidang ekonomi (Pasal 27 [2], 33, 34).
3. Hak dalam bidang sosial budaya (Pasal 29, 31, 32).
4. Hak dalam bidang hankam (Pasal 27 [3] dan 30).

Berdasarkan amendemen UUD 1945, hak asasi manusia ter-
cantum dalam Bab X A Pasal 28A sampai dengan 28J, sebagaima-
na tercantum berikut ini: T .

1. Pasal 28A : ' ; _ Ll

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahan-

kan hidup dan kehidupannya. =
2. Pasal 28B il W o

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjut-
kan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekeras-
an dan diskriminasi.

3. Pasal 28C i

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemée
nuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidik-
an dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
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(2) Setiap Orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk memba-
ngun masyarakat, bangsa, dan negaranya,

pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlin-
dungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbal-
an dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan
kerja.

(3) Setap warga negara berhak memperoleh kesempatan
yang sama dalam pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah me-
nurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran.
memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih
tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya,
serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini keperca- -
yaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati
nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas ke
pul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F .
Setiap orang berhak untuk perkomunikasi dan memperoleh
badi dan lingkungan so-

informasi untuk mengembangkan pri 150
sialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, l'flerlllhkl,
menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal ZBG . # -b d. k
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, e?
pat, dan harta benda yang di

luarga, kehormatan, marta
bawah kekuasaannya, serta perhak atas rasa aman dan
perlindungan dan ancaman Kelakuan untuk berbuat sesu-

bebasan berserikat, berkum-
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atu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atay
perlakuan yang merendahkan derajat martabat manyg;,
dan berhak memperoleh suara politik dari negara lain,

8. Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hldup sejahtera lahir dan batip, ber.
tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kese.
hatan. |

(2) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan per],.
kuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfay
yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan,

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkip.
kan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusis

yang bermanfaat.. o

(4) Setiap orang berhak mempunyal hak m111k pribadi dan
hak milik tersebut tidak boleh diambil ahh secara sewe-
nang-wenang oleh smpa pun. .

9. Pasal 281 |

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tldak dlSlksa, hak kemerde-
kaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk
tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di-
hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang
tidak dapat dlkurangl dalam keadaan apa pun.

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskrimi-
natif.

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihor-
mati selaras dengan perkembangan zaman dan pefadab" |
an.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemen“h'ln
hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutd”

ma pemerintah.
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(5) Untulf menegakkan dan melindungi hak asasi manusia
sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis
E?aka p(l::{laksanaan hak asasi manugia dijamin, diatur, dar;

. ;t;‘?ng an dalam peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap orang wajib menghormati hak
lain dalam tertib kehidupan bermas
dan bernegara,

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan de-
ngan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang
adil sesuai dengan partimbangan moral, nilai-nilai aga-
ma, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masya-
rakat demokratis. '

asasi manusia orang
yarakat, berbangsa,

E. PIAGAM HAK ASASI MANUSIA
Piagam hak asasi manusia Indonesia terdiri dari 10 bab, seba-
gai berikut: - e sl i
1. Babl : Hak untuk hidup (Pasal1).
2. BabIl : Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pa-
sal 2). v it
3. BabIll : Hak mengembangkan diri (Pasal 3-6).
4. BabIV : Hak keadilan (Pasal 7-12).
5. BabV : Hak kemerdekaan (Pasal 13-19).
6. BabVI : Hak atas kebebasan informasi (Pasal 20-21).
7. Bab VII : Hak keamanan (Pasal 22-26).
8. Bab VIII : Hak kesejahteraan (Pasal 27-33).
9

. BabIX : Kewajiban (Pasal 34-36).
10. BabX : Perlindungan dan Kemajuan (Pasal 37-44).
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LEMBAGA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
perlindungan hak asasi manusia dapat dilakukan oleh berba‘
gai lembaga, antara lain:

Komisi nasional hak asasi manusia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Lembaga bantuan hukum.
Biro konsultasi dan bantuan hukum fakultas hukum.,

F.

DA W N e

Hak asasi manusia merupakan hak yang harus dih'ndungi,
baik oleh individu, masyarakat, maupun oleh negara. Hal inj ;.
karenakan hak asasi manusia merupakan hak paling asasi yang
dimiliki manusia sebagai anugerah yang diberikan Tuhan. Oleh
sebab itu, HAM harus dijaga, dihormati, dan ditegakkan dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tidak seorang pun ber-
hak untuk melanggar hak asasi yang dimiliki oleh manusia dengan
alasan apa pun. -

Untuk merealisasikan penegakan HAM di Indonesia maka
telah dibentuk suatu komisi mengenai hak asasi manusia. Dasar
hukum bagi penegakan HAM di Indonesia sudah sangat jelas, baik
melalui UUD, ketetapan MPR maupun perundang-undangan, baik
yang sudah disahkan maupun ratifikasi dari konvensi hak asasi
manusia yang ada di dunia internasional. '

Komisi Nasional (Komnas) HAM

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang ke-

dudukannya setingkat dengan lembaga negara

lainnya yang berfungsi untuk melaksanakan
pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantau-
an, dan mediasi hak asasi manusia.

Tujuan didirikannya Komnas HAM adalah untuk:

a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak
asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan pid-
gam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi mant-
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sia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuh-
nya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang
kehidupan.

wewenang Komnas HAM

Wewenang dalam bidang pengkajian penelitian, yaitu peng-
kajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi
manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai ke-
mungkinan aksesibilitas dan ratifikasi. Pengkajian dan penelitian
berbagai peraturan Pemndang-undangan untuk memberikan re-
komendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM.

Wewenang dalam bidang penyuluhan, yaitu:

1) Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada
masyarakat Indonesia. _ |

2) Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi
manusia melalui lembaga formal dan nonformal serta berba-
gai kalangan lainnya. | -

3) Kerja sama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya,
baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam
bidang hak asasi manusia.

Adapun wewenang dalam pemantauan, sebagai berikut:

1) Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyuluhan
laporan hasil pengamatan tersebut. |

2) Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang l.‘.lm-
bul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau ruang lm.g-
kupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi mamtls:a;

3) Pemanggilan kepada pihak pengadu korban maupun pihak
yang diadukan untuk dimintai dan di dengar ketermg@ya.

4) Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksu:.mnya,
dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang
diperlukan.

S) Peninjauan di tempat kejadian dan temp
anggap perlu. |

at lainnya yang di-

BAB 6 + HAK ASAS| MANUSIA 113

Dipindai dengan CamScanne



6) Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikap ks
terangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yan
diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan ke
pengadilan.

7) Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bang,.
an dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimijig; pi.
hak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan.

tl]a

Terakhir, wewenang dalam bidang mediasi, yaitu:

1) Perdamaian kedua belah pihak.

2) Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, med;.
asi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

3) Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan
sengketa memalui pengadilan.. | |

4) Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak
asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti pe-
nyelesaiannya. R |

5) Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak
asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik In-
donesia untuk ditindaklanjuti. s |

G. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Pelanggaran HAM merupakan 'tinclak&n pelanggaran kemanu-
siaan baik itu dilakukan oleh individu maupun oleh institusi ne-
gara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa
ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi
pijakannya. - el : i

H. MACAM-MACAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Pelanggaran hak asasi manusia dikategorikan ke dalam dua
jenis, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan.
Yang termasuk pe!anggaran HAM berat antara lain:

1. Pembunuhan secara Sewenang-wenang yang tidak mengikuti
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U1 o

keputusan pengadilan dan hukum yang berlaku.
Melakukan segala bentuk penyiksaan,

Melakukan sistem perbudakan dan diskriminasi secara siste-

matis.
Pembunuhan secara massal,

Menghilangkan seseorang secara paksa,

Adapun kasus Pelaﬂggaran HAM yang berkategori ringan, ya-

Melakukan kekerasan, pemukulan, penganiayaan, dan lain-
lain. _

Melakukan pencemaran nama baik seseorang.

Melakukan pengancaman. il

Menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasi.
Menghalangi seseorang dalam melakukan perjalanan.

CONTOH PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
DI INDONESIA

. Kasus Pembunuhan Salim Kancil (2015) ' -
" Salim Kancil adalah seorang aktivis petani yang tewas dibantai

oleh puluhan warga desa Selok Awa
Pada 26 September 2015 lalu. Pem
oleh keberanjannya menentang tam
%2k lahan pertanian warga dan juga merus

r-Awar, Kabupaten Lumajang
bantaian ini dilatarbelakangi

bang pasir ilegal yang meru-
ak kelestarian alam.
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Saat itu, Salim bergerilya menghimpun kekuatan dengap, -
ni untuk melakukan perlawanan terhaq,

ulkan para peta p ;
ngump al yang dikomandoi oleh tim 12 (man,

pihak penambang pasir ileg
tan tim kampanye kades mercka: Haryono).
Berbagai upaya dilakukan Salim kancil untuk menghemikan

aktivitas penambangan tersebut. Namun, perlawanannya Mem.
buat orang-orang yang mendukung penambangan pasir ilega be.
rang. Sampai akhirnya pada Sabtu 26 September 2015, rumah g,_
lim di serang puluhan orang. Ia disiksa dan diseret sampai ke balaj

desa hingga tewas.

Penyelesaian Hukum

Dua otak pembunuhan terhadap Salim Kancil, yakni Hariyong
(kepala desa non-aktif Selok Awar-Awar) dan Madasir (ketua lem-
baga masyarakat desa hutan atau LMDH) setempat divonis oleh
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada 23 Juni 2006,
dengan vonis masing-masing 20 tahun kurungan penjara.

2. Penembakan Misterius (Petrus)

Penembakan misterius atau, P'é't':ri;s_'-:-,aidalah operasi rahasia
pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1980-an untuk
mengatasi tingkat kejahatan yang sangat tinggi pada masa itu. Inti
dari operasi ini adalah untuk menangkap dan membunuh orang-
orang yang dianggap mengganggu ketenteraman dan keamanan di
wilayah Jakarta dan Jawa Tengah. |

Korban Petrus kebanyakan ditemukan masyarakat dalam ke-
adaan diikat tangan dan lehernya. Beberapa di antara mereka di-
masukkan ke dalam karung dan dibuang di kebun, di depan ru-
mabh, sungai, laut, dan bahkan di pinggir jalan.

Tahun 1983 sebanyak 523 orang tercatat terbunuh sebagai
korban Petrus. 367 orang di antara korban tersebut meninggal aki-
bat luka tembak. Selanjutnya pada 1984 tercatat 107 orang meé

ninggal dengan 15 orang di antaranya tewas karena luka tembak.
Dan yang terakhir pada 1985 sebanyak 74 orang tewas dengan 28
di antaranya tewas karena luka tembak,
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3, Peristiva Tanjung Priok (198 4)

Tragedi Tanjung Priok merupakan nepicf: ;
nassa Islam dan pemerintahan Olrba (’E)il‘:zl;z:f;y;;g ::Sl(ljl.)itkan
gal 12 September 1984 ini menewaskan ratusan oranggdari v
rakat Muslim (informasi korban simpang siur), e

Peluru-peluru timah diberondongkan tentara bersenjata leng-
kap yang sudah siap menghadang ribuan massa yang menuntgt
pembebasan empat tahanan di Mapolres Jakarta Utara dan Kodim
yang jaraknya berdekatan.

Masa pun berhamburan dan korban berjatuhan. Bahkan,
menurut saksi dalam kejadian tersebut (AQ Djaelani), beberapa
orang yang bertiarap menghindari desingan peluru dilindas oleh
dua truk yang saat itu mengangkut pasukan tambahan dari arah

pelabuhan. (tirto.id)

4. Penculikan Aktivis 1998 ,

Penculikan aktivis 1998 merupakan penghilangan secara pak-
sa aktivis pro-demokrasi menjelang sidang umum MPR pada tahun
1998. Penghilangan secara paksa atau penculikan ini terjadi dalam
3 tahap. Yang pertama adalah menjelang Pemilu 1997 dan 2 bulan
sebelum sidang umum MPR maret 1998.

Sembilan aktivis yang diculik pada tahap 2 dil
bicara secara terbuka kepada publik tentang pengalaman mereka
saat dihilangkan secara paksa. Namun mereka yang diculik pada

tahap 1 dan tahap 3 tidak ada yang kembali satu orang pu.
Total korban dari peristiwa ini adalah 1 orang dibunuh, 12

orang dianiaya, 11 orang disiksa, 19 orang dirampas kemerdeka-
an fisiknya dan 23 orang dihilangkan secara paksa. Komnas HAM
menyimpulkan peristiwa ini termasuk ke dalam pelanggaran berat
berdasarkan UU No. 25 Tahun 2000 dan mulai melakukan penye-
lidikan dari 1 Oktober 2005 hingga 30 Oktober 2006.

epas dan ber-

5. Tragedi Trisakti (12 Mei 1998) otk vl
Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 19?{%, mabhasis tzl r)I’ibat
ber‘318!1£10nsl:ra.‘si menuntut Soeharto turun dari jabatannya
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bentrok dengan aparat yang ingin membubarkan demonstrasi_
Empat orang mahasiswa tewas tertembak dalam peristiw; i

di antaranya Hafidin Royan (1976-1998), Elang Mulia Lesman,

(1978-1998), Heri Hertanto (1977-1998) dan Hendriawap Sie

(1975-1998).

6. Kerusuhan Mei 1998 _ _

Peristiwa ini adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa
yang terjadi 13-15 Mei 1998 di Jakar'té'-danlbeberapa kota lain-
nya. Kejadian ini dipicu oleh penembakan mahasiswa Trisakti se-
hari sebelumnya dan juga anggapan béhw_a pengusaha-pengusaha
Tionghoa-lah yang menyebabkan ekonomi Indonesia carut-marut.

Toko, rumah, kantor swasta, bengkel dan pusat perbelanja-
an milik warga keturunan Tionghoa dihancurkan, dibakar dan
dijarah. Sementara itu banyak wanita keturunan Tionghoa yang
mengalami pelecehan seksual bahkan dianiaya sampai dibunub.

Banyak pihak menilai peristiwa tersebut bukanlah sesuatu
yang terjadi secara spontanitas, Namun ada pihak-pihak yang
menggerakan kejadian tersebut secara sistematis.

7. Pembantaian Banyuwangi (1998)

Pada 1998, Banyuwangi geger dengan pembunuhan terhadap
orang yang diduga terlibat praktik perdukunan (santet) yans ke-
mudian merembet ke pembunuhan guru ngaji, ustaz, dan tokoh-
tokoh agama.
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pembunuh misterius tersebut kemudian disebyt “pjinia»
rena setiap kali beraksi orang-orang tersebyt Seialullmel\fmja . Ka-
pakaian i dal.l Juga penutup kepala menyerupai ni:ig“”akﬂn

Suasana saat ifu sangat mencekam, semua orang 41Jl;;1
curigai satu sama lain. Masyarakat l)erlallyc"l-tanjm) Scm + m:l)“'
ulnya dalang dan apa motif dibalik peristiwa teréé:bu{t pga:lap:;

sekarang, pertanyaan-pertanyaan itu pun masih belum terungkap
jawabannya secara pasti. |

8. Peristiwa Kudatuli

Peristiwa ini a.dalah penyerbuan dan pengambilalihan paksa
kantor DPP PDI di Jakarta Pusat pada 27 Juli 1996, oleh mas-
sa pendukung Soerjadi yang dibekingi oleh aparat kepolisian dan
juga ABRIL

Rekayasa pemerintah Orba Soeharto untuk menggulingkan
Megawati Soekarnoputri dari pucuk pimpinan partai dilawan oleh
pendukung Megawati yang didukung oleh rakyat yang semakin
kritis atas perilaku politik Orde Baru.

Peristiwa tersebut meluas jadi kerusuhan di beberapa wilayah
di Ibukota, beberapa kendaraan dan gedung pun terbakar. Hasil
penyelidikan Komnas HAM 5 orang meninggal dunia, 149 orang
luka luka dan 136 orang ditahan.

9. Tragedi Semanggi 1 (1998)

Peristiwa Semanggi 1 terjadi menjelang penutupan sidang Is-
timewa MPR yang berlangsung dari 10-13 November 1998 di Ge-
dung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.

Demo besar-besaran dilakukan setiap hari selama masa sidang
tersebut. Mereka menuntut pembersihan orang-orang Orde Baru
dari pemerintahan dan juga militer dari dunia politik.

Puluhan ribu mahasiswa dan masyarakat yang b:ergerak me-
nuju ke tempat pelaksanaan sidang, dihadang oleh barikade aparat
yang terdiri dari brimob, tentara dan Pam Swakzll_rsa. ‘

Mendekati hari terakhir masa sidang, mahasiswa yar‘lg berul:a-
ha menembus garis batas 2 kilometer dari MPR kembali mengha-
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s

in brutal.
ng semakin
ukulan aparat ya o T
Aparat mulai melepaskan tembakan yang ya dari p,,

dan hampa. Namun juga peluru-peluru tajam ke Az
Juru kal‘e.t é Korban pun berjatuhan, suasana .kacau, ambulyp,
ifl?:olﬂit;?l?‘mcmlmw:i korban !uka yang bergeluzlpang?n Karen,
tembakan ataupun pukulan dari benda keras dan tumpul aparat

dapi pem

10. Tragedi Semanggi Il

pada masa pemerintahan transisi, terjadi pendesakan agar pe.
merintah segera mengesahkan UU PKB (Penanggulangan Keadaap
Bahaya) yang isi materinya dinilai oleh banyak kalangan mempbe.
sikan keleluasaan berlebihan kepada militer dan cenderung sewe.
nang-wenang. Mahasiswa pun berdemonstrasi dalam jumlah besar
untuk menentang UU PKB tersebut dan meminta agar pemerintah
menghapuskan dwi fungsi ABRI/TNL

Hanya dengan cara berdemons®*®isilah aspirasi mereka dapat
didengar oleh segelintir orang yang menggunakan kekuasaan ber-
tameng undang-undang demi kepentingan pribadi. Para mahasis-
wa itu pun ditangkap dan ditembaki di bawah jembatan Semanggi.
Peristiwa tersebut terbilang sangat' keji karena lokasi penembakan
berada di tempat strategis dan dapat dilihat dengan mudah oleh
‘masyarakat awam. iy S Ry

11. Kasus Pembunuhan Munir

Munir Said Thalib adalah seorang aktivis yang aktif memper-
juangkan hak-hak orang tertindas dan terzalimi. Namanya melam-
bung ketika ia ikut membela para aktivis korban penculikan Tim
Mawar Kopassus. Ia tewas dalam perjalanan pesawat Garuda tuju- |
an Amsterdam, Belanda.

Hasil uji forensik kepolisian Belanda kemudian menemukan
jejak-jejak senyawa arsenikum dalam proses otopsi. Ia tewas dira-
cun oleh orang yang tidak suka dengan sepak-terjangnya menumnt-
pas kesewenangan yang marak terjadi, utamanya di zaman Orde
Baru,

Ada dugaan, motif pembunuhan dikarenakan ia memegang
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data penting terkait pelanggaran HAM
]angsal‘i, Lampllﬂg (1 989), penculikﬂn
qimor Timur, dan sebagainya,

sem:isal pembantaian dj Ta-
aktivis (1998), referendum

penyelesaian Hukum

Sampai saat ini, Kasus Munir masih jalan di tempat, Meski
pengadilan telah menjatuhkan vonjs 14 tahun pi(lz;nr:l te?:h ll:[Ufl
pollycarpus Budihari Priyanto yang diduga sebagai otak eribi‘lp
nuhan, namun motif dan aktor utama di balik kasus yang j:ga me:
nyita perhatian dunia Internasional ini masih belum terselesaikan.

12. Pembantaian PKI

Pembantaian PKI terjadi pada tahun 1965 hingga tahun 1966.
Pada saat itu diperkirakan lebih dari satu juta orang di penjara
dan lebih dari setengah juta orang dibantai secara biadab. Partai
Komunis Indonesia dihancurkan karena dituduh sebagai dalang
rencana kudeta terhadap presiden Soekarno.

Tanpa penyelidikan dan data yang memadai, Soeharto me-
nyimpulkan jika PKI adalah partai terlarang dan harus dibersihkan
dari kehidupan sosial, politik, dan militer. Peristiwa pembantaian
ini dimulai pada awal tahun 1966 dan berakhir pada awal tahun
1967, tepat sebelum Soeharto dilantik menjadi pejabat presiden.

Pembantaian hampir terjadi di seluruh pelosok Indonesia, na-
mun yang terparah terjadi pada basis-basis PKI yang ada di Jawa
Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara dan Bali.

13.Marsinah

Marsinah merupakan seorang pejuang HAM yang menjadi
Penggerak para buruh. Peristiwa ini terjadi pada Mei 1993. Marsi-
nah dan para buruh PT Catur Surya pada saat itu melakukan demo
dan mogok kerja demi menuntut kepastian kepada perusahaan

Yang telah mem-PHK karyawannya tanpa alasan. R
Beberapa sumber menyatakan jika demo pada

- dinai Namun sa-
1991 : dapat dinaikkan.
93 itu menuntut agar upah buruh : i telah peristiwa tersebut,

YangHYa pada 8 Mei 1993 atau 5 hari
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Marsinah ditemukan dalam keadaan meninggal dengan luk, .
bq‘m dan darah di sekujur tubuhnya. .
Sebelumnya diketahui jika Marsinah sudah menghilang -

s sejak 6 Mei 1993. Hingga saat ini belum ada titik ey |
: ini atau bahkan pelakunya. Banyak pihak Van '

keji tak berperikemanusiaan yang d“akukaﬁ

misteriu
mengenai kasus
mengecam perbuatan
cepada Marsinah.

kepa ‘ |

14. Peristiwa Talangsari

Peristiwa Talangsari yang terjadi pada 1989 merupakan sepy,
ah insiden yang terjadi antara komunitas Warsidi dengan apara; |
setempat di Dusun Talangsari [Il Lampung Timur. Pada awalny,
Warsidi dijadikan imam dan panutan oleh Nurhidayat dan kelom.
poknya.

Dalam catatan, Nurhidayat pernah bergabung dalam gerakan
Darul Islam-Tentara Islam Indonesia (DI-TII) dan kemudian me-
nyempal dan mendirikan kelompok sendiri di Jakarta. Nurhidayat
dan Sudarsono kemudian merencanakan sebuah gerakan di Ta-
langsari. Aparat pun mencium rencana gerakan tersebut dan da-
tang ke Talangsari untuk meminta keterangan kepada Warsidi dan
pengikutnya. g

Namun kedatangan aparat ini dih_ujani.' anak panah yang mem-
buat Kapten Soetiman meninggal. Aparat pun mengambil tindak-
an tegas dan menyerbu Talangsari. Warsidi dan para pengikutnya
sebanyak 27 orang tewas. Kemudian 173 lainnya ditangkap.

d. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG TERJADI
PADA MASA ORDE BARU

Harus diakui pada masa Orde Baru dari segi pembangunan
fisik memang ada dan keamanan terkendali, tetapi pada masa ter-
sebut demokrasi tidak ada, kalangan intelektual dibelenggu, pers
di daerah dibungkam, KKN dan pelanggaran HAM terjadi di mana-
mana. Secara garis besar ada lima keburukan Orde Baru, yaitu:

Pertama, kekuasaan pemerintah yang absolut.
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r

guharto, Presiden Republjk Indonesj
a a j
kepresidenan Indonesia selama 32 ¢ ke-2, menduduki tahta

, ahun., Ttu berarti
8 menangkan sekitar enam kalj N rti, Suharto telah

emilihan umum (pemi
| al pemilu). Pad
waktu itu, kekuasaan Suharto dl(‘lllklll]g oleh partai Golonga)m I?af

ya ya‘ng dlbtiyalf“baﬂ’allgi OICh-. ‘l’artai Demokrasi Indonesia dan
partai Per.sa an Pem a.ngunan. I-ampak jelas dalam pemerintahan
Guharto di mana p.er.nermtah.z-m dijalankan secara absolut, Presiden
Suharto n1en§;011dlslkan kehidupan politik yang sentralistik untuk
melanggengkan kekuasaan. Salah satu hak sebagai warga negara
untuk mfand.apatkan kedudukan dalam pemerintahan menjadi hak
yang sulit didapatkan tanpa melakukan kolusi dan nepotisme.

Kedua, rendahnya transparansi pengelolaan.

Rendahnya transparansi pengelolaan negara juga menjadi
salah satu keburukan pemerintahan Orde Baru. Transparansi me-
rupakan bentuk kredibilitas dan akuntabilitasnya. Suatu undang-
undang tidak mengikat jika tidak diundangkan melalui lembaran
negara. Suatu sidang pengadilan dianggap tidak sah apabila tidak
dibuka untuk umum. Penelitian yang dilakukan oleh lembaga pe-
neliti yang menyangkut kepentingan masyarakat harus dipublika-
sikan. Pada masa Orde Baru, hak penyiaran dikekang. Berita-beri-
ta televisi dan surat kabar tidak boleh membicarakan keburukan
pemerintahan, kritik terhadap pemerintah, dan berita-berita yang
dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional.

Keuangan negara juga menjadi rahasia intema% peme.nntahan.
Utang negara menjadi terbuka jelas pun saat krisis d@a melan-
da. Indonesia tidak mampu membayar utang luar negeri yang ber-
tumpuk-tumpuk. Lebih dari itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar
Amerika yang menurun tajam memaksa Pemsahﬁaﬁ‘pemihdﬁ
memecat sebagian karyawannya untuk mengurang! b“fya v

: dan gulung tikar karena
* Bahkan, banyak perusahaan PLCLRHS 5 Bila dirunut
Negara tidak mampu membayar utang luar negeri. lansi v
lebih dalam, semua itu berakar dari rendahnya transpar

fintah terhadap masyarakat.
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.wan Perwakilan Rakyat dan Majelj
satu keburukan Ordzliil‘lun 113ﬁiwadi e Bondiayig Akl
likan oleh pemimpin negara. D“'“'“.h“l ini, as}? iraa-asipltrahsi dan
keinginan rakyat tidak mampu di‘fvu_]udkml ole pzmert“ S
gram-program pemerintah seperti LKMD, Inpref isa ertmggal,
dan seterusnya, menjadi semacam ])1‘081‘31:11 penjina ‘an yang dila.
kukan oleh penguasa agar rakyat miskin tidak berteriak menuntyy
hak-hak mereka.

Keempat, hukum yang diskriminatif.

Hukum yang diskriminatif menjadi keburukan Orde Baru se-
lanjutnya. Hukum hanya berlaku bagi masyarakat biasa atau ma-
syarakat menengah ke bawah. Pejabat dan kelas atas menjadi go-
longan yang kebal hukum. Hak masyarakat untuk mendapatkan
perlakukan yang sama di depan hukum menjadi hal yang sangat
langka. Hak asasi sosial dilanggar oleh pemerintah.

Berikut ini adalah kekurangan pada masa Orde Baru, antara

Permusyawaratan R

lain:

1. Semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata. i

3. Timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan dae-

rah, karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat.

Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena ke-

senjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua.

5 Ke:cemburuan antara penduduk setempat dengan para trans-
figran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup

besar pada tahun-tahun pertamanya

Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan

yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin),

Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan,

8. :;Iiefl?an pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran

jalah yang diberede],

9. Penggunaan kekerasan y
lain dengan program “p

10. Tidak ada rencana suks
tah/presiden selanjutn

ntuk menciptakan keamanan, antara
enembakan Misterius” (Petrus).

esl (penurunan kekuasaan ke pemerin-
ya),
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Perlindungan HAM dalam Orde Baru meman di ih
lemah. Berita mengenai Penembakan misteriug fpri'id:asa maSL
musuh negara termasuk teroris, menjadi catatan l{i.r'\;n ( )F:- Im‘;u ‘
piskriminasi terhadap hak-hak asasi kaum minnr;rm .(l;: k::u.
runan China pun menjadi pelanggaran HAM yang ti‘da].(r bis P
Jupakan. Meski demikian, Orde Baru memperlih ' '
besar untuk menjaga stabilitas nasional.
memungkinkan negara untuk menjag
perlindungan HAM bagi masyarakat.

a di-
atkan peran yang
Stabilitas nasional ini
a terlaksananya pelaksanaan

K. DAMPAK PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA
MASA ORDE BARU

Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada
masa Orde Baru menimbulkan beberapa dampak, yaitu dampak
positif dan dampak negatif, antara lain:

1. Dampak positif:

a. Mempersatukan kaum intelektual untuk menuntuk hak-

hak rakyat.

b. Menjadikan adanya perubahan menuju era Reformasi.

2. Dampak negatif:

a. Kekerasan dan kerusuhan yang semakin membludak.

b. Terjadi pelecehan di mana-mana.

¢. Seseorang menjadi kehilangan haknya.

d. Moral yang rusak.
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Bab ~

DEMOKRASI, PENDIDIKAN
DEMOKRASI, DAN DEMOKRASI
PANCASILA

Sebelum istilah demokrasi ditemukan oleh penduduk Yunani,
bentuk sederhana dari demokrasi telah ditemukan sejak 4000 SM
di Mesopotamia. Ketika itu, bangsa Sumeria memiliki beberapa
negara kota yang independen. Di setiap negara .kota tersebut para
rakyat sering kali berkumpul untuk mendiskumkan suatu perma-
salahan dan keputusan pun diambil berdasarkan konsensus atau

mufakat. . .
Barulah pada 508 SM, penduduk Athena di Yunani memben-

ang merupakan cikal bakal dari demo-
itu terdiri dari 1.500 negara kota (po-
Negara kota tersebut memiliki
da-beda, ada yang oligarki, mo-
Di antaranya terdapat Athena,

tuk sistem pemerintahan y
krasi modern. Yunani kala
leis) yang kecil dan independen.
sistem pemerintahan yang berbe'
narki, tirani, dan juga demokrasl.
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g mencoba sebuah model pemerintahan yang bary
pada masa itu, yaitu demokrasi langsung. Penggagas dfm demg.
krasi tersebut pertama kali adalah Solf)n, seora.ng Penymr dan pe.
garawan. Paket pembaruan l(onsﬁtu?l yang ditulisnya pada 59,
SM menjadi dasar bagi demokrasi di At.hena namun SOIOn-tjdak
berhasil membuat perubahan. Demokrasi baru dapat tercapai sery.

tus tahun kemudian oleh Kleisthenes, seorang bangsawan Atheng

Dalam demokrasi tersebut, tidak ada perwakilan dalam pemerip.

tahan sebaliknya setiap orang mewakili dirinya sendiri dengap
mengeluarkan pendapat dan memilih kebijakan. Namun dari se.
kitar 150.000 penduduk Athena, hanya seperlimanya yang dapat
menjadi rakyat dan menyuarakan pendapat mereka. Demokrasi ini
kemudian dicontoh oleh bangsa Romawi ‘pada 510 SM hingga 27
SM. Sistem demokrasi yang dipakai adalah demokrasi perwakilan
di mana terdapat beberapa perwakilan dari bangsawan di senat
dan perwakilan dari rakyat biasa di majelis. '

negara kota yan

Dari sudut bahasa, demokrasi dari bahasa Yunani yaitu demos
yang artinya rakyat dan cratos yang_'artinya- pemerintahan. Jadi,
secara bahasa demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau keku-
asaan rakyat. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa
Yunani Kuno, yakni demos dan kratein. Kata “demokrasi” merujuk
kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga
negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui
wakilnya yang dipilih; pemerintahannya mendorong dan menja-
min kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat,
menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang
menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang
warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Pengertian
tersebut Padf‘ dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincolt,
;ﬁ:in Presiden Anferika Serikat, yang menyatakan, «Demokrasi

suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk

rakyat” (the government from the people, by the people, and for the
people). | J
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A. ASAS POKOK, PRINSIP, DAN NILAI-
1. Asas Pokok Demokrasi

-Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan
dari, oleh dan untuk rakyat (Democracy is government of the people
by the people and for the people). Gagasan pokok atau gagasaﬁ drclsajr
suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manu-
sia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang
sama dalam hubungan sosial.

Berdasarkan gagasan dasar tersebut terda
demokKrasi, yaitu:

NILAI DEMOKRASI

pat dua asas pokok

a. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan; misalnya,
pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rak-
yat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan
adil; dan

b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia; misalnya, adanya
tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manu-
sia demi kepentingan bersama.

2. Prinsip-prinsip Demokrasi

Rakyat dapat secara bebas menyampaikan aspirasinya dalam
kebijakan politik dan sosial. Prinsip demokrasi dan prasyarat dari
berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi,
dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal
dengan “soko guru demokrasi”. Menurutnya, prinsip-prinsip de-
mokrasi yaitu:

Kedaulatan rakyat;

Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
Kekuasaan mayoritas;

Hak-hak minoritas;

Jaminan hak asasi manusia;

Pemilihan yang bebas dan jujur;

Persamaan di depan hukum;

Proses hukum yang wajar;

s e AR TR

DEMOKRASI, PENDIDIKAN DEMOKRAS!, DAN DEMOKRASI PANCASILA | 129
BAB7 - 1

Dipindai dengan CamScanne



i, Pembatasan pemerintah secara Kkonstitusional;

j.  Pluralisme sosial, ekonomi, dan pOlltl]'(, dan
k. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat,

3. Nilai-nilai pemokrasi

Nilai nilai demokrasi me
mengembangkan pemerintah
but antara lain: kebebasan (b
sipasi) menghormati orang atau
sama persaingan, dan kepercaya

2003). :
Rusli Karim (1991) menyebutkan perlunya kepribadian yang

demokratis meliputi inisiatif, toleransi, kecintaan terhadap keter-
bukaan, komitmen dan tanggung jawab, dan kerja sama keterhu-

Nilai-nilai yang terkandung dala m demokrasi seperti yang
diungkapkan di atas menjadi sikap dan bﬁdlayél demokrasi yang
perlu diwakili warga negara. Nilai-nilai demokrasi merupakan ni-
lai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang
demokratis. Nilai-nilai yang dikembangkan dan dibiasakan dalam
kehidupan warga akan menjadi budaya demokrasi.

Dari uraian di atas, maka kita mengetahui bahwa demokrasi
yang semula merupakan bentuk pemerintahan dan sistem politik
telah berkembang sebagai suatu pandangan atau budaya hidup,
yaitu pandangan hidup yang demokratis =~

rupakan nilai yang diperlukan untyj
an yang demokratis. Nilai-nilai terge.
erpendapat, berkelompok, berparti. |
kelompok lain, kesetaraan, kerja |
an (Asykuri Ibn Chamim, dkk,

B. JENIS-JENIS DEMOKRASI

!)er'm?krasi berdasarkan cara penyampaiannya dapat dibagi
menjadi tiga, yaitu: |

1. Demokrasi langsung

Dalam demokrasi langsung, rakyat diikutsertakan dalam pro-
ses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakal
pemennta’ha'n. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk
demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pen”
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dapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini,
setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu
kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung ter-
hadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi lang-
sung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di
Athena. Ketika terdapat suatu permasalahan yang harus dise-
Jesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Di
era modern, sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya
populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan selu-
ruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Selain
itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat se-
dangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu un-
tuk mempelajari semua permasalahan politik negara.

2. Demokrasi tidak langsung
Demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat
yang dipilihnya melalui pemilu untuk duduk di lembaga per-
wakilan rakyat. Aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-
wakilnya. wb

3. Demokrasi perwakilan T
Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung
dari rakyat. Demokrasi ini campuran antara demokrasi lang-
sung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya
untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rak-
yat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui refe-
rendum dan inisiatif rakyat.

Sistem demokrasi (menggantikan demokrasi langsung) yang
dalam menyalurkan kehendaknya, rakyat memilih wakil-wakil
mereka untuk duduk dalam parlemen. Aspirasi rakyat disampai-
kan melalui wakil-wakil mereka dalam parlemen, Tipe demokrasi
Perwakilan berlainan menurut konstitusi negara masing-masing.
Sistem pemilihan ada dua macam, yaitu pemilihan secara lang-
Sung dan pemilihan bertingkat, Pada pemilihan secara langsung,
Setiap warga negara yang berhak secara langsung memilih orang-
orang yang akan duduk di parlemen. Adapun pada pemilihan
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ﬁ.‘1
Ef:illliksa;;g;?gkdipilit{ rakyat adalah orang-orang dj iy,

» kemudian orang-orang yang terpilih jg, . &
anggota-anggota parlemen. - Memijj,

Meflurut d-asar prinsip ideologi, demokrasi dibedakan at
mokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Prinsip e " e
si konstitusional atau demokrasi liberal didasarkan padmﬂkra_
ﬁ_lsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai ma]{heiusifém
dividu yang bebas. Oleh karena itu, dalam sistem demokryg fn:
kebebasan individu adalah dasar fundamental dalam pelaksari .
demokrasi. Pemikiran tentang negara demokrasi ini dikembaian
kan oleh Hobbe, Locke, dan Rousseau,"yalmi bahwa negara terbeﬁ:
~ tuk karena adanya perbenturan kepentingan hidup mereka dalam
hidup bermasyarakat dalam suatu natural state. Akibatnya, terjad;.
lah penindasan di antara satu dan yang lainnya. Oleh karena itu,
individu-individu dalam suatu masyarakat itu membentuk suat
persekutuan hidup bersama yang disebut negara, dengan tujuan
untuk melindungi kepentingan dan hak individu dalam kehidupan
masyarakat negara. Atas dasar kepentingan ini, dalam kenyataa-
nya muncullah kekuasaan yang kadangkala menjurus ke otorita-
rianisme. i85 ;

Berdasarkan kenyataan yang dilematis tersebut, maka mun-
cullah pemikiran ke arah kehidupan demokrasi perwakilan yang
bebas, dan hal inilah yang sering dikenal dengan demokrasi libe-
ral. Individu dalam suatu negara dalam partisipasinya disalurkan-
nya melalui wakil yang dipilih melalui proses demokrasi.

Menurut Held (2004: 10), demokrasi perwakilan liberal me:
rupakan suatu pembaruan kelembagaan pokok untuk mengat®®
problema keseimbangan antara kekuasaan memaksa dan kebf’b
an. Rakyat harus diberikan jaminan kebebasan secara indivld“;“
baik di dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, keagamaaf! b
kan kebebasan anti-agama. ' Keasi

Konsekuensi dari implementasi sistem dan prinsip dem 0, 1:0‘
ini adalah berkembang persaingan bebas, terutama dalam el\qui
mi sehingga akibatnya individu yang tidak mampu menghf;(;pi_

persaingan tersebut akan tenggelam. Akibatnya kekuasaarl =

as-
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islah yang menguasaij i
tallj:SiS )1; 1. Bergn ba? kehidupan Negara, hal ini segyai den

§, SESE : a
ana g wa dalam era globalisasi dewasa inj g(;en

ngan semangat pasar bebag yang disiwai
Jiwai ole .
liberal, maka kaum kapitalislal, yang l,m.k‘:).‘::: flosofi demokrasi

krasi : -
Demo : s1 rakyat dlsebntjugn demokrasi proletar yang b
haluan Marxisme-komunisme, Demokr ' -l

. ’ ; asi rakyat mencita.ci
kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia Cd'ﬂi)‘ zmian
dari keterikatannya kepada pemilika =

n pribadi tanpa ada peni
” : a ada penindas-
an atau paksaan. Akan tetapi, untuk Mencapai masyarakat terse.-

but dapat dilakukan dengan cara Paksa atau kekeragan, Demokrasi
ini tidak mengakui hak asasi Warga negaranya. Demokrasi ini ber-
tentangan dengan demokrasi konstitusional. Demokrasi ini men-
cita-citakan kehidupan tanpa kelas sosi
pribadi. Negara adalah alat untuk men
tuk kepentingan kolektif,
Di Indonesia, menurut dasar wewenang dan hubungan antara
alat kelengkapan negara, maka demokrasi dibedakan menjadi:
1. Demokrasi sistem parlementer
Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah prokla-
masi kemerdekaan Indonesia. Sistem ini kemudian diperkuat
dalam Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS) dan Un-
dang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Meskipun sis-
tem ini dapat berjalan dengan memuaskan di beberapa negara
Asia lain, sistem ini ternyata kurang cocok diterapkan di In-
donesia. Hal ini ditunjukkan dengan melemahnya persatuan
bangsa. Dalam UUDS 1950, badan eksekutif terdiri dari presi-
den sebagai kepala negara konstitusional (constitutional head)
dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.‘
Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan de-
mokrasi di Indonesia, karena hampir semua deme‘? demokra-
si dapat kita temukan perwujudannya dalan‘.l kehlclu[?an. p‘o-
litik di Indonesia. Pertama, lembaga Perwakllt_m rakyat atau
. ngat tinggi dalam proses
parlemen memainkan peran yang sangat ' y
g ; kuntabilitas (pertanggungja
politik yang berjalan. Kedud, aK'0 la umumnya sangat
waban) pemegang jabatan dan politis pada umt

capai komunisme, yaitu un-
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tinggi. Ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakap, e,

oleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang % Pey,

maksimal. Keempat, sekalipun pemilihan umum hanya dilara

sanakan satu kali yaitu pada 1955, tetapi pemilihgy, Um: ’

tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demOkra?
Kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakap, bahx;.rl.
hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekalj, Sekalipua
tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan
maksimal. Keenam, dalam masa pemerintahan Parlemeng,,
daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup bahkap, oto,
nomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisas; sebagyi
landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuas,.
an antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,

2. Demokrasi sistem presidensial Orde Baru
Periode 1966-1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Bary
yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkap
sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah pay,
casila, UUD 1945, dan ketetapan MPRS/MPR dalam rangks
meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang
terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkem.
bangannya peran presiden dan semakin dominan terhadap
lembaga-lembaga r_iegara yaﬁg'laiﬁ;_, Me_lihat praktik demokra-
si pada masa ini, nama Péh'c_asﬂq.haﬁjra digunakan sebagai
legistimasi politis penguasa saat itu, sebab kenyataannya yang
dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

C. PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi beberapd

periodisasi, yaitu pada masa revolusi, masa Orde Lama, masa Ordé
Baru, dan masa Reformasi. '

1. Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Revolusi (1945
1950) | '

Tahun 1945-1950, Indonesia .'n'lasih berjuang menghadapi Be-
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landa yang ingin kembali ke [y i
B el belum ber_!alan dentgi:::es:;i(.[’:::; j;l::t(:-m Eelaksanaan
masih adalulya 'revolusl fisik. Pada awal kemcrdek'r:ff f‘bl?mn Oieh
patsentrahsas: kekuasaan, Seperti terlihat pagal 4 Xm '“ﬂ-‘%)lh te'rda—
UUD 1945 yang berbunyi “sebelum MPR, DPR dan ,;:,T ;mhhﬂn
menurut UUD ini segala kekuasaan diialanl{an (;leh Pre (‘llhentUk
nan dibantu oleh KNIP.” Untuk mengh‘indari kesan bahv: e
Indonesia adalah negara yang absolyt pemerintah mengel?fzr:rekgaarf'a
a. Maklumat Wakil Presiden No, X tanggal 16 Oktober 1945;
KNIP berubah menjadi lembaga legislatif, ,
b. Maklumat Pemerintah tanggal 3 Novemb
pembentukan partai politik.
c. Maklumat Pemerintah pada 14 November 1945 tentang peru-
bahan sistem pemerintahn presidensial menjadi parlementer.

er 1945 tentang

2. Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Lama

a. Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Masa demokrasi liberal parlementer di mana presiden sebagai
lambang atau berkedudukan sebagai kepala negara, bukan sebagai
kepala eksekutif. Pada masa demokrasi ini peran parlemen dan
akuntabilitas politik sangat tinggi, dan partai-partai politik ber-
kembang pesat. Namun demikian, praktik demokrasi pada masa
ini dinilai gagal disebabkan:

1) Dominannya partai politik.
2) Landasan sosial ekonomi yang masih lemah. .
3) Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti

UUDS 1950.

Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit
Presiden 5 Juli 1959, yang isinya:

1) Bubarkan konstituante.
2) Kembali ke UUD 1945, tidak lagi berlaku UUDS 1950.

3) Pembentukan MPRS dan DPAS.
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b. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No, "
MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh khidmg¢ K
bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang ]:Jerlntlkall
musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semyg
kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berPOros
kan Nasakom, dengan ciri-ciri:

1) Dominasi presiden.
2) Terbatasnya peran partai politik.
3) Berkembangnya pengaruh PKI.

I/

Penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpip

antara lain: o

1) Mengaburnya sistem kepartazan, pemlmpln partai banyak
yang dipenjarakan. -

2) Jaminan HAM lemah.

3) Terjadi sentralisasi kekuasaan

4) Terbatasnya peranan pers. - TN e

5) Kebijakan politik luar negerl sudah. melmhak ke RRC (Blok
Timur). el S,

3. Pelaksanaan Demokrasi Orde Baru (1966-1998)
Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya

Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melak-

sanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat pembangun-

an di segala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V; masa Orde Bart

berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977,

1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun perjalanan demokrasi pada

masa Orde Baru ini dianggap gagal karena beberapa sebab, yaitw:

1) Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada.

2) Rekrutmen politik yang tertutup,

3) Pemilu yang jauh dari semangat demokratis.

4) Pengakuan HAM yang terbatas,

5) Tumbuhnya KKN yang merajalela.
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penyebab jatuhnya Orde Baru, yang ditandai dengan pe-
pyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J.
Habibie pada 21 Mei 1998, antara lain:
1) Hancurnya ekonomi nasional (krisis ekonomi).
2) Terjadinya krisis politik.
3) TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan Orde Baru.
4) Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden
Soeharto untuk turun dari jabatan presiden.

4. Pelaksanaan Demokrasi Orde Reformasi

(1998-Sekarang)

Demokrasi yang dikembangkan pada masa Reformasi pada
dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaik-
an peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkat-
kan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, menegas-
kan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada
prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara
lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuk-
nya DPR-MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan
wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang
lain. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan

yang demokratis antara lain:
a. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang po-

kok-pokok reformasi.
b. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR

tentang Referendum.
C. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Ne-

gara yang Bebas Dari KKN.
d. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa

Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI.
€ Amendemen UUD 1945 sudah sampai amendemen L, IT, II1, TV,
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- D. PENDIDIKAN DEMOKRASI

Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilaj
nilai demokrasi supaya bisa diterima 'dan__,dijalankan oleh warga
negara. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga
masyarakat dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanam-
kan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-
nilai demokrasi. o i s G

Sosialisasi nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan demokrasi
adalah bagian dari sosialisasi politik negara terhadap warganya.
Namun demikian, pendidikan demokrasi tidaklah identik dengan
sosialisasi politik itu sendiri. Sosialisasi politik mencakup penger-
tian yang luas, sedangkan .p"er_ldidikan demokrasi mengenai cakup-
an yang lebih sempit. Sesuai dengan makna pendidikan sebagal
proses yang sadar dan terencana, sosialisasi nilai-nilai demokras!
dilakukan secara terencana, terprogram, terorganisasi secara baik
khususnya melalui pendidikan formal. Pendidikan formal dalam®
hal ini sekolah berperan penting dalam melaksanakan pendidik_a‘f
demokrasi kepada generasi muda. Sistem persekolahan memiliki
peran penting khususnya untuk kelangsungan sistem politiK demo
krasi melalui penanaman pengetahuan, kesadaran nilai-nilai 4&
mokrasi. Sosialisasi nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan he™
daklah dibedakan dengan indoktrinasi nilai-nilai politik negaré

Hal yang sangat penting dalam pendidikan demokrasi di S
lah adalah mengenai kurikulum pendidikan demokrasi. Kurikulu™
pendidikan demokrasi menyangkut dua hal: penataan dan isi m&
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teri. Penataan menyangkut Muatan

suatu kegiatan kurikuler, |g; Mmaterij
bahan apa sajakah yang layak dari pendigi

] 8 ikan demokragi

SE.:Ialn 'masala'h.penataan, yang lebih penting lagi 1£1 lah isi

materi dari I?e.lldldlkall demokras;, Agar benar-beng (ba Y >

sebagai pendidikan demokrasj maka Materinya perlgqilit:;fulgSl

ankan

pada empat hal, yaitu asal-usy] Sejarah d ‘
bangan demokrasi, sejarah demokpqc: emokrasi dan perkem-

; didikan demokrasi dalam
erkenaan dengan kajian atau

awal sampai sekarang menjadi
tentang demokrasi Indonesia mengajarkan anak tentang kelebih-
an, kekurangan serta bentuk bentuk jdea] demokrasi yang tepat
untuk Indonesia. Materi masa depan demokrasi akan membang-
kitkan kesadaran anak mengenai pentingnya demokrasi serta me-
mahami tantangan demokrasi yang akan muncul di masa depan.
Untuk menghindari terjadinya indoktrinasi, materi-materi yang
berisi doktrin-doktrin negara sedapat mungkin diminalkan diganti
dengan pendekatan historis dan ilmiah serta dikenalkan dengan
fakta-fakta yang relevan. S

E. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI
PENDIDIKAN DEMOKRASI
Sekarang ini banyak kalangan menghendaki agar pend.idikj
an kewarganegaraan sebagai matakuliah pada ;.)endidil.ca‘n tinggi
mengemban misi sebagai pendidikan demokrasi. Pendidikan ke-
Warganegaraan adalah satu ciri dari pemerintahan yang demokra-
tis. Syarat-syarat dasar untuk terselenggarany.a pemerl.ntal.lan yatI:lg
demokratis di bawah rule of law menurut Mirlam‘ Buchal:djof y;l k.
L Perlindungan konstitusional, Konstitusi selain menjamlll:m:ld;
hak individu harus menentukan pula cara prosedura
memperoleh atas hak-hak yang dijam
2 Badan kehakiman yang bebas dan tida

in,
k memihak (independent

9
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and impartial tribunal).

Pemilu yang bebas.

Kebebasan untuk menyatakan pendapat. ' |
Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposis;.
Pendidikan kewarganegaraan (civic education).

v o e Do

Pada praktiknya, pendidikan kewarganegflraan d1 Indonesi,
seama ini tidak hanya mengemban misi sebagai pendidikan demy.
krasi. Misi pendidikan kewarganegaraan, yaitu:

1. Pendidikan kewarganegaraan dalam arti sesungguhnya yaity
civic education. Bertugas membina dan mengembangkan pe.
ngetahuan dan kemampuan peserta didik berkaitan dengan pe-
ranan, tugas, hak, dan kewajiban serta tanggung jawab sebagaj
warga negara dalam berbagai aspek kehidupan bernegara.

2. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan
karakter. Bertugas membina dan mengembangkan nilai-nilai
bangsa yang dianggap baik sehingga terbentuk warga negara
yang berwatak baik bagi bangsa. : : |

3. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan bela nega-

ra. Bertugas membentuk peserta didik agar sadar bela negara

sehingga dapat diandalkan untuk menjaga eksistensi dari ber-

bagai ancaman. A T A

Pendidikan kewarganegaraan sébagai pendidikan demokrasi

(politik). Mengemban tugas menyiapkan peserta didik menja-

di warga negara yang demokratis untuk mendukung tegaknya

demokrasi negara melalui sosialisasi, diseminasi, dan penye-

barluasan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat.

Pendidikan demokrasi dalam penerapannya menurut UU No.
9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di
Muka Umum (sering disebut Uy Unjuk Rasa) p
bahwa setiap warga negara secara Perorangan
menyampaikan pendapat sebagai perwujud
jawab berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Peran dan fungsi pendidikan kewarga

idi ¢ negaraan sebagai pen
didikan demokrasi dikemukakan oleh Wahab dan Sapriya, bah-

asal 2 menyatakan
atau kelompok bebas
an hak dan tanggung
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pada teori dan praktik pemerintahan demokrasi
syarakat dikenal dengan istilah citizenship educat,i
nekankan pada keterlibatan dan partisipasi w
permasalahan-permasalahan masyarakat,

sedangkan di ma-
on yang lebih me-
arga negara dalam

F. DEMOKRASI PANCASILA

Demokrasi secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani de-
mos yang berarti rakyat dan kratos/cratein yang berarti pemerin-
tahan. Khususnya di Athena, kata demos biasanya merujuk pada
seluruh rakyat tetapi kadangkala juga berarti orang-orang pada
umumnya atau hanya rakyat miskin. Kata demokrasi pada mula-
nya kadangkala digunakan oleh kalangan aristokrat sebagai sin-
diran untuk merendahkan orang-orang kebanyakan (Dahl, 1998:
11-12 dalam Yudi Latif, 2011: 395). Dari pengertian mengenai
demokrasi tersebut dapat ditarik bahwa substansi demokrasi itu
sendiri merupakan kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan lfegislaﬁf
berasal dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam
Pemerintahan. Substansi tersebut membentuk struktur dalam
demokrasi, yakni adanya infrastruktur dan suprastruktur ika“g
Mmengghasilkan keputusan dan kapabilitas. Demokrasi 1.11ch1:1: an
Pemusatan kekuasaan di tangan rakyat. Menurut f:hcthsm, emo:
krasi di Indonesia memegang prinsip teo-demokraﬂskd:{?ziiieggjn
izll‘eplltusan da%n KU Cinie Seper;u};zi;lfli;uilah II))erbedaan

yat namun tidak melanggar PEratii®, -ty ndingkan de-
mendasar dari demokrasi yang khas di Indonesia

1
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ngan demokrasi di negara lainnya. Prinsip teo—d?mokratis Mer,
pakan hasil demokrasi yang mendasarkan Pancasila terutam, Sill‘
pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. D‘emokrasi bukan h;
nya suatu sistem yang ada dalam suatu pemerintahan, namunj,,g;
suatu proses yang dilakukan untuk menuju kepada km"-i“hfﬂraan
rakyat dalam negara tersebut. |

Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi yang khag
dari bangsa Indonesia sendiri merupakan hasil dari pemikiran D*ml
diri negara ini yang memiliki keinginan mulia untuk melepaskan
segala kesulitan masyarakat Indonesia. Proses menuju kesejahter,.
an tersebutlah yang kadang dalam perjalanannya ada beberapa pe.
gara yang mampu melaksanakannya dengan baik namun tidak ja-
rang juga banyak negara yang tidak mampu untuk melakukannys,
Dengan adanya demokrasi ini, maka diharapkan akan terwujyd
pemerintahan yang kuat mengingat pemerintahan ini diciptakan
oleh rakyat itu sendiri. Pemerintahan yang kuat bukanlah peme.
rintahan yang diciptakan dalam bentuk pemerintahan otoriter
yang mampu mengarahkan kehendaknya kepada rakyat, namun
pemerintahan yang kuat yang didukung sepenuhnya oleh rakyat
dan tidak ditumpangi oleh kebutuhan/kepentingan pihak lain.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional, se-
bagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Repub-
lik Indonesia 1945 (Cholisin, 2013: 101). Nilai-nilai yang terkan-
dung dalam Demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan
kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum.

Istilah demokrasi itu sendiri mengandung makna yang uni-
versal, berlaku di mana saja sepanjang negara yang bersangkutan
menyebutkan diri sebagai negara demokrasi, Sebagaimana telah
diuraikan di muka, demokrasi berarti pemerintah dari rakyab
oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun karena dalam praktiknyd
tidak mungkin dalam seluruh rakyat itu bersama-sama meme’fi“"
tah, maka harus harus ditentukan tata cara penentuan wakil-waki
mereka yang akan memerintah atas nama rakyat. Tetapi dala™
praktik penyelenggaraannya akan berlainan suatu negara dengat
negara lainnya, bergantung pada faktor-faktor seperti sejarah, ke-
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pudayaan, dasar negara, dan latar belnkzmg lainnya,
penerapan demokrasi di negara komunis dan libera] berbeda

sekali walaupun masing-masing menyebut dirinya negara demo-

krasi—yang satu otoriter dan lainnya liberal individualistik. Bagi

bangsa Indone"sia, karena pandangan hidup dan dasar negaranya
adalah Pancasila, dapat kita rumuskan dagi alinea keempat pem-
bukaan UUD 1945 sebagai berikut:

“Kedaulatan rakyat atau demokrasj yang berdasarkan atas kerak-
yatannya yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam per-
musyawaratan/perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa serta dengan menjunjung tinggi kemanusiaan yang
adil dan beradab, dan selalu memelihara persatuan bangsa untuk
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Apabila pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengabaikan Ke-
tuhanan Yang Maha Esa dan menunjukkan perbuatan yang tidak
manusiawi, maka hal itu jelas bukan demokrasi Pancasila. Dengan
demikian demokrasi kita adalah demokrasi yang pelaksanaan-
nya harus diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa, dalam mengam-
bil putusan harus sesuai dengan perikemanusiaan yang adil yang
beradab, demi persatuan dan kesatuan bangsa, putusan diambil
secara musyawarah untuk mufakat yang dipimpin oleh khidmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan untuk
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. |

Dapatlah disimpulkan bahwa kita perlu terus memantapkan
tata cara musyawarah untuk mufakat sebagai kepribadian bangsa
sejak dahulu, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia, buk.an
hanya dj bidang politik tetapi juga dalam aspek kehidupan lain-
Dya seperti ekonomi, dan lain-lainnya. Dalam penjelasan Undang-
Undang Dasar 1945 mengenai Pasal 23 ayat (1) tentang anggaran
Pendapat dan belanja negara dikatakan, bahwa dalam negara dej
Mokrasi atau negara yang berdasarkan kedaulatan I'flkya.t, seplt:rtl
Republik Indonesia, anggaran pendapat dan belanja fhtetap Pan
dengan undang-undang. Begitu pula dengan dalam penjelasan Fa-
sal-pasal 27, g, 29, 30, 31 dan 34 yang menyangkut hak Wargd
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negara. Di antaranya menlge"ai kedudu.katll penduduk dalap, -
bangun negara yang bersifat demokratis e ).(ang hendak
lenggarakan keadilan sosial dan penketj\’am'lsman.

Adapun menurut penjelasan Pasal 33 dikatakan bahw, L ds
J]am Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi di map, Dr;)-
duksi dikerjakan oleh semua masyarakat. Sebab itu perﬁl‘“’“‘lmia‘
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekehmra:_
an. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi ~

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dipraktikkap g;
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana sjs.
tem pemerintah negara serta pelaksanaannya berdasarkan per,.
turan perundang-undangan yang ada, mulai dari ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, undang-undang, peraturan pemerintah,
dan sebagainya, yang memuat kaidah yang disemangati asas pem.
bangunan nasional yang dianut oleh bangsa Indonesia. Salah satu
asas pembangunan nasional yang dianut di dalam GBHN 1993
adalah asas demokrasi Pancasila, bahwa upaya mencapai tujuan
pembangunan nasional yang meliputi seluruh kehidupan berma-
syarakat, berbangsa, dan bernegara, dilakukan dengan sangat ke-
keluargaan yang bercirikan bersamaan, gotong royong, persatuan
dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dari keseluruhan uraian di atas, kita dapat mengambil kesim-
pulan mengenai pengertian demokrasi Pancasila, sebagai berikut:
1. merupakan sistem pemetintahan negara yang secara konsis-

tensional ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ¢

lalui tujuh kunci pokoknya; yang pelaksanaan selanjutny? ter-
dapat dalam peraturan perundangan di bawahnya, rermasuk
ketetapan MPR. Ini yang dapat dipersandingkan untuk diper
bandingkan dengan pengertian demokrasi di negara lain

2. merupakan sikap perilaku kita dalam bermasyarakal ber*
bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan pt—‘:ﬂlbi’“lg'““"]lll
nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial buday®
dan aspek pertahanan keamanan. Sikap perilakunyd dilakt

kan dengan semangat kekeluargaan melalui musyawarah W

tuk mencapai mufakat,

Nya.
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tepat d

sila

1.

pengan demikian, jelas kiranya pengertian m
jpakai andaikan kita menemu;j perkata
Jalam kehidupan sehari-hari,

ana yang lebih
an demokrasi Panca-

Aspek-aspek Demokrasi Pancasila

perikut aspek-aspek yang terkandung dalam demokrasi Pan-

casila antara lain:

a.

L= o

Aspek material, demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diinte-
grasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah, pengertian de-
mokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik
tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial,

Aspek formal, berkaitan dengan proses dan cara rakyat me-
nunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan rakyat
dan pemerintahan dan bagaimana mengatur permusyawarat-
an wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur untuk
mencapai kesepakatan bersama.

Aspek normatif, mengungkap seperangkat norma atau kaidah
yang membimbgng dan menjadi kriteria pencapaian tujuan.
Aspek objektif, mengetengahkan tujuan dan keinginan yang
hendak dicapai. |

Aspek organisasi, berkaitan dengan organisasi sebagai wadah
pelaksanaan demokrasi Pancasila, di mana wadah tersebut ha-
rus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai.

Aspek kejiwaan, menjadi semangat para penyelenggara nega-
ra dan semangat para pemimpin pemerintah.

Ciri-ciri Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
Kedaulatan ada di tangan rakyat

Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.h "
Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah uf
mencapai mufakat.

Tidak kenal adanya partai p
Diakui adanya keselarasan antara
Menghargai hak asasi manusia.

emerintahan dan partai oposisi.
hak dan kewajiban.
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N

g. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerint,), i |
kan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. 'f'idakmyam‘ _
hendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karen, m':flng.

kan semua pihak. Tl

h. Tidak menganut sistem monopartai. |

i Pemilu dilaksanakan secara LUBER (langsung, umum, by ;
dan rahasia). b

j. Mengandung sistem mengambang.

Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoris, "

1. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umyp,

3. Fungsi Demokrasi Pancasila

Adapun fungsi demokrasi Pancasila, yaitu:

a. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan ber.

negara. Contohnya: ikut menyukseskan pemilu, ikut menyuk-

seskan pembangunan, ikut duduk dalam badan perwakilan/

permusyawaratan, dan lain-lain. .

Menjamin tetap tegaknya negma'm._ ki i

c. Menjamin tetap tegaknya negﬁra,kesaman RI yang mengguna-
kan sistem konstitusional.,

d. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Par-

e. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seim-
bang antara lembaga negara. |

f. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab.
Contohnya: presiden adalah mandataris MPR dan presiden
bertanggung jawab kepada MPR.

&

| 4. Tujuh Sendi Pokok Demokrasi Pancasila

Dalam sistem pemerintahan demokrasi Pancasila terdapa! e
juh sendi pokok yang menjadi landasan, yaitu:
a. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum.
Seluruh tindakan apa pun harus dilandasi oleh hukum

samaan kedudukan dalam hukum bagi semua wargd ne
harus tecermin di dalamnya,

per
gara
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ndonesia menganut sistem konstitusional.
pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum d
dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang m":I’:k( m??
terbatas). Sistem konstitusional ini lebih mene;gmkqn hf: a
pemerintah dalam melaksanakan tugasnya (likeﬁ(llalr'k ahwa
dibatasi oleh ketentuan konstitusi. tran atau
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi negara.
Sebelum amendemen, seperti telah disebutkan dalam pasal 1
ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa (kekuasaan
negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan sepe-
nuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga
negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indone-
sia. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi MPR
mempunyai tugas pokok, yaitu: (1) menetapkan UUD; (2) me-
netapkan GBHN; dan (3) memilih dan mengangkat presiden
dan wakil presiden.

Wewenang MPR, yaitu:

1) Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan
oleh lembaga negara lain, seperti penetapan GBHN yang
pelaksanaannya ditugaskan kepada presiden.

2) Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris me-

ngenai pelaksanaan GBHN.
3) Melaksanakan pemilihan

presiden dan wakil presiden. '
4) Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam

masa jabatannya apabila presiden/mandataris sungguh-

sungguh melanggar hal

5) Mengubah undang-undang. -
Setelah amendemen, bunyi pasal 1 ayat 2 U'UD 1945 menjadt:
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan ment-

rut Undang-Undang Dasar.” . o

d. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintahan tertinggi di

bawah MPR |
, tah
Di bawah MPR, presiden jalah penyelenggard pemerin

b.

dan selanjutnya mengangkat

uan negara dan UuD.
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negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh majeljs iu 4
{ . 8a
harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis, Pregi.

den adalah mandataris MPR yang wajib menjalankan Putusan, 3

putusan MPR.

e. Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR

mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan Pemerintah)

yang dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerja

sama dalam pembentukan undang-undang termasuk Appy

Untuk mengesahkan undang-undang, presiden harus menda.

pat persetujuan dari DPR. Hak DPR di bidang legislatif ialaf

hak inisiatif, hak amendemen, dan hak budget.

Hak DPR di bidang pengawasan meliputi:

1) Hak tanya/bertanya kepada pemerintah.

2) Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau keterang-
an kepada pemerintah.

3) Hak mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah.

4) Hak angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal.

5) Hak petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pe-
merintah. .

f. Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertang-

gung jawab kepada DPR. | o
Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan member-
hentikan menteri negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab
kepada DPR, tetapi kepada presiden. Berdasarkan hal terse-
but, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet kepresidenan/
presidensial.
Kedudukan menteri negara bertanggung jawab kepada presi-
den, tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa. Menteri-mef-
teri ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam praktiknyd
berada di bawah koordinasi presiden.

g. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas,

Kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi
ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia ha-
rus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan
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DPR kuat karena tidak dapat dibubark
semua anggota DPR merangkap menja
sejajar dengan presiden.

an oleh presiden dan
di anggota MPR. DPR

5. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Demokrasi
Pancasila

a. Kehidupan Demokratis yang Bagaimana yang Kita
Kembangkan?

Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni
diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga
memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas
demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-
masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal,
juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia
yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada
budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan ha-
rus mengacu pada landasan idiil Pancasila dan landasan konstitu-
sional UUD NRI Tahun 1945. Berikut ini diketengahkan “Sepuluh
Pilar Demokrasi Pancasila” yang dipesankan oleh para pembentuk
negara Republik Indonesia, sebagaimana diletakkan di dalam UUD
NRI Tahun 1945 (Sanusi, 1998). | /

b.  Mengapa Kehidupan yang Demokratis Itu Penting?

Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara
yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat
memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan ke-
Putusan, memiliki persamaan di muka hukurn,. dan memperoleh
Pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang

adil. Mari kita uraikan makna masing-masing.

= Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan

. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan de.mto]l(lra-
® kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat SN PemErRt
Yjalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan
kyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan
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rah dan pedoman dalam mel aksang,
rupakan 8 ombuat kebijakan memperhatikay
ra. Pﬂ;a Eerkembang. Kebijakan yang dikely,
irasi rakyat yzll .lgi berbagai keinginan masyarakat yang
at mewa {1]( tika masyarakat kota tertentu resg},
e dara oleh asap rokok yang berasg)
ntah kota mengeluarkan peratyr.
kok di tempat umum.

cbagai contoh
akin tercemarnya u :
maka pemerl
Jarangan mero

dengan sem
dari para perokok,
an daerah tentang

samaan Kedudukan di Depan Hukum .

tuntutan agar pemerintah harus berja-
lan baik dan dapat mengayomi rakyat dibutuhkan adan};a ?;kgm
Hulum jtu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak,
bagaimana hak dan kewajiban_darl penguasa dan.JUga rakyatnya,
Semua rakyat memiliki kedudukan yang Sal.“na di depan hukum,
Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum
tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum se-
suai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu, harus
ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan
bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan
berani menghukum siapa saja yang bersalah.

d. Pe
Seiring dengan adanya

e. Distribusi Pendapatan,Secara Adil

Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan
berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah,
termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak
memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberi-
kan F’aﬂtu_aﬂ'kffpﬂda fakir dan miskin yang berpendapatan rendah.
| ﬁr;akh}r '0i pemerintah menjalankan program pemberian ban*
miskinlfn;;cliaanlg{s:;:i dalam upaya membantu langsung para fakir
Wongm Lack agarp?rtlztsl lain, pemerintah terus giat membuka

yarakat bisa memperoleh penghasilan.

Dengan pro

§ram-program tersebut. dj i e
, dih c busi

Pendapatan yap g adil di ant arapkan terjadi distri

ara warga n i am
Pemerataan. k 8a negara Indonesia. Progr
- pendapatan tersebut dapat dilaksanakan karena ada-
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ya 08 pajak yangldipal)rarkall ol(.eh masyarak
ang pajak yang tela‘ 1 terkumpul di kas negara tersebut akan (-
dism-busikan kembali oleh negara kepada pihak-pihak yang mem.-
putuhkan dan kurang man.lpu sehingga pemerataan perld’apatan
dapal terjadi. Oleh karena itu, dapat kita ketahuj bersama bahwa
pajak merupakan salah satu sarana untuk mendorong tercapainya
kesciahteraan dan keadilan bagi rakyat, yang dilakukan antara
ain melalui pemerataan alokasi dan distribusi pendapatan. Pajak
merupakan salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia.
Rerdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kehidup-
an demokratis penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan,
karena seandainya kehidupan yang demokratis tidak terlaksana,
maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan, tidak ada jaminan
hak-hak asasi manusia, tidak ada persamaan di depan hukum. Jika
demikian, tampaknya kita akan semakin jauh dari tujuan mewu-
wdkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

at ke kas negara,

Bagaimana Penerapan Demokrasi dalam Pemilihan
Pemimpin Politik dan Pejabat Negara?

Seorang wanita tua menghadap Sultan Sulaiman al-Qanuni
untuk mengadu bahwa tentara sultan mencuri ternak dombanya
“etika dia sedang tidur. Setelah mendengar pengaduan itu, Su.ltan
“Waiman berkata kepada wanita itu, “Seharusnya kamu menjaga
“Makmu dan jangan tidur”. Mendengar perkataan_tersebut wa-
2 wa itu menjawab, “Saya mengira baginda :uen'Jag'd danafle-

| ladungi kami sehingga aku tidur dengan aman” (t likmah Daam
| Humor, Kigah, dan Pepatah, 1998).
pin yang & iliki kemampuan me-

, . e e
ang pemimpin memang harus yang u- mengayomi rakyatnyd
Madaj, sehingga ia mampu melindung! dan L pin harus mement-

“Bgan baik. Oleh karena itu, S€0r408 l'mm:ldi,m,kum s i
Y ' acarkan sisten ; i
L “Yarat-syarat tertentu. Berddwliuimm' dan bertakwa, berno
Wt seorang pemimpin ity hart®

d . 2 mokratis.
4, ber ilmu, terampil, dan demok

pemimpin yang lemabh,
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a

DEMOKRASI INDONESIA

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia berbefia dengan de.
mokrasi yang diterapkan di negara lain. Demokrasi yang berlaky
di negara kita adalah demokrasi Pancasila yang berlainan prosedur
pelaksanaannya dengan demokrasi Barat yang liberalistis. Dalam
perjalanan sejarah politik bangsa kita, negara kesatuan RI pernah
melaksanakan demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan
demokrasi Pancasila.

a. Demokrasi Parlementer (Liberal)

Demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif
lebih tinggi daripada badan eksekutif. Kepala pemerintahan di-
pimpin oleh seorang perdana menteri. Dalam pemerintahan par
lementer sering terjadi pergantian kabinet karena dalam negard
demokrasi dengan sistem kabinet parlementer, kedudukan kabinet

berada di bawah DPR dan keberadaannya sangat tergantung pada
dukungan DPR.

b. Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin timbul dari kesadaran dan keyakinan
terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik demokrasi P
1emf?nt€f yang melahirkan terpecahnya masyarakat, baik dalas?
kehidupan politik maupun dajam tatanan kehidllpan,ekonﬂﬂ‘i'

Demokrasi terpimpin memiljki ’
. em ] s : meng
atasi permasalahan ya iliki kelebihan yang dapat !

; ng dilladapi mas jtu.

ili ; yarakat pada waktu 1™
itu dapat dilihat darj ungkapan Bung Karno ll:zetika membeﬂk
152 |
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kb anat kepada konstituante pada 22 April 1959 tentang pokok-
pokok demokrasi terpimpin.

c. Demokrasi Pancasila

Bersumber pada ideologinya, demokr
Indonesia adalah demokrasi Pancasila, p
nasional, yaitu seperangkat nilai yang di
dan menguntungkan bangsa.

Nilai-nilai dari setiap sila pada Pancasil
an demokrasi, bukan ajaran otoriter atay to
sila sangat cocok untuk menjadi dasar dan
di Indonesia. Nilai nilai luhur Pancasila ya
bukaan UUD 1945 sesuai dengan pilar-
Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit:
P 1) Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan yang di-
E dasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, eko-
nomi, dan sosial.

Secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat
yang dilaksanakan menurut khidmat kebijaksanaan dalam
| permusyawaratan perwakilan.

asi yang berkembang di
ancasila adalah ideologi
anggap baik, sesuai, adi,

4, sesuai dengan ajar-
talitarian. Jadi panca-
mendukung demokrasi
ng tertuang dalam pem-
pilar demokrasi modern,

2)

1. Tiga Tradisi Pemikiran Politik Demokrasi

Dari segi konseptual, seperti dikemukakan oleh C‘a‘rlos Alberto
Torres (1998) demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran
politik, yakni classical Aristotelian theory, medieval F}reory, Cﬂﬂkﬁsﬂ;
Porary doctrine. Dalam tradisi pemikiran Aristote'him, demqwm-
, Merupakan salah saty bentuk pemerintahan, )r-a‘knl h ﬁhztgatil iy
L meny of all citizens who enjoy the benefits of citizens :f:: —-—
u Merintahapn oleh seluruh warga negara yang merrfez:l ;! ef’”y ang
waxga"egaf&an. Sementara itu dalam tradisi mediev

opular sou-
Pada dasamYa menerapkan Roman law dan konsep pop

ise of power,
" v ] 5, . Or tfw e.x’erc y =
: erem Mmenempatkan “,.. a foundation 4 suatu landasan

le” (
| & the supreme power in the hands of the peop

alam
Lkvat). Adapun da
pelﬂksanaan kekuasaan tertinggi di tangan l'd'ti: :;))HL'“:‘ dipandang
@ konsep
orary doctrine of democracy,
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sebagai “... the most genuinely pf)pular form of govenunent”.(k()ns .
republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat.: yang muml) Lebij
lanjut, Torres (1998) memandang demokrasi c?apat ditinjay dari
dua aspek, yakni formal democracy dan substantive democracy, For.
mal democracy menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem peme.
rintahan. Hal ini dapat dilihat dari dalam berbagai pelaksanga,
demokrasi di berbagai negara. Dalam suatu negara demokrasi,
misalnya demokrasi dapat dijalankan dengan menerapkan sister
presidensial atau sistem parlementer. Adapun substantive democ.
racy menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan,
Proses demokrasi itu dapat diidentifikasi dalam empat bentuk de-
mokrasi. Pertamna, konsep protective democracy yang merujuk pada
perumusan Jeremy Bentham dan James Mill ditandai oleh ... the
hegemonty of market economy,” atau kekuasaan ekonomi pasar, di
mana proses pemilihan umum dilakukan secara reguler sebagai
upaya “.. to advance market interests and to protect against the ty-
rany of the state within this setting,” yakni untuk memajukan kepen-
tingan pasar dan melindunginya dari tirani negara.

Kedua, developmental democracy, yang ditandai oleh konsepsi

“... the model of man as a possesive individualist,” atau model ma-
nusia sebagai individu yang posesif, yakni manusia sebagai “...
conflicting, self interested consummers and appropriators,” yang di-
kompromikan dengan konsepsi manusia sebagai “a being capable
of developing his power or capacity”, atau makhluk yang mampu
mengembangkan kekuasaan atau kemampuannya.

Di samping itu, juga menempatkan democratic participation ¢
bagai central route to self development,

- Ketiga, equilibrium democracy atau pluralist democracy yan$
dikembangkan oleh Joseph Schumpeter, yang berpandangan per

ll:mya ffdepredates the value of participation and appreciates the ﬁmcj
tional importance of apathy”, atay penyeimb

- . irasi
; angan nilai partisipas
dan pentingnya apatisme, dengan alas

- 2 an bahwa, “Apathy amors
a majority of citizens now becomes functional to democracy, beca

se intensive participation is inefficient to rational individuals”s Y&
ni bahwa apatisme di kalangan mayoritas warga negara menjad!
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fungsional bagi demokrag; kareng parti

b ) i aTtISi asi s .

' guhnya dipandang tidak efisien bac ‘D"ml yang mtenmfsemmg-
: ; A8l individy yap,

itu ditambahkan bahwa, * ici

. already latent in the masses, and oy, i m"hnmmfnmm
which it cannot meet”, yakni bahwg Partisipag;
ritarianisme yang laten dalam Massa (

'~ berat dengan tuntutan yang tak bis
Keempat, participatory democracy yang diteorikan oléﬁ C.B

| Machperson yang dibangun dari Pemikiran Paradoks dari I J.
Rousseau yang menyatakan: “we . ey

sseau . : cannot achieve more democratic
- parucipation without a prior change in social inequality and in cons.

changes in social inequality and
ase in democractic participation™
Pasi yang demokratis tanpa per-
akseimbangan sosial dan kesadar-
dapat mencapai perubahan dalam
esadaran sosial tanpa peningkatan

membangkitkan oto-
M memberjk

an beban yang
a dipenuhj (Tor

consciousness without q prior incre
(kita tidak dapat mencapai partisi

an sosial, tetapi kita juga tidak
ketidakseimbangan sosial dan k
partisipasi lebih dahulu).
Dengan kata lain, perubahan sosial dan partisipasi demokra-
tis perlu dikembangkan secara bersamaan karena satu sama lain
saling memilki ketergantungan. Seperti dikutip dari pandang-
20 Mansbridge dalam Participation and Democratic Th:ec?zy F’roF-
es,1998) dikatakan bahwa .. the major function c?f parnapanon_m
the theory of participatory democracy is ... an educative or}e, edr{cftnv<?
ina very widest sense”, yakni bahwa fungsi t.ltama dari pa.I"tlSiijl
dalam pandangan teori demokrasi partisipatlt: a.da.lah bersifat e[i :
- katif dalam arti yang sangat luas. Hal itu dinilai sanggg; )p;;h wi
= RIS 5 P dal??k'rorlrﬁ;rfllpu mengem-
isipasi demokrasi akan o
ﬁgm d;cngll(sai kepribadian yang demokratis (will e
velop and foster the democratic personaht)’)._ kratis harus dilihat dari
Oleh karena itu, peranan negara dem(t; ;sebagai content (Tor-
dua sigj yakni demokrasi sebagai memad-. al ada dasarnya berke-
'3, 1998: 149). Sebagai method, demokrasl P akup regular vouing
p ang mencaxkup
3an dengan political representation Y&

N E -
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procedures, free elections, par liamentary and f“dwlfﬂ ngtem free from
ive control, notions of check and ba.lanc?s in the system, ,.
szr?'lmtzfce of individual rights over collectt?e rights, dan freedop, of
speech. Adapun sebagai content, dem?kram !)erkenaan dengan poli.
tical participation by the people in public aﬁ.‘azrs. |
Baik sebagai method maupun sebagai content,.sepanjang Seja.
rahnya demokrasi telah dan akan terus mengalami perkembz.mgan
yang dinamis sejalan dengan dinamika perkembangan pemikiran
manusia mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, berre.
gara, dan bermasyarakat global.

Uraian di atas adalah contoh pandangan demokrasi dari Car.
los Alberto Torres dalam buku Democracy, Education, and Multicy].
turalism: Dilemmas of Citizenship in a Global Word (1998).

2. Pemikiran tentang Demokrasi Indonesia

Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki ke-
khasan. Apa kekhasan demokrasi Indonesia itu? ‘Menurut Budiar-
djo dalam buku Dasar-dasar IImu Politik (2008), demokrasi yang
dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila
yang masih terus berkembang dan sifat

dan ciri-cirinya terdapat
pelbagai tafsiran dan pandangan. "

Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai
pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam
UUD NRI 1945,

3. Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Konstitusional

Untuk mendalamij ha] ini, cobalah Anda cari berbagai pen-
dapat tentang demokrasi

Pancasila dan demokrasi konstitusional
Apakah sebelum muncuy] istilah demokragj Pancasila, bangsa In-

adisi demokrasi? Ada baiknya kita ikuti
d Hatta yang dikenal sebagai Bapak De-

g hal tersebut, Menurut Moh, Hatta, kita

emokrasi jauh sebelum ]
ka, yakni demokrasi desa, Demokrasi

merupakan demokrasi aslj Indonesia,

donesia sudah memiliki tr
pendapat Drs, Mohamma

ndonesia merde-
desa atau desa-demokrasi
yang bercirikan tiga hal,

156 | PenpiDIKAN KEWARGANEGARAAN

Dipindai dengan CamScanne



gakni: (1) cita-cita rapat; (2) cita-cita masa protes; dan (3) cita-cita
tolong menolong.

Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pe-
ngembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demo-
rrasi Indonesia yang modern adalah “daulat rakyat” tidak hanya
berdaulat dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi

dan sosial.

4. Pentingnya Demokrasi sebagai Sistem Politik
Kenegaraan Modern
Mengapa demokrasi yang dipilih sebagai jalan bagi bentuk pe-
merintahan guna mencapai tujuan bernegara yakni kesejahteraan?
Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, pada awalnya dimulai
dari sejarah Yunani Kuno. Namun demikian, demokrasi saat itu
hanya memberikan hak berpartisipasi politik pada minoritas kaum
laki-laki dewasa. . SRR
Demokrasi di mata para pemikir Yunani Kuno seperti Plato
dan Aristoteles bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal. Mereka
menilai demokrasi sebagai pemerintahan oleh orang miskin atau
pemerintahan oleh orang dungu. Demokrasi Yunani Kuno itu se-
lanjutnya tenggelam oleh kemunculan pemerintahan model Kekai-
saran Romawi dan tumbuhnya negara-negara kerajaan di Eropa
sampai abad ke-17. - |

Namun demikian, pada akhir abad ke-17 lahirlah demokrasi
“modern” yang disemai oleh para pemikir Barat seperti Thomas
Hobbes, Montesquieu, dan J.J. Rousseau, bersamaan dengan mun-
culnya konsep negara-bangsa di Eropa.

Perkembangan demokrasi semakin pesat dan diterima semua
bangsa terlebih sesudah Perang Dunia II. Suatu penelitian darl
UNESCO tahun 1949 menyatakan “mungkin bahwa untuk perte
ma kalinya dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sel?agffi nzl“::;:
yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi po 'lmg

sosial yang diperjuangkan oleh pendukung'Pe“d“k“ng L
berpengaryh.”

. akini dan di-
Dengan demikian, sampai s

aat ini demokrasi diy
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terima sehagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahy,.
raan hangsa. Hampir semua negara modern menginginkan diriny,
dicap demolragi. Sehaliknya akan menghindar dari jululkan *"hn
gai negara yang “undemocracy”.

Rersumber dari Pancasila

Sampai sant ini kita masih menyaksikan sejumiah persoalay
tentany kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalah.
an tersebut vang sempat muncal di berbagai media jejaring sosial
vaitu (a) buruknva kinerja lembaga perwakilan dan partai poli.
tik. (b) krisis partisipasi politik rakyat; (¢) munculnya penguasa
& dalam demokrasi, dan (d) demokrasi saat ini membuang ke
daulatan rakvat. Teriadinya krisis partisipasi politik rakyat dise.
babkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipast atau
karena terbatasnyva kemampuan untuk berpartisipasi dalam peli-
Gk Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi pelittk
tersebut adalah: (a) pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat
Kurang aku! dalam melaksanakan partisipasi politik; (b) tingkat
ekonom) rakyal yang rendah; dan (c) partisipasi politik rakyat
kurang mendapal tempat oleh pemerintah. Munculnya penguasa
& dalam demokras: ditandal oleh menjamurnya “dinasti politk’
vahy menguasa) segala segl kehidupan masyarakat: pemerintahan,
iembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh sai
keluarga atau krom.

Adapun perbal demobras) membuang kedmlamn gakya; et
jadi aiibal adanya henyalaan yang memprhatinkan
‘b Lumbangnye strukiur kekuasaan ~olokrasi” mym bukandﬂ
fakias) yaiy il peruleh melainkan oligank di mana kekuasa
lerpusal pada schelompok kecll elite, sementara sebagian besdf
rakyal (demis) teiap Jaub dan swber-susber kekuasaan (Wewe
dasar henyalaan dendbian, wald waww sepumlah pertanyaain 3
benak Anda. Misalnya
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orang partai yang melalui pemilu berh

rakyat untuk memperoleh kursi dj parlemen?

b. Mengapa dapat terjadi suatu kondisi dj mana melalui parle-
men kelompok elite dapat mengatasnamakan suara rakyat un-

tuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang sering

kali berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

c. Mengapa pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik
yang berakar dari tradisi, maupun agama yang terdapat pada

beberapa orang yang mampu menggerakkan loyalitas dan

emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan

vang bagi mereka sendiri tidak jelas, masih hidup pada era
demokrasi dewasa ini?

ak “menguras” suara

d. Mengapa sekelompok kecil elite daerah dapat memiliki we-
wenang formal maupun informal yang digunakan untuk
mengatasnamakan aspirasi daerah demi kepentingan mereka
sendiri? Silakan Anda lanjutkan untuk menyusun pertanyaan-

pertanyaan lain sehingga semua persoalan ihwal demokrasi
kita secara tuntas dipertanyakan.

6. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang
Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

Sebagaimana telah dikemukakan Mohammad Hatta, demokra-
si Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berurat be.rakar di
dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu ia tidak dapat dll&f}yap-
kan untuk selama-lamanya. Menurutnya, demokrasi bisa t.ernndas
karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengal.anu Lfobaan
yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh k.emsyatan..
Setidak-tidaknya ada tiga sumber yang menghldupkzu? cita-
tita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Peilrtcuna, tradisi ko-
lektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran lsla-m )‘mn‘g
menuntut kebenaran dan keadilan Illahi dalanlmusyamkﬁlt :,.er.m
Persaudaraan antarmanusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, pa-

sosialis Barat, yang menarik perhatian para pemimpin per-
-’ . - "
gerakan kebangsaan karena dasar-dasar per

ikemanusiaan yang
dibelanya dan menjadi tujuannya
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a. Sumber Nilai yang Berasal dari Demokrasi Desa

Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan day;
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat n.‘lcrllpﬂk‘m fenomena bary
bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indone.
sia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raj
autokrat. Akan tetapi, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertenty
sudah berkembang dalam budaya Nusantara, dan dipraktikkan
setidaknya dalam unit politik terkecil, seperti desa di Jawa, na-
gari di Sumatra Barat, dan banjar di Bali (Latif, 2011). Mengenai
adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam
dua macam analisis berikut. Pertama, paham kedaulatan rakyat
sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di alam Mi-
nangkabau; misalnya, pada abad XIV sampai XV kekuasaan raja
dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Ada
istilah yang cukup tekenal pada masa itu bahwa “Rakyat ber-raja
pada penghulu, penghulu beraja pada mufakat, dan mufakat be-
raja pada alur dan patut.” Dengan demikian, raja sejati di dalam
kultur Minangkabau ada pada alur (logika) dan patut (keadilan).
Alur dan patutlah yang menjadi pemutus terakhir sehingga kepu-

tusan seorang raja akan ditolak apabila bertentangan dengan akal
sehat dan prinsip-prinsip keadilan (Malaka, 2005).

Kfadua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekali-
Eun di bawah kelfuasaan feodalisme raja-raja Nusantara karena di
e S g e et
oI Karzne ra]a.,.melamkan dimiliki bersamfl
e e u;;mk © a pemilikan bersama tanah desa ini,

; emanfaatkannya harus melalui perse-
tujuan kaumnya. Hal inilah yang mendo isi 4
sk ieisntuniun Tanai rong tradisi gotong royong

€rsama, yang selanjutnya merembet

Ip;?ic‘l; zclzgzl:jida’?g llainnya, termasuk pada hal-hal kepentingan
1 misalnya membangun rumah. k '
, ' , kend
gainya. Adat hidup seperti ity membawa kebiasaanu‘l::r

rah menyangkut kepenti
pentingan ;
fakat (kata sepakat). Se gai umum yang diputuskan

£

‘Bulek aei dek pambul

dan seba-
musyawa-

L] secara mu-
ua[; It‘)tl isebut dalam pepatah Minangkabau:
, bulek kato dek mufakat” (Bulat air karena
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: embuluh/bambu, bulat kata kareng m
rah mufakat ini kemudian melahirkan institusi ra
rertentu, di bawah pimpinan kepala degq. Seti

yang menjadi warga asli desa terselyt berhak hadir dalam rapat
itu. Karena alasan pemilikan faktor Produksi bersama dan tradi-
si musyawarah, tradisi de..sa‘ boleh saja ditindas oleh kekuasaan
feodal, namun sama seka?h .tldi’ll( dapat dilenyapkan, bahkan tum:-
buh subur sebagai adat istiadat. Hal in; Menanamkan keyakinan
pada kaum pergerakan bahwa demokrasj ag]j Nusantara itu kuat
bertahan, “liat hidupnya”, seperti terkandung dalam pepatah Mi-
nangkabau “indak lakang dek paneh, indak lapuak dek ujan”, tidak
lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan (Hatta, 1992). Ada
dua anasir lagi dari tradisi demokrasi desa yang asli Nusantara,
yaitu hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-
peraturan raja yang dirasakan tidak adil, dan hak rakyat untuk
menyingkir dari daerah kekuasaan raja, apabila ia merasa tidak
senang lagi hidup di sana. Dalam melakukan protes, biasanya
rakyat secara bergerombol berkumpul di alun-alun dan duduk di
situ beberapa lama tanpa berbuat apa-apa, yang mengekspresikan
suatu bentuk demonstrasi damai. Tidak sering rakyat yang sabar
melakukan itu. Namun, apabila hal itu dilakukan, pertanda meng-
gambarkan situasi kegentingan yang memaksa penguasa untuk
Mempertimbangkan ulang peraturan yang dikeluarkannya. Ada-
Pun hak menyingkir, dapat dianggap sebagai hak seseorang un-
tuk menentukan nasib sendiri. Ke semua itu menjadi bahan dasar
Yang djpertjnlbangkan oleh para pendiri bangsa untuk men‘coba
Membuat konsepsi demokrasi Indonesia yang m""e‘f“’ bﬁfrcl‘lii?;
kan demokrasj desa yang asli itu (Latif, 2011). S.e!anjutflyf‘ ‘ILL
“Njelaskan bahwa kelima anasir demokrasi asli itu—rapat, e
t dakan protes bersama dan hak
» 80long royong, hak menga aKa p! ‘- dalam lingkungan
Menyingkir dari daerah kekuasaan raja—dip ujd,. . ?.Emokr*
Pérgerakan nasional sebagai pokok yang kqat h?gl;‘; merc
al, Yang akan dijadikan dasar pemerintahan Indon
*8 mendatang (Latif, 2011).

ufakat), Tradis; musyawg-

Pat pada tempat
ap orang dewaga

151 SOSI-
leka di

1
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b Sumber Nilai yang Berasal dari lslam
Nilai demokratic vang berasal dari Idlam bersumber duyy Aleay
wologienya Inti dari kevakinan Tddam adalah pengakuan pada ke
mhm Vang Maha Fea (tavhid, monoteisme). Dalam ke_yakimm
ini. hanva Tuhanlah satu-satunva wujud vang pasti. Semug wlaip
Tuhan hersifat nighi belaka Koneekuensinya, temua bentuk peng.
aturan hidup sosial manusia vang melahirkan kekuasaan Mutiak.
dinilas bertentangan dengan jiwa tauhid (Latif, 2011). Pengatursn
hidup dengan menciptakan keluacaan mutlak pada sesama many.
sz merupakan hal vang tidak adil dan tidak beradahb Sikap pasrah
kepada Tuhan, vang memutlakan Tuban dan tidak pada sesuaty
vang lain. menghendaki tatanan sosial terbuka. adil. dan demokra
fir (Madind. 1992) Kelanjutan Jogis dari prinsip tauhid adalah pa
ham persamaan (kesederajatan) manusia di hadapan Tuhan, yang
melarang adanva perendahan martabat dan pemaksaan kehendak
Antarsesama manusia. Bahkan seorang utusan Tuhan tidak berhak
Mmmmnu.&onngunmnmhanmmdawmw

c Iu‘.ﬁ-'ml-mdﬁn'luu
Hasy:r&al Baral (Eropa) mempunyai @kar demokrasi yang
“Rjang Fusal pertumbuban demokrasi ing di Yunani ada-
i e A yangseing i scbagas sonsoh peksasns
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sejak kejatuhan Imperium Romawi sekitar abad ke-5 M, bangki
sebentar di beberapa kota di Italia sekitar abad ke-11 M I;e r:;gklt
lenyap pada akhir “zaman pertengahan” Eropa. Sétidakn f:“ m:
Pertengahan 1300 M, karena kemunduran ekonomi, knruy isifa-
perperangan, pemerintahan demokratis dj Eropa diganrik;}: nj:;:
sistem pemerintahan otoriter (Dahl, 1992) pf‘-mikirampvmikir-{n
humanisme dan demokrasi mulai bangkit lagi di Eropa pada ma;:q
Renaisans (sekitar abad ke-14 — 17 M), setelah memperoleh stim;1~

Jus baru, antara lain, dari peradaban Islam. Tonggak penting dari
era Renaisans vang mendorong kebangkitan kembali demokrasi
& Eropa adalah gerakan Reformasi Protestan sejak 1517 hingga
tercapainya kesepakatan Whestphalia pada 1648, yang meletak-
an prinsip co-existence dalam hubungan agama dan negara yang
membuka jalan bagi kebangkitan negara-bangsa (nation-state) dan
tatanan kehidupan politik yang lebih demokratis.

Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indo-
nesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat: sisi represi
mperialisme-kapitalisme dan sisi humanisme-demokratis. Penin-
Casan politik dan penghisapan ekonomi oleh imperialisme dan
kapitalisme, vang tidak jarang bekerja sama dengan kekuatan-
kekuatan feodal bumiputra, menumbuhkan sikap anti-penindas-
an, anti-penjajahan, dan anti-feodalisme di kalangan para perintis
kemerdekaan bangsa. Dalam melakukan perlawanan terhadap re-
presi politik-ekonomi kolonial itu, mereka juga mendapatkan st
Mulus dar] gagasan-gagasan huﬂmm-&twkm[i_s ?ﬁrupd .me'
2011}, Penyebaran nilai-nilai humanisme-demokratis It MEREIH
kan ruang aluualisasinya dalam kemunculan ruang PRk H_L?c:u
@ lndonesia sejak akhir abad ke-19. Ruang P“bmf - bcf:f;:c:ff
ki it pendidikan wOdsh B L
han, kdub-klub sosial bergaya Eropa, ketmunces lain-lain) yang
b susial (sepery Boedi Oetlomo, wé&t blf:’z d?:; l;;’.Umuh Jaii
:“éﬁﬁ;ﬁ"?igm l(‘wu::f ﬁ?ﬁﬁlwiz Suiber Uil
; yat (

" dan anasic demokrasi dess, ajaral b
Haral, memberikan landasan pessatisd
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keragaman ideologi-politik yang dikemban.glfafq,. B.Wan 8 bercoy
keagamaan maupun sekuler, sel.nu.an‘ya memiliki titik-tem dal
gagasan-gagasan demokrasi sosialistik (kekeluargaan), dap Secary
umum menolak individualisme.
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WAWASAN NUSANTARA, NASIONAL,
DAN KEBANGSAAN

A. WAWASAN NUSANTARA
1. Pengertian

Kata “wawasan” berasal dari bahasa Jawa, yaitu mawas yang
artinya melihat atau memandang, jadi kata wawasan dapat diarti-
kan cara pandang atau cara melihat. Wawasan apabila kita telaah
bersama menunjukkan sifat dari indra penglihatan yang buk.ar.l ha-
nya berbentuk visual, tetapi juga pikiran dan menjadi pe.rfulurzu'l.
Artinya tidak hanya dilihat secara mentah-mentah, tetapi juga di-
tinjau secara saksama.

Nusantara terbagi menjadi dua kata, yaitu nu.sal da.ndc:rnlff;f:
Nusa artinya kepulauan yang terdiri darl Iautz‘u} can'm: s
“Nusa” melambangkan Indonesia yang merl_lpakdu 2“?2;97)_ - oot
lavan di mana terdapat 17.508 pulau (Rep ublika, .1 81-;1':luu benua.
il maksudnya adalah diapit oleh dua S.dn.ltldcf-‘ l.:lh Timur dan
Dua samudra tersebut adalah Samudra pusﬂ.l_k - f;1:,11 dua benua,

Samudra Hindia di daerah Barat. Dan Jug# diapit ¢
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yaitu benua Australia di wilayah Selzftan dan benya Asia ‘
yah Utara. Indonesia sendiri masuk ch. dalam benua Agjy tepatyy,
Asia Tenggara sehingga bergabung di dalam ASEAN (A-‘-‘OCiauo

of South East Asian Nation) yaitu perserikatan multilatera] antarp,,
gara Asia Tenggara. Indonesia terletak di antara 6° LU-1101g dan
95° BT -141° BT.

Wawasan Nusantara artinya adalah cara pandang b
donesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasiong].
nya, yaitu Pancasila UUD 1945 sebagai aspirasi suaty bangsa yang
merdeka, berdaulat dan bermartabat dj tengah-tengah lingkung.
annya. Dan yang menjiwai dalam tindak kebijaksanaannya dajap
mencapai tujuan perjuangan nasional. Tujuan perjuangan nasie.
nal yang dimaksud di sini adalah tercantum di dalam Pembukaan
UUD 1945 alenia ke-2 dan ke-4, yaitu:

angsa [p.

".. mewujudkan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdau-
lat, adil, dan makmur”

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah nega-
ra Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan selu-
ruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebang:
saan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara In-
donesia, yang terbentuk dalam suaty susunan negara Republik I"-

donesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa;

2. Kemanusiaan yang adil dan beradah;
3. Persatuan Indonesia;
4

Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dala™
permusyawaratan/perwakilan: dan

5. Serta dengan Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluru”
rakyat Indonesia.”

, . - e
Penjelasan tersebut mewakilj tujuan nasional bangsa Indo!

- - - i le‘
sia serta dapat dijadikan acuap dalam membangun Indonesia !
nuju tujuan nasionalnya,
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g, Konsep Wawasan Nusantarg

Latar belakang dan faktor-faktor yang meme
wawasan Nusantara antara lain aspek se
serta aspek geopolitis dan kepenting .

. ngaruhi konseps;
Jarah, aspek geografis
an sosial budaya, ’

o Aspek Sejarah

pilihat dari tinjauan historis, perkembangan kebangsa I
donesia dapat dikategorikan dalam kurun wakty sebagaigbe:irliu:? -
1) Zaman Perintis 1908, ditandai dengan munculnya pergeraka'n

nasional Budi Utomo.

2) Zaman Penegas 1928, ditandaj dengan ikrar Sumpah Pemuda

3) Zaman Pendobrak, ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan
NKRI 17 Agustus 1945,

b. Aspek Geografis

Kondisi geografis negara Indonesia, yaitu:

Indonesia merupakan negara maritim karena 2/3 wilayahnya
lautan dan 1/3nya adalah wilayah daratan.

Indonesia berbentuk negara kepulauan dapat disebut Nusan-
tara (nusa di antara air) yang berdasarkan konsep negara ke-
pulauan (archipelago state concept) dengan jumlah pulau ku-
rang lebih 17.508 pulau.

Luas wilayah negara Indonesia 5.192 juta km* dengan perinci-
an luas daratan 2.027 juta km? dan luas lautan 3.166 juta km".
Jarak dari arah Utara-Selatan 1.888 km dan jarak dari arah
Timur-Barat 5,110 km.

Negara Indonesia terletak di antara dua benua dan dua sa-
Mudra,

Terletak di bawah orbit Geostatioriory Satellite Orbit (GSO).

1)

2)

3)
4)

3)

Aspek Geopolitis dan Kepentingan Sosial
Geopolitik adalah isti dikemukaka

stilah yang aja )
Rau.el sebagai ilmu bumi politik. Sebagai ilmu, geOPOl:lslliur?:zz:-
Pelajar fenomena politik dari aspek geografl. Bahwa lpz;i dg g
Politik suaty negara dipengaruhi oleh konstelad

n oleh Frederich

Nya
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ng bersangkutan. Geopolitik memaparkay, dasy,

aspek geografi da}am me?er}tukan kEbijﬂkan
wujudkan suatu tujuan. Prinsip-prinsip geops,
litik suatu negara dapat meng'adi dasar bagi .perkembal?gan i,
wasan nasional bangsa itu. D1 Negar'a.Repubhk Indonesia, Oran
pertama yang mengaitkan hal geOPOhtlk‘ dengan bal?gsa Indoneg;,
adalah Ir. Soekarno dalam pidatonya di hadapan sidang BPUPYK
pada 1 Juni 1945.

Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR Nomor v,
MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan adalah terwujud-
nya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, de-
mokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih da-
lam penyelenggaraan negara. Untuk dapat mewujudkan berbagai
tujuan seperti tersebut di atas maka perlu untuk mengimplemen-
tasikan konsepsi Wawasan Nusantara.

Teori geopolitik di Republik Indonesia adalah Wawasan Nu-
santara. Bangsa Indonesia tidak dapat menerima berbagai rumus-
an dari teori-teori tentang geopolitik yang dianut oleh negara-
negara lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bagl
bangsa Indonesia geopolitik merupakan pandangan baru dalam
mempertimbangkan manfaat dan pengetahuan faktor-faktor geo-
grafis wilayah negara untuk mencapai tujuan nasional sebagaima-
na terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

antara negara ya
pertimbangan dari
nasional untuk me

3. Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara

domi‘rllﬂilf‘-log{awtasan Nusantara secara umum adalah sebagai P&
kan se’gala kef’_’_;l:isomngan serta rambu-rambu dalam menentt
e lja anaan, kepl'Jtusan, tindakan, dan perbuatal
seluruh I'akyatgli c;ja" hegara di pusat dan daerah maupun bag!
dan bernegara Punne?la dalam kehidupan masyarakat, berbangs?
beberapa pand;;un . Wawasf, n Nusantara ini dibedakan dala® |

; 8an antara |ain; |
a. Fungsi Wawasan Nusantara sebagai konse psi ketahanan nasi-

onal adalah sebagai kons
¢p dalam pe y rtahanat
keamanan, dan kewilayahan, pembangunan, pe
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b. Fungsi Wawasan Nusantara sebagai
adalah mencakup kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial
dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.

c. Fungsi Wawasan Nusantarg sebagai pertahanan dan keaman-
an adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesa-
tuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.

d. Fungsi Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan

adalah pembatasan negara untuk menghindari adanya seng-
keta antarnegara tetangga.

pembangunan nasional

Adapun tujuan Wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasi-
onalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia
yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan
perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. Ke-

pentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dari ke-
pentingan nasional.

B. WAWASAN NASIONAL

Nasional berasal dari bahasa Inggris “nation” yang artinya
bangsa yang telah mengidentikkan diri dalam kehidupan berne-
8ara dan menegara (bangsa yang telah menjadi negara). Artinya,
bangsa tersebut telah melakukan proklamasi kemerdekaan sebagai
bangsa yang ada dan diakui oleh bangsanya. Dalam bahasa Inggris
“nation” juga dapat berarti negara. Maka, suatu bangsa mengiden-
titaskan dirinya melalui negara tempat bangsa tersebut bernaung
dan diakui oleh negara tersebut.

Wawasan nasional artinya adalah cara pandang suatu bangsa
Yang manifestasinya ditentukan oleh dialog dinamis dari bangsa
tersebut dengan aspek kesejarahannya, kondisi objektif gngraf.is
Maupun kebudayaan sebagai kondisi subjektif serta aspek idealis
Yang dijadikan aspirasi sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat,

bermartabat, dan karena itu memiliki identitas yang khas
Mmenjiwaj bangsa tersebut dalam tindak kebijaksanaan, _

Bernegara menjadi cita-cita setiap bangsa. Bernegara juga me-

andaji hahwa sebuah bangsa memiliki unsur-unsur yang memba-
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Ilmu Informasi dan Perpustakaan Fakultas Ilmu
Komunikasi di Universitas Padjadjaran dan S-2
llmu Komunikasi Magister Ilmu Komunikasi di
Universitas Sumatra Utara. Saat ini beliau be-

kerja sebagai Dosen Komunikasi Penyiaran Islam di Institut Agana
Islam Negeri Bukittinggi,
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ecara yuridis, keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan
tinggi cukup kuat, dan sebagai matakuliah yang wajib diikuti oleh
seluruh mahasiswa. Hal itu tampak jelas dalam Pasal 37 Undang-Undang
No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sesuai dengan
tuntutan dan perubahan masyarakat di era Reformasi, dalam matakuliah
Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, telah dilakukan
perubahan paradigma menuju paradigma humanistik yang didasarkan pada
asumsi bahwa mahasiswa- adalah manusia yang mempunyai potensi dan
karakteristik yang berbeda-beda. Indikasi ke arah itu tampak dari substansi
kajian, strategi, dan evaluasi matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang
ditawarkan kepada mahasiswa.

Hasil pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) sangat
penting, artinya bagi penumbuhan budaya demokrasi di Indonesia. Untuk
mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan seperti hal tersebut, sangat
dibutuhkan model dan strategi pembelajaran yang humanistik yang mendasarkan
pada asumsi bahwa mahasiswa adalah manusia yang mempunyai potensi dan
karakteristik yang berbeda-beda.

Buku yang ada di tangan pembaca ini, mendukung model dan strategi
pembelajaran. Di sini, mahasiswa diposisikan sebagai subjek, sementara dosen
diposisikan sebagai fasilitator dan mitra dialog mahasiswa, Materi disusun
berdasarkan kebutuhan dasar mahasiswa, bersifat fleksibel, dinamis, dan
fenomenologis sehingga materi tersebut bersifat kontekstual dan relevan
dengan tuntutan dan perubahan masyarakat lokal, nasional, dan global.
Diharapkan dengan demikian, mahasiswa—sebagai pemuda harapan masa
depan bangsa—dapat mengembangkan negara dan bangsa dengan ide-ide yang

berlandaskan ilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai
dan norma yang berlaku di dalam masyarakat,
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